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PENGANTAR 
PUSLITBANG LEKTUR DAN 
KHAZANAH KEAGAMAAN 


Puji Syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Allah swt., Tuhan 
semesta alam yangselalu memberikan hidayah dan inayah-Nya, 
sehingga buku ini dapat tersaji di hadapan para pembaca. 

Kami menyambut baik dengan diterbitkannya buku 
"Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai: Peran 
Civil Society Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan” 
ini, yang kehadirannya diharapkan dapat memberi sumbangan 
akademis bagi masyarakat. Penerbitan buku ini merupakan 
hasil kerjasama antara The Wahid Institute dan Puslitbang 
Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama RI. 

Kementerian Agama melalui Puslitbang Lektur 
dan Khazanah Keagamaan memiliki kepentingan untuk 
ikut mendorong perdamaian dunia melalui pengembangan 
kelekturan dan kekhazanahan. Salah satu usaha tersebut adalah 
menerbitkan buku-buku yang memuat misi perdamaian atau 
pengembangan budaya damai, dan penguatan kesadaran 
multikultural. 

Di tengah pusaran konflik dan kekerasan yang 
terjadi di masyarakat minoritas muslim di Patani, Thailand 
Selatan, dan Mindanao Filipina Selatan, ternyata tumbuh 
gerakan-gerakan masyarakat sipil baru yang memilih strategi 
non-partisan terhadap kelompok-kelompok yang selama ini 


hendak memisahkan diri dari negara seperti Moro Nasional 
Liberation Front (MNLF) dan Moro Islamic Liberation Front 
(MILF) di Filipina atau The National Front for Patani Patani 
National Liberation Front atau The Patani United Liberation 
Organization (PULO) di Thailand Selatan. 

Di Thailand, muncul Muslim Attorney Center 
(MAC), organisasi yang bekerja membantu para korban 
politik dan keluarganya dalam bidang hukum dan advokasi 
secara cuma-cuma. Mereka bekerja di tengah-tengah ibu kota 
ketiga provinsi, yaitu Patani, Yala dan Narathiwat plus di 
Songkhla, kota terbesar di sekitarnya. Tak hanya mendampingi 
selama di pengadilan, lembaga ini menggelar advokasi politik 
dan melakukan pendidikan hukum untuk rakyat agar mereka 
mengerti tentang prosedur dan pihak-pihak yang harus 
dihubungi ketika terjadi sesuatu pada mereka. 

Sementara itu di Filipina, muncul salah satu gerakan 
yang bernama National Ulama Council of the Philippines 
(NUCP). Organisasi yang dirintis para ulama itu berupaya 
mengambil posisi netral dalam pertengkaran politik yang 
terjadi di Filipina, selain berpartisipasi dalam penguatan 
ummat. Dalam sebuah kongres yang mereka gelar akhir 
Januari 2010, NUCP berhasil mengundang 500 ulama laki- 
laki dan perempuan. Mereka juga mengundang perwakilan 
tokoh dari MILF dan MNLF. 

Kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada penulis yang telah menyiapkan buku ini 
dengan serius, kepada Wahid Institute yang telah bekerjasama 
dalam penerbitan buku ini, dan kepada panitia yang telah 
membantu menyiapkan naskah sehingga menjadi sebuah buku 
yang layak dibaca. Tak lupa, kami menyampaikan permohonan 
maaf yang besar-besarnya jika dalam penerbitan ini masih 


banyak kekurangan disana sini. Kami mengharapkan masukan 
dan kritikan untuk penyempurnaan penerbitan ini di masa yang 
akan datang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. || 


Jakarta, Desember 2012 


Chotrul Fuad Yusuf 


PENGANTAR 
THE WAHID INSTITUTE 


Problem minoritas masih menjadi tantangan serius 
bagi negara-negara demokrasi di dunia termasuk di negeri 
ini. Meningkatnya angka kekerasan terhadap minoritas khu- 
susnya berbasis agama dan keyakinan menunjukkan situasi 
mencemaskan dan membahayakan integrasi bangsa. 

Demokrasi tampaknya masih menyisakan soal menge- 
nai perwujudan keadilan bagi kelompok minoritas yang ber- 
beda dirasakan kelompok mayoritas. Demokrasi, bagi seba- 
gian orang, dipandang sebentuk model yang dibangun dari 
hegemoni mayoritas dan diskriminasi terhadap minoritas. 
Tuntutan keadilan ini yang selanjutnya melahirkan adanya 
gerakan menuntut keadilan, dari yang lunak hingga dengan 
jalan kekerasaan dan separatisme. 

Gagasan multikulturalisme lantas dianggap lebih ma- 
ju dari demokrasi karena cukup mampu menjembatani hak 
individu dengan hak kolektif. Tapi belakangan gagasan ini 
juga kembali dipertanyakan. Dalam pidatonya di hadapan 
kaum muda partai konservatif pimpinannya, Serikat Kristen 
Demokrat (CDU) Oktober 2010, Kanselir Jerman Angela 
Merkel, tegas mengatakan multikulturalisme Jerman gagal. 
Sebuah survei di negara itu menginformasikan, lebih dari 30 
persen orang Jerman meyakini kalau Jerman “dikuasai warga 
pendatang”. Warga pendatang dari Turki dan negara-negara 
Arab dinilai Merkel sulit membaur. Padahal, katanya, Jerman 
meyakini kalau Islam adalah bagian dari Jerman seperti Kris- 
ten dan Yudaisme. 


Di atas semua itu, akar soal dari relasi mayoritas-mi- 
noritas sesungguhnya soal keadilan (justice). Maka negara di- 
tuntut menemukan konsep, formulasi, dan pengelolaan yang 
tepat dalam memberikan rasa keadilan dan hak-hak mereka 
sebagai minoritas dan juga sebagai warga negara. 

Buku karya Ahmad Suaedy ini memberi gambaran 
kontemporer yang cukup padat bagaimana kelompok minori- 
tas muslim di Mindanao, Filipina Selatan, dan Pattani, Thai- 
land Selatan, berjuang mencari keadilan yang mereka maksud. 
Sebagiannya bahkan mengambil jalur kekerasan dan separa- 
tisme. Di Filipina Moro Nasional Liberation Front (MNLF) 
dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), atau The National 
Front for Patani Patani National Liberation Front atau The 
Patani United Liberation Organization (PULO) di Thailand 
Selatan. Dengan jelas ia memetakan akar-akar masalah yang 
meliputinya, termasuk pula konteks sejarah yang lebih luas. 

Menariknya, dalam penelitiannya justru ia menemu- 
kan bahwa ada fenomena baru yang lebih menggembira- 
kan. Di dua wilayah itu justru muncul kekuatan baru dari 
masyarakat sipil yang mengambil jalan damai de-ngan meng- 
gelar dialog dan aksi-aksi pendampingan. Di Thailand, mun- 
cul Muslim Attorney Center (MAC), organisasi yang bekerja 
membantu para korban politik dan keluarganya dalam bidang 
hukum dan advokasi secara cuma-cuma. Me-reka bekerja di 
tengah-tengah ibu kota ketiga provinsi, yaitu Patani, Yala dan 
Narathiwat plus di Songkhla, kota terbesar di sekitarnya. Tak 
hanya mendampingi selama di pengadilan, lembaga ini meng- 
gelar advokasi politik dan melakukan pendidikan hukum 
untuk rakyat agar mereka mengerti tentang prosedur dan 
pihak-pihak yang harus dihubungi ketika terjadi sesuatu pada 


mereka. 


Lain lagi di Filipina. Salah satu gerakan yang tumbuh 
adalah National Ulama Council of the Philippines (NUCP). 
Organisasi yang dirintis para ulama itu berupaya mengam- 
bil posisi netral dari pertengkaran politik termasuk terhadap 
pemerintah pusat dan berusaha untuk konsentrasi pada pe- 
nguatan ummat. Dalam sebuah kongres yang mereka gelar 
akhir Januari 2010, NUCP berhasil mengundang 500 ulama 
laki-laki dan perempuan. Mereka mengundang perwakilan to- 
koh dari MILF dan MNLF. Sayangnya memang, seperti juga 
ditegaskan penulis buku ini, kelompok-kelompok ini belum 
mampu mengambil alih peran perdamaian yang menentukan 
dan strategis di lingkungan kelompok dan gerakan-gerakan 
perlawanan masyarakat di dua negara tersebut. 

Bagi Indonesia, yang kini masih dirundung masalah 
kekerasan terhadap minoritas, buku ini justru memiliki pesan 
kuat: minoritas bukan perkara agama, tapi perkara keadilan 
atas nama kemanusiaan. Problem minoritas mungkin tak 
begitu terasa di sini, sebab Islam adalah mayoritas . Di dua 
negara itu, muslim adalah minoritas yang hak-haknya sebagai 
warga negara masih dirasakan belum diberikan secara adil 
oleh negara. 

Dengan cara pandang semacam ini, sudah selayaknya 
mayoritas muslim di negeri ini betul-betul menghargai dan 
melindungi minoritas, tidak sebaliknya. Perlindungan ter- 
hadap minoritas, sesungguhnya berarti pula perjuangan me- 
lindungi dan memperjuangkan hak minoritas muslim di dua 
negara tersebut juga di negara-negara lainnya. 

Tepat sekali jika penulis buku ini mulai menawarkan 
adanya “penyegaran” konsep Islam terhadap minoritas (agali- 
yyat). Sejauh ini konsep ini masih membatasi wilayah kajian 
pada semata-mata umat Islam sebagai minoritas, bukan ba- 


gaimana Islam memandang minoritas yang beragam jenis itu. 
Sebut saja dua tokoh muslim sepetri Hasan Al-Mimmy dan 
Yusuf al-Gardlowi. Hasan Al-Mimmy menulis Ahlu Dzim- 
mah dalam Peradaban Islam (Ahl Dhimmah fi al-Had-haraty 
al-Islamiyah) terbitan 1998. Yusuf Gardhawi, tokoh moderat 
muslim terkenal dari Mesir yang juga menulis Fikih Minori- 
tas: Kehidupan Muslim di tengah Masyarakat Nonmuslim (Fi 
Figh al-Agalliyyat al-Muslima: Hayat al-Muslimin Wasat al- 
Mujtamat al-Ukhro) terbit 2001. 

Kajian yang lebih pogresif dari itu tentu saja akan 
memperkaya khazanah keislaman, memberi sumbangan pen- 
ting terhadap penyelesaian problem minoritas, dan pada ak- 
hirnya memperkokoh peran Islam Indonesia sebagai kelom- 
pok moderat muslim dunia. Terlepas akan ada soal yang patut 
dipertanyakan lebih lanjut —seperti potret minoritas dalam 
minoritas di dua negara tersebut —buku ini jelas memberi 
sumbangan penting bagi kajian tentang keislaman dan mi- 
noritas. Selamat membaca | | 


The Wahid Institute 
Amir Hamzah, 9 Mei 2012 


PENGANTAR PENULIS 


Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, 
karena berkat rahmat-Nya, buku ini bisa terbit. Buku ini 
penulis persembahkan bagi pembaca sebagai bagian dari 
konsentrasi penulis terhadap isu minoritas yang selama ini 
penulis geluti. 

Buku ini semula merupakan tesis penulis dalam 
program Master di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta yang diberi nilai Cum Laude oleh tim 
penguji. Namun, penulis juga harus sampaikan di sini bahwa 
data di dalam tesis tersebut merupakan bagian dari riset ketika 
penulis mendapat Fellowship dari Asian Public Intellectual 
(API) yang disponsori oleh the Nippon Foundation. Topik 
riset saya pada waktu itu adalah “Managing Identity: Muslim 
Minorities in Asia (South Thailand, the Southern Philippines, 
and Penang, Malaysia).” Riset dilakukan Juli 2009 — Maret 
2010 selama tiga bulan di masing-masing negara. Namun 
dari riset selama sembilan bulan itu penulis hanya diwajibkan 
untuk menulis satu artikel untuk sebuah buku kumpulan hasil 
riset sehingga data sisanya sengaja dipakai untuk penulisan 
tesis ini di samping juga ditulis untuk berbagai jurnal. 

Kira-kira 10 bulan sebelum terjun ke lapangan, API 
telah mengumumkan Fellowship tersebut sehingga penulis 
memiliki waktu untuk merencanakan penulisan tesis. Pada 
semester pertama program Master, proposal penulis untuk 
tesis itu sudah diterima oleh Paska Sarjana UIN sehingga 
penulis bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan riset 
lapangan bersamaan dengan pelaksanaan riset API tersebut. 


Pada semester kedua program Master barulah penulis 
mengambil cuti untuk melakukan riset lapangan. Dalam 
masa perkuliahan Master ini diperoleh kesempatan menjadi 
peneliti tamu atau Visiting Research Fellow setara professor 
pada Center for Southeast Asian Studies (CSEAS)-Kyoto 
University, Kyoto Jepang, Agustus 2010 — Februari 2011. 

Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih 
pertama-tama kepada seluruh menejemen API dan the 
Nippon Foundation atas budi baiknya memberikan Fellow- 
ship tersebut dan juga kepada CSEAS-Kyoto University 
khususnya Dr. Okamoto Masaaki yang memberi kesempatan 
kepada penulis untuk riset lebih lanjut dan menuliskan buku 
ini. Penulis juga sudah memenuhi kewajiban penulis untuk 
menulis laporan atau artikel yang menjadi kewajiban penulis 
baik kepada API maupun CSEAS. 

Terima kasih berikutnya penulis sampaikan kepada 
semua pihak yang memberikan kontribusi besar atas selesainya 
buku ini. Mereka antara lain adalah segenap pengelola 
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di 
antaranya, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Dr. Fuad Jabali, 
MA, Prof. Dr. Suwito, MA, Prof. Dr. Amani Lubis, MA, dan 
Dr. Yusuf Rahman, MA. Penulis juga mengucapkan terima 
kasih kepada Tim Penguji Work In Progress yakni Prof Dr. 
Salman Harun dan Dr. Asep Saepudin Jahar, MA bersama 
dengan Prof. Dr. Suwito, MA. Tak lupa ucapan terima kasih 
kepada pembimbing tesis ini, Dr. Ali Munhanif, MA yang 
bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk 
membimbing penulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan 
kepada pemimpin sidang ujian terbuka Prof. Dr. Azjumardi 
Azra, MA., para penguji ujian tertutup dan terbuka, yaitu 
Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Dr. Atho Muhdzar, MA., 


serta Dr. Hendro Prasetyo, atas banyak masukannya untuk 
memperbaiki tesis ini. 

Ucapan terima kasih diucapkan kepada rekan sejawat 
di SPS UIN Jakarta Kajian Islam angkatan 2008. Juga kepada 
semua kolega penulis di the WAHID Institute, terutama 
kepada Direktur WI Yenny Wahid. Ucapan terima kasih secara 
khusus penulis sampaikan kepada dua kolega penulis di the 
Wahid Institute, yaitu Ulum Zulvaton dan Nurun Nisa yang 
secara teknis banyak membantu terselesaikannya penulisan 
tesis ini sehingga terbit menjadi buku. Istri dan anak-anak 
penulis juga layak mendapatkan ucapan terima kasih sedalam- 
dalamnya atas kesabarannya memberikan kesempatan kepada 
penulis selama ini. 

Akhirnya, penulis mohon saran dan kritik demi 
sempurnanya buku ini. | | 


Jakarta, Februari 2012 
Ahmad Suaedy 


PENGANTAR 


Profesor Dr. H. NasaruddinUmar, MA. 
Wakil Menteri Agama Republik Indonesia 


Buku ini membahas tentang peran masyarakat Mus- 
lim (civil society Muslim) di Thailand Selatan dan Filipina Se- 
latan dalam mencari jalan damai dari konflik yang berkepan- 
jangan berhadapan dengan pemerintah pusat dan mayoritas 
di Filipina danThailand. 

Fenomena ini sangat penting untuk dilihat karena 
dalam benak banyak orang terutama yang diekspose melalui 
media massa, perjuangan mereka untuk menuntut keadilan 
seolah semata-mata dilakukan melalui kekerasan dan separa- 
tisme. Dan dengan itu telah menambah kesengsaraan bagi 
umat Islam di sana dan juga penduduk kedua negara itu. 

Dengan demikian, dengan menguatnya gerakan civil 
society yang berorientasi perdamaian ini, ada keseimbangan- 
bahwa meskipun separatisme sampai sekarang masih ada teta- 
pi hasrat untuk melakukan negosiasi secara damai lebih kuat 
disuarakan oleh Masyarakat Muslim di sana. 

Filipina Selatan atau Mindanao dan Thailand Selatan 
atau yang dikenal Patani adalah wilayah yang berpenduduk 
mayoritas Muslim yang masing-masing menjadi bagian dari 
negara Filipina dan Thailand. Sementara negara Filipina ma- 
yoritasnya beragama Katolik sedangkan Thailand mayoritas 
beragama Buddha. 

Sudah sejak masa kemerdekaan dua wilayah ini 
berkonflik dengan negara pusat masing-masing. Munculnya 


gerakan civil society yang menguat untuk perdamaian ini bisa 
dibilang fenomena baru yang memberi harapan bagi terwu- 
judnya perdamaian lebih kuat. 

Ada beberapa ciri penting dari gerakan civil socie- 
ty tersebut. Di antaranya adalah pertama, mereka sejauh 
mungkin mengambil jarak dari kelompok-kelompok separa- 
tis dalam strategi perjuangannya. Dengan mengambil jarak 
tersebut, mereka berdiri netral di antara kelompok-kelompok 
separatis sendiri yang seringkali juga saling berbeda aspirasi- 
dan juga antara kaum Muslim di dua wilayah tersebut dengan 
pemerintah pusat. 

Dengan begitu, mereka bisa berdiri relatif obyektif 
dan diharapkan bisa dipercaya oleh berbagai pihak. Namun di 
sisi lain, mereka tidak memutuskan dialog dengan kelompok- 
kelompok itu dan selalu mengikutkan representasi mereka 
dalam berbagai upaya perdamaian. Dengan demikian, posisi 
netral mereka tidak mengurangi upaya dialog dan saling me- 
mahami di antara kelompok-kelompok tersebut. 

Ciri berikutnya adalah bahwa tujuan akhir dari ge- 
rakan civil society Muslim dalam perdamaian tersebut tidak 
berbeda dengan berbagai gerakan lain termasuk separatisme, 
yaitu untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Muslim 
yang notabene minoritas di kedua negara tersebut. 

Mereka juga menuntut perlakuan politik yang sede- 
rajat, pembagian hasil sumber daya alam yang adil serta peng- 
hargaan terhadap tradisi dan bahkan self-government meski- 
pun menjadi bagian dari negara Filipina. Gerakan-gerakan itu 
hanya dibedakan dalam strategi, yaitu menghindari kekerasan 
apalagi bersenjata. 

Kelompok-kelompok civil society Muslim itu bekerja 
melalui advokasi informasi dan public sphere termasuk hak- 
hak berekspresi dan berkumpul, pemberdayaan ekonomi ke- 


luarga termasuk rumah tangga dan perempuan, serta pengua- 
tan aspirasi politik masyarakat dan pendidikan. 

Itulah beberapa pokok pikiran yang bisa diambil dari 
tulisan saudara Ahmad Suaedy di dalam buku ini. Lepas dari 
isi buku ini, sebagai orang Indonesia yang berpenduduk Mus- 
lim terbesar di dunia, mempelajari tentang masyarakat Mus- 
lim dan problem-problem yang dihadapi serta usaha-usaha 
pemecahannya di tempat dan daerah lain adalah sangat pent- 
ing. Dengan demikian, tidak saja kita bisa belajar dari situasi 
dan apa yang dilakukan oleh mereka, tetapi dalam halhal ter- 
tentu kita juga bisa memperkenalkan Islam Indonesia kepada 
mereka. 

Indonesia juga memiliki pengalaman yang sangat 
penting yang secara internasional dianggap sebagai prestasi 
tinggi dengan tercapainya perdamaian di Aceh antara Repu- 
blik Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Dengan 
demikian kita bisa saling belajar antar negara dan bangsa dan 
juga sesama Muslim. Dan inilah yang ingin saya hargai dari 
riset yang dilakukan oleh saudara Ahmad Suaedy melalui 
penerbitan buku ini. 

Akhirnya, saya berharap usaha memahami kelompok 
lain, apakah itu sesama Muslim maupun tidak, apalagi yang 
memiliki kedekatan regional dan budaya seperti di Asia Teng- 
gara dan juga di Indonesia yang sangat luas dan plural ini, 
sangatlah penting. Ini juga salah satu cara agar Indonesia me- 
miliki pengaruh lebih besar terhadap masyarakat lain. Yaitu 
Islam Indonesia yang memiliki ciri damai, toleran dan plural. 

Semoga riset seperti ini bisa terus dikembangkan dan 
bermanfaat. Amiiin. | J 


Jakarta, 27 Mei 2012. 


PENGANTAR 


Dr. H. Asad Said Ali 
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) 


Buku yang ditulis oleh Saudara Ahmad Suaedy ini 
menghadirkan potret atau gambaran perjuangan kaum mi- 
noritas muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan dalam 
memperoleh hak-haknya. Proses dan dinamika konflik disu- 
sun secara sistematis dan disajikan dengan bahasa yang tidak 
sulit dicerna. Berbagai aspek konflik dikupas cukup baik dan 
rinci mulai dari sebab-musabab konflik, pasang-surut ke- 
kerasan, perbedaan sikap kaum minoritas sendiri dan berbagai 
macam upaya perdamaian dan perundingan. 

Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari konflik di 
kedua negara tersebut. Yakni, pertama, asal-muasal konflik 
adalah kebijakan kekuasaan kolonial dalam hal ini Inggris 
dan Amerika Serikat. Inggris membenarkan dan mendukung 
pemisahan suku Melayu menjadi dua komunitas. Satu pihak 
digabungkan dengan Thailand dan pihak lain berada di bawah 
koloni Inggris, dan kemudian digabungkan dengan komunitas 
Melayu lainnya ke dalam negara Malaysia. Sedangkan di Fili- 
pina Selatan, Amerika Serikat merubah perimbangan demo- 
grafi di Filipina Selatan sehingga terjadi pembalikan kuantitas 
dan kualitas demografi yang mendorong konflik berkepanja- 
ngan. 

Kedua, konflik di Thailand Selatan dan Filipina Se- 


latan melibatkan unsur agama berhimpitan dengan unsur 


kesukuan dan kedaerahan. Faktor ini memperumit proses pe- 
rundingan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, meski- 
pun berbagai negara ikut membantu mencari solusi. Misalnya 
Malaysia di Thailand Selatan dan OKI, khususnya Libya di 
Filipina Selatan. Bahkan Indonesia juga pernah terlibat dalam 
proses perdamaian yang cukup berhasil di Filipina Selatan, 
meskipun dalam pelaksanaannya mengalami kendala. Adanya 
faktor kedaerahan tersebut menyebabkan tidak adanya kesa- 
tuan di antara kelompok minoritas, baik di Thailand Selatan 
maupun di Filipina Selatan. 

Penulis berusaha membedah jantung dari konflik 
dalam keterbatasan waktu yang tersedia, yakni tiga bulan di 
Filipina dan tiga bulan di Thailand. Apalagi ada kesulitan un- 
tuk memperoleh informan yang mau memberikan informasi 
karena ada alasan keamanan. Seandainya Saudara Ahmad 
Suaedy memperoleh waktu yang cukup maka hasil studinya 
pasti jauh lebih mendalam. Terlepas dari kesulitan tersebut, 
apa yang diperoleh dan kemudian diramu menjadi tesis dan 
kemudian diterbitkan dalam bentuk buku, saya anggap dapat 
memberikan informasi yang cukup untuk memahami masalah 
atau konflik tersebut. 

Barangkali nilai lebih dari buku ini adalah kejelian 
penulis dengan mengungkap “faktor baru” dalam proses 
perdamaian, yakni mulai adanya inisiatif Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). Perkembangan baru di Thailand dan Fili- 
pina ini paralel dengan kecenderungan global di mana LSM 
semakin aktif mengambil peranan dalam perdamaian di ber- 
bagai negara. Keberhasilan peran LSM ini, mengambil con- 
toh dalam proses perdamaian Aceh dengan tokohnya Marthy 
Ahtiasary, mantan PM Finlandia. Kejadian terakhir yang juga 
menggambarkan peranan LSM terlihat dari upaya aktivis in- 


ternasional yang beberapa kali memasuki wilayah Israel dan 
Palestina untuk menekan Israel agar melunakkan sikapnya, 
terutama melalui ekspedisi laut menembus blokade Israel di 
Laut Tengah. 

Keterlibatan LSM pada era globalisasi diharapkan 
mampu menembus tembok penghalang perdamaian. Se- 
babnya, LSM secara definisi, tidak mempunyai kepentingan 
spesifik, seperti halnya negara dan partai politik, melainkan 
kepentingan utamanya adalah mengabdi perdamaian dan me- 
nolak kekerasan. Dengan kata lain, Saudara Ahmad Suaedy 
ingin mengatakan hendaknya peranan civil society lebih diberi 
tempat dalam mengatasi konflik tersebut. Tentu saja LSM 
yang mampu ikut memainkan peranan di kedua wilayah ber- 
golak semacam Thailand Selatan dan Filipina Selatan adalah 
LSM yang tumbuh dari bawah, dengan pengikut yang cukup 
besar dan menghargai kemajemukan, serta memiliki nilai-ni- 
lai keagamaan yang universal, seperti toleransi, keadilan dan 
prinsip “jalan tengah”. Atau tokoh-tokoh yang integritasnya 
telah teruji dalam mewujudkan perdamaian dan pencarian 
solusi konflik. 

Di kalangan warga NU, upaya untuk membantu pe- 
nyelesaian konflik mulai dari konflik lokal dan nasional serta 
konflik di mancanegara, telah menjadi bagian perjuangan. 
Bahkan NU itu sendiri lahir sebagai bagian dari mencari solusi 
konflik yang ditandai dengan pengiriman Komite Hijaz pada 
1926 yang mendesak almarhum Raja Abdul Aziz al-Saud agar 
mengizinkan kebebasan beribadah sesuai madzhab dan diper- 
bolehkan ziarah ke makam Rasulullah SAW yang waktu itu 
rencananya akan dibongkar. 

Tidak perlu dikemukakan, betapa eksponen-ekspo- 
nen NU baik yang muda dan yang tua berdiri di depan dalam 


menengahi konflik di dalam negeri. Bahkan tokoh-tokoh 
seperti Gus Dur dan Jusuf Kalla betapa besarnya pengabdi- 
an beliau-beliau pada perdamaian dan mencegah kekerasan. 
Terakhir berbagai pihak berusaha melibatkan NU dalam 
mewujudkan saling pengertian antar-lintas umat beragama 
dan bahkan upaya untuk mewujudkan perdamaian di Afgha- 
nistan. Meski tidak diucapkan, Saudara Ahmad Suaedy ingin 
mendorong NU untuk terjun mendamaikan konflik di Thai- 
land Selatan dan Filipina Selatan. Tentu saja, saya setuju dan 
tunggu tanggal mainnya. | J 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


Buku ini mendiskusikan tentang pergulatan minoritas 
Muslim di Thailand Selatan atau Patani' dan di Filipina 
Selatan atau Bangsamoro di Mindanao dalam berhadapan 
dengan mayoritas non-Muslim dan pemerintah pusat untuk 
mencari jalan damai. Identitas Muslim di dua wilayah itu 
sendiri pada dasarnya bersifat plural dan tidak tunggal 
sebagaimana dikesankan selama ini. Kesan bahwa seolah 
Muslim di kedua wilayah itu bersifat homogin dan seragam 
telah terbentuk dalam persepsi orang banyak, terutama melalui 
media. Pluralitas atau heteroginitas Muslim di kedua wilayah 
tersebut tercermin dari berbagai kelompok atau organisasi 
dan perorangan yang masing-masing memiliki pandangan 
dan gerakan dalam usaha mencari damai. Karenanya, studi ini 
juga akan mencoba menggali pandangan dari masing-masing 
kelompok dan perorangan serta hubungan antar mereka dan 
kendala-kendala yang dihadapi atas konflik dan kekerasan 


yang berlarut antara Muslim minoritas di Filipina Selatan? dan 


| Ada perebutan aksen dalam penggunaan kata “Patani” antara orang-orang Thai 
dan orang-orang Melayu di tiga provinsi yang bergolak ini. Aksen Thai menggunakan 
dobel tt (Pattani) sementara kaum Melayu menggunakan satu t (Patani). Dalam naskah 
ini akan menggunakan Patani dengan satu t. 

? Lihat misalnya Briefing oleh International Crisis Group (ICG), “The Philippines: 
The Collapse of Peace in Mindanau,” 23 Oktober 2008. Sebuah naskah perjanjian damai 
yang sudah dinegosiasikan selama 12 tahun dibatalkan oleh Mahkamah Agung Filipina 
yang memupus harapan perdamaian minoritas Muslim di Mindanao. Lihat juga Amina 
Rasul, Broken Peace? Assessing 1996 GRP-MNLF Final Peace Agreement (Manila: t.p., 
2007). 
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Thailand Selatan? dengan pemerintah pusat di kedua negara 
tersebut. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa berlarut-larutnya konflik 
dan kekerasan di dua daerah tersebut tidak hanya disebabkan 
dan didorong oleh perbedaan kepentingan politik, melainkan 
juga memiliki akar yang dalam. Hal itu meliputi perbedaan 
kultural termasuk di dalamnya agama, bahasa, dan klaim 
historis atas tanah atau kawasan. Dari akar-akar itu rakyat di 
kedua kawasan tersebut memiliki legitimasi untuk mengklaim 
bahwa tanah atau daerah mereka tidak menjadi bagian integral 
dari pemerintahan atau negara pusat, Thailand dan Filipina, 
dengan tuntutan merdeka atau menjadi daerah otonom. 
Namun, di sisi lain, di dalam komunitas Muslim itu sendiri 
juga memunculkan kelompok-kelompok dan individu yang 
satu sama lain tidak selalu sama dalam pandangan dan bahkan 
agendanya. 

Mayoritas penduduk negara Thailand beragama 
Buddha sedangkan Filipina mayoritas penduduknya beragama 
Katolik. Sedangkan di Thailand Selatan dan Filipina Selatan, 


4 


paling tidak sebagian provinsi,” mayoritas Muslim. Dan di 


daerah-daerah mayoritas Muslim itulah yang selama ini terjadi 
konflik dan kekerasan berlarut. Namun di tengah hiruk-pikuk 
konflik dan kekerasan yang berlarut itu, di dalam komunitas 
Muslim di dua daerah tersebut terdapat berbagai lembaga dan 
tokoh individu yang terus-menerus mengusahakan terjadinya 
perdamaian antara masyarakat di kedua daerah itu dengan 


3 Hingga kini ketegangan dan kekerasan masih terus berlanjut, terutama setelah 
pembantaian ratusan Muslim di sebuah masjid di Thailand Selatan tahun 2004 oleh militer 
di bawah pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Pendekatan keamanan oleh 
pemerintah pusat terus berlanjut sementara perlawanan dan terbentuknya paramiliter 
makin meningkat. Lihat dua laporan ICG tentang Thailand Selatan, 28 Agustus 2008, 
“Thailand: Political Turmoil and the Southern Insurgency,” dan 23 Oktober 2007, 
“Southern Thailand: The Problem with Paramilitaries”. 

4 Paling tidak ada empat dari sekitar 12 provinsi di Thailand Selatan dan lima dari 
sekitar 24 provinsi di Filipina Selatan adalah mayoritas Muslim. 
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pemerintah pusat tanpa harus mereduksi prinsip-prinsip 
tuntutan atau aspirasi masing-masing masyarakat. Dengan 
demikian, pada realitasnya, di balik konflik dan kekerasan 
yang berlarut-larut juga terdapat pihak-pihak yang terus- 
menerus mencari solusi alternatif melalui perdamaian. Buku 
ini memfokuskan untuk menelusuri kiprah mereka yang 
disebut terakhir tersebut. 

Karena konflik dan kekerasan di dua kawasan tersebut 
tidak hanya pada dataran kepentingan politik melainkan 
berakar pada identitas kultural, maka usaha untuk mencari 
jalan damai harus pula mencari penyelesaian dan titik temu 
pada dataran tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana 
lembaga dan perorangan yang mencari jalan damai itu 
membangun konsep harmonisasi kultural, termasuk agama, 
bahasa, dan klaim historis atas tanah serta menegosiasikan 
kepentingan politik di antara mereka sendiri, antara Muslim 
minoritas dengan penduduk mayoritas serta pemerintah pusat 
di kedua negara tersebut? 

Menurut penelusuran Thanet Aphornsuvan, semula 
dua komunitas suku Siam yang berada di utara di bawah 
Kerajaan Siam yang sekarang disebut Kerajaan Thailand, 
dan masyarakat Melayu di daerah selatan yang kini disebut 
Thailand Selatan (dulu Kesultanan Patani), hidup rukun, 
meskipun mereka berbeda agama dan etnis. Ketegangan 
dan kekerasan muncul ketika kerajaan Siam membangun 
nasionalisme modern Thailand dalam bentuk kerajaan 
konstitusional. Dalam pembentukan nasionalisme Thailand 
tersebut mereka menekankan pada identitas nasional dengan 
memasukkan daerah selatan sebagai bagian dari kerajaan. 
Bersamaan dengan itu juga diperkenalkan sistem baru dalam 
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negara-bangsa (nation-state) yang disebut modernisasi.” 


Modernisasi yang diterapkan di antaranya adalah sistem 
yang bersifat nasional, khususnya penyeragaman bahasa dan 
sistem sekolah yang diharuskan mengikuti peraturan yang 
diputuskan oleh pemerintah pusat. Maka terjadilah pemaksaan 
di mana mereka yang menentang kebijakan pusat mendapat 
konsekuensi mulai dari penangkapan, pemenjaraan sampai 
pembunuhan. 

Hal yang hampir sama terjadi pada minoritas Muslim 
Filipina Selatan atau Bangsamoro atau dikenal dengan 
Mindanao.' Pada masa kerajaan Islam dan penjajahan Spanyol, 
pemeluk Muslim di daerah selatan Filipina adalah mayoritas 
di hampir semua daerah yang kini berjumlah 24 provinsi. 
Tetapi pada masa penjajahan Amerika, yang mengambil 
alih dari Spanyol pada 1898 M., diberlakukan kebijakan 
transmigrasi di mana etnis Cina yang tinggal di daerah-daerah 
miskin di bagian utara dan tengah Filipina dipindahkan ke 
selatan dan diberi tanah secara gratis. Kebijakan transmigrasi 
tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Filipina 
paska kemerdekaan dengan program yang lebih massal." 
Bahkan tanah yang diberikan kepada mereka jauh lebih luas 
dari rata-rata yang dimiliki penduduk Muslim mayoritas. 
Proses transmigrasi yang bersifat besar-besaran tersebut 
membuat komunitas Muslim di daerah tersebut menjadi 

3 Thanet Aphornasuvan, “Nation-State and the Muslim Identity in the Southern 
Unrest and Violence,” dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, eds. Understanding 
Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand (Bangkok: KAS, 2006), 92-127. 

S5 Thanet Aphornasuyan, “Nation-State and the Muslim Identity”, 105-110. 

1 Sesungguhnya wilayah ini meliputi Pulau Mindanao dan Kepulauan Sulu tetapi 
dalam banyak literatur dan diskursus akademik sering hanya disebut Mindanao atau 
Bangsamoro atau Filipina Selatan di mana kaum Muslim di sana menyebut diri sebagai 
Bangsamoro atau Muslim Moro. Di dalam tulisan ini ketiganya akan digunakan secara 
bergantian antara Mindanao, Bangsamoro dan Filipina Selatan. 


$ W.K. Che Man, Muslim Separatism the Moros of Southern Philipines and the 
Malays of Southern Thailand (Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990), 19- 


32. 
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minoritas. Sekarang hanya tinggal empat dari 24 provinsi di 
daerah selatan itu yang mayoritas Muslim. Setelah merdeka 
dari Amerika, seperti juga terjadi pada Thailand, pemerintah 
Filipina menerapkan kebijakan penyeragaman identitas 
nasional dan modernisasi yang cenderung pada penyeragaman 
secara paksa yang tidak sepenuhnya sejalan dengan aspirasi 
kaum Muslim di Mindanao.? 

Dari periode inilah muncul perlawanan mulai dari 
pemogokan sipil seperti tidak mengikuti sistem pendidikan 
dengan tetap bertahan menerapkan sistem tradisional di 
pondok atau pesantren sampai penggunaan bahasa Melayu di 
lembaga pendidikan yang dilarang itu, hingga pemberontakan 
bersenjata." Di Thailand, misalnya, diterapkan politik bahasa 
dengan memaksakan bahasa Thai sebagai bahasa nasional 
di sekolah, termasuk di sekolah Islam dan pondok dengan 
melarang penggunaan bahasa Melayu. Bahkan pemaksaan 
bahasa Thai tersebut termasuk dalam pengajaran agama 
Islam. Perlawanan terhadap politik penyeragaman bahasa ini 
sempat memacetkan komunikasi hampir total. Hal ini karena 
pemerintah pusat tidak bersedia berkomunikasi selain dengan 
bahasa Thai. Sebaliknya kaum Muslim di Selatan menolak 
untuk menggunakan bahasa Thai melainkan bahasa Melayu 
sebagai bahasa ibu mereka, khususnya dalam pengajaran 
Islam dan ketika berkomunikasi dengan pemerintah pusat." 
Ketegangan dan konflik tersebut membawa pada terbentuknya 
identitas agama-etnik (Islam-Melayu) komunitas di Selatan 
daerah tersebut berhadapan dengan Siam/Thai yang Buddhis 
yang mayoritas dan direpresentasikan oleh pemerintah 
pusat. ? 


? W.K. Che Man, Muslim Separatism, 17-72. 

1 Thanet Aphornasuvan, “Nation-State the Muslim Identity”, 110-115. 

1 Thanet Aphornasuvan, “Nation-State the Muslim Identity”, 116-122. 

2 Imtiyaz Yusuf, “The Ethno-Religious Dimension of the Conflict in Southern 
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Dengan demikian, secara politik ada perbedaan ke- 
pentingan antara masyarakat di wilayah Thailand Selatan dan 
Filipina Selatan dan masyarakat mayoritas dan pemerintah pusat 
kedua negara tersebut. Perbedaan itu diperkuat dengan perbedaan 
identitas agama mayoritas vs minoritas. Pemerintah pusat kedua 
negara tersebut memiliki program yang seragam mengacu kepada 
identitas nasional untuk semua wilayah di negara itu sebagai proses 
perubahan atau modernisasi. Sementara itu, karena perbedaan 
kepentingan dengan masyarakat setempat maka kebijakan 
penyeragaman atau modernisasi itu mendapatkan tantangan 
dari mereka karena memiliki karakter dan agendanya sendiri. 
Perbedaan itu menimbulkan kesenjangan ekonomi dan 
politik antara minoritas Muslim di daerah selatan tersebut 
dengan mayoritas. Kesenjangan tersebut pada ujungnya 
memunculkan ketidakpuasan yang kemudian memicu konflik 
dan kekerasan. 

Sedangkan secara kultural, posisi mereka yang 
minoritas di tengah bangsa mayoritas yang bukan saja 
berlainan agama melainkan juga etnis dan bahasa, menambah 
akumulasi problem identitas politik mereka. Secara etnis 
dan bahasa, Muslim kedua daerah tersebut adalah bagian 
dari kawasan etnis Melayu yang serumpun dengan Muslim 
di Singapura, Malaysia, dan Sumatera. Ini berbeda dengan 
mayoritas penduduk di kedua negara tersebut. Lebih dari 
itu, minoritas Muslim di Thailand Selatan dan Filipina Selatan 
memiliki klaim historis atas tanah yang mereka diami sebagai 
bekas wilayah Kesultanan Islam sebelum daerah itu menjadi 


Thailand,” dalam Imtiyaz Yusuf dan Lars Peter Schmidt, Understanding Conflict and 
Approaching Peace in Southern Thailand (Bangkok: KAS, 2006), 176-179. 

B3 W.K. Che Man, Muslim Separatism, 19-43. 

4 Hussin Mutalib, Islam dan Etnisitas Perspektif Melayu (Jakarta: LP3ES, 1995), 


48-53. 
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bagian negara nasional.” Hal ini menambah akumulasi 
identitas politik yang berbenturan dengan pemerintah pusat. 

Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya 
perbedaan identitas politik dan kultural tersebut tidak 
memungkinkan terbangunnya suatu titik temu di antara 
keduanya? Jawabannya bukan tidak mungkin. Bert 
Klanderments, misalnya, menunjukkan bahwa salah satu 
faktor utama dari transformasi gerakan yang berbasis 
perbedaan identitas adalah bergantinya aktivis dan regenerasi 
kepemimpinan.'” Dengan adanya pergantian itu maka sebuah 
gerakan politik bisa berubah dari keras menjadi lunak dan 
sebaliknya tergantung berbagai faktor yang melingkupinya. 
Sementara itu, Ernesto Laclau menunjukkan bahwa bahkan 
perbedaan antara identitas partikular seperti identitas budaya 
lokal dan agama dengan identitas universal bukan tidak 
mungkin terjadi suatu titik temu. Dengan optimistis Laclau 
menunjukkan bahwa tercapainya titik temu partikularitas dan 
universalitas seperti ini merupakan suatu capaian demokrasi 
yang lebih tinggi." 

Sementara itu, mengenai agama yang bisa menjadi 
faktor utama dalam membangun dan memperkeras identitas 
politik dan kultural, Scott Appleby menunjukkan dua 
dimensi dari agama. Yaitu bahwa agama bisa menjadi faktor 
dalam konflik dan kekerasan namun juga bisa menjadi faktor 
bagi transformasi konflik dan kekerasan menjadi perdamaian 
dan rekonsiliasi.'8 Di antara argumen yang dikemukakan 


5 W.K. Che Man, Muslim Separatism, 43-44. 

1? Bert Klandermens,”Transient Identities? Memberships Pattern in the Dutch Peace 
Movement,” dalam Enrigue Larana et. al., ed. New Social Movements from Ideology to 
Identity (Philadelphia: Temple University Press, 1994), 168-170. 

1 Ernesto Laclau, “Introduction” dalam The Making of Political Identities (New 
York: Verso, 1994), 1-5. 

$ R. Scott Appleby, The Ambivalence of the Sacred, Religion, Violence, and 
Reconciliation (New York: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2000), 281-307. 
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oleh Appleby adalah bahwa perbedaan pendapat yang terus 
terjaga di kalangan pemikir dan pemimpin di dalam agama 
itu sendiri sehingga ide-ide peran agama untuk menjadi faktor 
transformasi akan terus hidup. Selain itu, gerakan agama di 
berbagai wilayah pada kenyataannya bukan hanya diinisiasi 
oleh kalangan pemimpin agama melainkan juga masuk ke 
dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan gerakan 
hak-hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan hak-hak 
budaya lokal di dalam kelompok agama itu sendiri. Pada 
saat itulah agama akan menjadi faktor dalam membangun 
perdamaian dan rekonsiliasi. 

Amy Gutmann mengatakan bahwa identitas yang 
berbasis agama tidak selalu bertentangan dengan demokrasi. 
Keduanya setidaknya bertemu dalam komitmen penghargaan 
terhadap individu. Baik agama maupun demokrasi 
memiliki komitmen penghormatan terhadap individu sehingga 
memungkinkan terjadinya titik temu keduanya.” Dari sini 
Gutmann membangun optimisme bahwa pertemuan dua 
dasar ini justru akan memperkokoh terbangunnya keadilan 
dan jaminan individu yang lebih kokoh. Kritik sebagian 
orang bahwa agama cenderung akan membangun tirani, oleh 
Gutmann dijawab bahwa tidak hanya agama yang potensial 
membangun tirani, melainkan seluruh budaya, kepercayaan, 
dan sistem dalam identitas memiliki potensi yang sama ketika 
tidak memberi penghargaan kepada individu." 

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa 
dalam situasi konflik dan kekerasan yang disebabkan oleh 
perbedaan identitas, antara minoritas dan mayoritas, pun 
bukan tidak mungkin untuk menegosiasikan kepentingan 


" R. Scott Appleby, The Ambivalence, 281-307. 

2 Amy Gutmamn, Identity in Democracy (New Jersey: Princeton University Press, 
2003), khususnya 207-210. 

2! Amy Gutmamn, Identity in Democracy, 183-186. 
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politik, agama, dan budaya hingga terbangunnya titik temu 
identitas untuk perdamaian. Dalam kaitan ini agama juga bisa 
memiliki peranan penting di dalam membangun titik temu, 
khususnya ketika kelompok dan perorangan di dalam agama 
itu melakukan usaha-usaha untuk itu. 

Buku ini hendak mencari faktor-faktor dan usaha- 
usaha titik temu serta penyelesaian konflik baik yang dilakukan 
oleh perorangan maupun kelompok di dalam masyarakat 
Muslim di kedua wilayah tersebut. 

Dengan kata lain, buku ini hendak mencari jawab dari 
pertanyaan, bagaimanakah peranan kelompok-kelompok sipil 
(civil society) Muslim dalam melakukan usaha penyelesaian 
konflik di Thailand dan Filipina Selatan? 

Seperti diketahui bahwa baik di Thailand Selatan 
maupun di Filipina Selatan terdapat berbagai kelompok 
separatis yang berbeda-beda yang memiliki karakter perjuangan 
politik untuk suatu tujuan, apakah itu merdeka atau otonomi. 
Namun di sisi lain, akhir-akhir ini juga tumbuh kelompok- 
kelompok civil society dan perorangan yang cenderung 
mengambil jarak dari kelompok-kelompok separatis tersebut 
dalam memperjuangkan aspirasi kaum Muslim di dua wilayah 
tersebut. Mereka melakukan penguatan masyarakat melalui 
berbagai strategi dan aktivitas. 


Bangkitnya Identitas Politik dalam Globalisasi 

Fenomena bangkitnya identitas kultural dan politik 
yang berbasis pada etnis dan agama memperoleh perhatian 
luas terutama paska Perang Dingin yang ditandai dengan 
runtuhnya negara-negara Komunis. Daerah-daerah timur 
bekas negara Uni Soviet dan negara Yugoslavia dimana 
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penduduk Muslim berjumlah signifikan bangkit menuntut 
kemerdekaan atau otonomi dari pemerintah pusat dengan cara 
membangun identitas berdasar etnis dan agama.” Gerakan 
ini menjadi semacam gugatan terhadap fenomena globalisasi 
dan sistem negara-bangsa (nation-state) yang cenderung 
pada penyeragaman dan hegemonik.2 Identitas politik yang 
berbasis pada etnis dan agama ini menggantikan aspirasi 
kelompok sebelumnya yang mendasarkan pada strata sosial 
(kelas) seperti kaum buruh dan petani berhadapan dengan 
pemilik modal dalam lingkup nasional (social movement). 
Sedangkan gerakan sosial baru (new social movements)“ 
berbasis pada isu-isu sebagai perekat solidaritas seperti keadilan 
gender dan pelestarian lingkungan. Identitas kultural dan 
politik ini mampu memobilisasi dan membangun kekuatan 
menjadi semacam gerakan nasionalis (nationalist movements) 
berhadapan dengan identitas nasional dan kelompok yang 
dominan.” 

Agama sebagai alat solidaritas untuk melawan 
dominasi kelompok tertentu sudah berjalan sangat lama. 
Namun agama sebagai bagian dari identitas kewilayahan 
dibenturkan dengan identitas nasional dalam nation-state kini 
menunjukkan fenomena menonjol. Perbedaan kepentingan 
politik dan kultural antara komunitas minoritas etnis dan 
agama dengan pemerintah pusat membentuk identitas 

2 David Brown, “From Peripheral Community to Ethnic Nations: Separatism in 
Southeast Asia,” Pacific Affairs 61, no. 1 (Spring 1988), 51-77. 

3 lan Peleg, Democratizing the Hegemonic State: Political Transformation in the 
Age of Identity (Cambridge: Cambridge Univerity Perss, 2007). 

2 Untuk bahasan tentang social movements dan new social movements lihat mi- 
salnya Craig Calhoun, “New Social Movements' of the Early Nineteenth Century,” dalam 
Kate Nash, Reading in Contemporary Political Sociology (Oxford: Blackwell, 2000), 
ata Johnston, “New Social Movements and Old Regional Nationalisms,” 
dalam Enrigue Laraha et. al., ed. New Social Movements from Ideology to Identity 


(Philadelphia: Temple University Press, 1994), 280-284. Di sini terdapat perkembangan 
ciri-ciri gerakan, misalnya, dari gerakan sosial ke gerakan nasionalis. 
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politik mereka menyulut konflik dan kekerasan yang berlarut 
terjadi di banyak kawasan.? Dalam proses modernisasi yang 
berpusat pada negara atau pemerintah pusat dan perubahan- 
perubahan yang berasal dari luar dalam waktu bersamaan 
mengganggu kepentingan dan pola hidup masyarakat 
setempat atau minoritas sehingga menimbulkan resistensi. 
Sartono Kartodirdjo, misalnya, dalam disertasinya tentang 
pemberontakan petani Banten 1888 menunjukkan bahwa 
perubahan atau modernisasi yang ditawarkan oleh kolonial 
Belanda menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat 
Muslim. Resistensi ini terutama disebabkan karena modernisasi 
yang diberlakukan oleh kolonial mengganggu tidak hanya 
struktur sosial dan politik pribumi melainkan juga berkaitan 
dengan keyakinan agama dan kepercayaan. Perbedaan latar 
belakang agama antara komunitas Muslim di Banten dengan 
kolonial yang notabene Kristen mendorong akumulasi bagi 
terbangunnya identitas politik di kalangan mereka yang 
berbeda dengan kolonial. Perbedaan identitas ini mendorong 
resistensi berupa pemberontakan dan bahkan kekerasan.” 
Sartono juga menunjukkan bahwa peran agama melalui 
berbagai instrumen ritualnya seperti ibadah haji, kelompok 
pengajian, dan upacara tarekat sufi serta kepemimpinan yang 
kharismatik agama memberikan peranan penting dalam 
memobilisasi komitmen dan gerakan. Dengan cara mobilisasi 
itu para petani berani melakukan pemberontakan terhadap 
kolonial Belanda. Demikian juga identifikasi politik yang 
antagonistik, yaitu bahwa para petani yang mengidentifikasi 
sebagai kaum Muslim dan sebaliknya memberikan identifikasi 
sebagai kafir terhadap kolonial telah memberikan perekat dan 


2 David Brown, “From Peripheral Communities to Ethnic Nation: Separatism in 


Southeast Asia,” Pacific Affairs 1, no. 61 (Spring 1988), 51-77. 
2 Sartono Katodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888 (Jakarta: Pustaka Jaya, 
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motivasi bagi pelaku pemberontakan tersebut.” 

Jika di pertengahan abad ke-20 pergolakan ini hampir 
selalu dikaitkan dengan ekstremisme komunisme maka paska 
peristiwa 9/11 gerakan-gerakan itu cenderung disejajarkan 
dengan terorisme oleh mayoritas dan pemerintah pusat. Cara 
pandang demikian tidak saja menyulitkan terjadinya diskusi 
dan negosiasi yang terbuka melainkan ia turut membangun 
prejudice dan melanggengkan ketidakadilan. Sementara itu 
Manuel Castells melihat bahwa kecenderungan menguatnya 
identitas kultural dan politik yang mendasarkan pada agama 
dan etnis juga terjadi di berbagai belahan dunia dan dalam 
berbagai bentuk, seperti terjadi Perancis, bagian timur bekas 
negara Uni Soviet” dan juga di negara-negara Balkan bekas 
negara Yugoslavia.”' Namun Castells menunjukkan bahwa 
identitas yang bersifat antagonistik tersebut sesungguhnya 
bersifat constructed, Artinya, masalah sebenarnya bukan pada 
identitas sorgawi keagamaan seperti antagonistik “Juhiliyah vs 
Islamiyah” itu sendiri, melainkan kegagalan modernisasi dan 
juga globalisasi untuk memberikan keadilan kepada mereka. 
Gerakan Islam melawan dominasi di bekas negara Uni Soviet 
dan Prancis maupun lainnya praktis disebabkan karena 
kesenjangan tersebut.” 

Problem yang sama sebagaimana dikemukakan 
oleh Sartono Kartodirdjo dan Manuel Castells tampaknya 
terjadi pada kasus Muslim minoritas di Thailand Selatan 
dan Filipina Selatan. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan 
dua negara itu, masyarakat Muslim di Thailand Selatan dan 


2 Sartono Kartodirjo, Pemberontakan, 207-215. 

? Manuel Castells, The Power of Identity (Oxford: Blackwell, 1997), 5-67. 

2 Lihat misalnya, Ranata Saled, “The Crisis of Identity and the Struggle for New 
Hegemony in the Former Yugoslavia,” dalam Ernesto Laclau, ed. The Making of Identities 
(London: Verso 1994), 205-232. 
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Filipina Selatan yang merasa berbeda agama, etnis, dan klaim 
historis atas tanah menganggap bahwa pemerintah pusat 
tersebut adalah “semacam kolonial” yang sedang menawarkan 
perubahan atau modernisasi dengan identitas tunggal, yaitu 
identitas nasional Thailand dan Filipina yang berbeda dan 
menggerus identitas kultural yang mereka miliki. Perbedaan 
kepentingan politik antara nasional dan lokal dan identitas 
ini mendorong masyarakat minoritas di kedua negara itu 
melakukan pemberontakan melalui konflik dan bahkan 
kekerasan. Gerakan dengan menuntut merdeka atau menjadi 
daerah otonom di kedua wilayah tersebut mungkin bisa disebut 
sebagai “gerakan nasionalis (nationalist movements)”,? yaitu 
suatu gerakan oleh kelompok minoritas atas dasar identitas 
politik berdasar kultural dan klaim kewilayahan tertentu atas 
pemerintah pusat karena merasa ditindas oleh kelompok 
mayoritas. Jika aspirasi itu tidak bisa dicari titik temu maka 
kekerasan adalah salah satu konsekuensinya.” 

Menurut Meadwell,“ ada tiga faktor yang membuat 
terjadinya mobilisasi kultural berhadapan dengan mayoritas 
dan pemerintah pusat, yaitu berkaitan dengan kemajuan 
dan perubahan ekonomi, adanya ketidaksederajatan dalam 
kesempatan pendidikan, lapangan kerja, dan ekspresi, serta 
meningkatnya kelas menengah yang bisa merumuskan 
kepentingan bagi mereka. Sedangkan Chalk? berpendapat 
bahwa setidaknya ada tiga faktor yang menjadi akar 
penyebab gerakan minoritas Muslim atas pemerintah pusat 
dan mayoritas. Pertama, ketidaksensitifan pemerintah pusat 

2 Hank Johnston, “New Social Movements,” 280-284. 

3 Hank Johnston, “New Social Movements,” 282. 

4 Hudson Meadwell, “Forms of Cultural Mobilization in Gutbec and Brittany, 
1870-1914,” Comparative Politics 15, no. 4 (July 1983), 401-417. 
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terhadap keprihatian lokal, kemiskinan, ketertinggalan 
pendidikan, dan langkanya lapangan kerja di satu pihak dan 
ke-abai-an atau ketidakpedulian regional atau pemerintah- 
pemerintah dan masyarakat di sekitarnya di pihak lain. 
Kedua, represi militer dan penyeragaman identitas, dan ketiga, 
kekuatan dorongan Islam. 

Dalam konteks hak-hak kelompok minoritas di dalam 
negara nasional, Willy Kymlicka” berpendapat bahwa baik 
minoritas pribumi atau native maupun imigran harus diberi 
hak yang sama dengan mayoritas dalam identitas nasional. 
Keduanya memiliki hak sederajat dalam konstitusi maupun 
sosial-ekonomi-politik. Namun mereka dibedakan bahwa, 
imigran tidak memiliki hak untuk menuntut self-covernment, 
berbeda dengan minoritas pribumi. Menurut Kymlicka, 
minoritas pribumi seharusnya memiliki hak untuk menuntut 
atau diberi selfgovernment. Dalam konteks berlarutnya 
konflik dan kekerasan di kedua negara Filipina dan Thailand, 
dengan demikian, bisa dilihat adanya konsep nasionalisme 
yang berbasis pada negara-bangsa di satu pihak dan tidak 
diberikannya hak self-government kepada kelompok minoritas 
tersebut di lain pihak. 

Selanjutnya, identitas nasional (national identity) bisa 
dikatakan sebagai suatu fenomena modern yang membentuk 
solidaritas dari berbagai elemen suatu masyarakat di dalam 
kawasan terotorial tertentu yang kemudian menjadi bangsa 
atau negara-bangsa (nation-state).” Menurut Anthony Smith, 
identitas nasional adalah sesuatu yang mencakup hampir 
seluruh dimensi kehidupan sehingga ia menjadi suatu 


kekuatan yang ekslusif dan inklusif sekaligus. Ia bukan hanya 
8 Will Kymlicka. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. 
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dalam aspek politik, ekonomi tetapi juga dalam kehidupan 
sehari-hari atau budaya. 

Elemen-elemen tersebut bisa terdiri dari banyak 
hal seperti etnis, agama, kultur dan kebiasaan lokal, ras 
dan sebagainya. Meski demikian, identitas nasional tidak 
meleburkan secara tuntas keseluruhan dari elemen-elemen 
tersebut. Bangsa dalam pengertian modern sesungguhnya 
lebih menyerupai apa yang oleh Bennedict Anderson disebut 
sebagai imagined communities,” suatu bentuk masyarakat 
yang diangankan sebagai satu kesatuan tetapi elemen- 
elemen di dalamnya sesungguhnya masih bertahan. Identitas 
nasional, dengan demikian, adalah suatu bentuk hubungan 
yang bersifat dinamis antar elemen-elemen tersebut yang bisa 
berubah dari waktu ke waktu lain. Hubungan antar elemen- 
elemen tersebut terikat oleh suatu perjanjian bersama berupa 
konstitusi. 

Namun betapa pun solidnya identitas nasional 
tersebut tidak lepas dari perkembangan dan perubahan- 
perubahan baik karena desakan dari luar seperti globalisasi 
maupun yang berasal dari dalam dengan makin tumbuhnya 
kesadaran akan hak-hak, seperti hak kultural dan keadilan 
ekonomi minoritas atau mereka yang terpinggirkan dengan 
berbagai alasan. Di masa lalu, setidaknya hingga Perang Dunia 
II tetapi pengaruhnya masih terasa hingga sekarang, identitas 
nasional bisa berimplikasi bagi usaha penghapusan elemen 
etnis, kultur lokal, agama demi kesatuan bangsa, dengan cara 
yang paling halus melalui asimilasi sampai pemaksaan dan 
kekerasan. Asumsi identitas nasional yang bersifat homogin 
dan mencakup itu kini sedang dipertanyakan kembali secara 


8 Anthony Smith, National Identity, 143-144. 
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deras dengan munculnya faktor globalisasi dan kesadaran hak 
dari elemen-elemen di dalamnya, terutama paska berakhirnya 


0 Artinya, identitas nasional sebagai suatu 


Perang Dingin." 
kesatuan yang mencakup dan bentuk solidaritas dalam lingkup 
teritorial tertentu yang disepakati sebagai suatu negara atau 
negara bangsa (nation-state), bisa saja terus dipertahankan. 
Namun realitas baru pengaruh global dan bangkitkan 
kesadaran internal itu menuntut adanya suatu bentuk baru 
hubungan antar elemen di dalam lingkup negara-bangsa itu 
sendiri. 

Fenomena minoritas Muslim di Mindanao di dalam 
lingkup negara Filipina dan minoritas Muslim di Patani di 
dalam lingkup negara Thailand bisa jadi merupakan bukti 
dari fenomena tersebut. Meskipun tuntutan itu sudah muncul 
sejak kemerdekaan segera setelah Perang Dunia II, tetapi 
kini mengalami pergeseran yang signifkan. Misalnya, di satu 
pihak mereka telah melepaskan tuntutan atas kemerdekaan 
namun di lain sisi mereka menuntut hak yang lebih substantif 
misalnya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan hak untuk 
memerintah sendiri (self-government). Demikian halnya, di 
dalam minoritas Muslim di kedua wilayah itu juga mengalami 
pergeseran baik strategi maupun tuntutan. Jika dulu gerakan 
separatisme cenderung dianggap sebagai representasi satu- 
satunya bagi minoritas untuk menuntut kemerdekaan maupun 
otonomi, kini muncul kelompok-kelompok civil sociery dan 
bahkan gerakan individu yang cenderung menggunakan 
public sphere dan penguatan masyarakat sipil sebagai strategi 
perjuangan untuk mencapai tujuan dan menuntut hak mereka 
sebagai minoritas. 

Usaha-usaha perdamaian di kedua wilayah itu pernah 
ditulis, baik yang mengambil pada kasus di masing-masing 


“0 Anthony Smith, National Identity, 145-150. 
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wilayah maupun secara komparatif. Soliman M. Santos, Jr. 
pernah meneliti secara mendetail tentang tahapan-tahapan dan 
capaian perdamaian antara Filipina Selatan dengan pemerintah 
Filipina." Namun Soliman lebih menekankan pada negosiasi 
konstitusional dengan perwakilan di masing-masing pihak 
melalui berbagai pertemuan dalam rangka negosiasi yang 
dituangkan dalam bentuk perjanjian. Akibatnya Soliman 
mengabaikan berbagai pergulatan di dalam masyarakat atau 
civil society yang ikut memberikan pengaruh pada proses 
tersebut. Tampaknya kebetulan bahwa pemimpin yang 
mewakili pada negosiasi itu adalah mereka yang konservatif 
yang melandaskan konsep negara dalam Islam pada pendapat 
Abul Ala Al Maududi dan Sayyid Gutub sehingga dalam 
tulisan Soleman terungkap bahwa terdapat jarak yang lebar 
antara konsep negara yang ditawarkan oleh kalangan separatis 
dengan posisi pemerintah pusat.” Usaha-usaha perdamaian 
di Thailand Selatan juga pernah ditulis oleh Gothom 
Arya.$ Tulisan Arya ini meskipun singkat tetapi cukup rinci 
menguraikan tahapan dan capaian negosiasi bahkan dalam 
masalah kultural, misalnya dalam penggunaan bahasa dan 
sistem pendidikan. Namun Gothom lebih menekankan pada 
kebijakan (policy) yang juga hanya menekankan pada satu suara 
dari pihak Muslim dan satu suara dari pemerintah. Gothom 
tampak pula mengabaikan peran kalangan independen dan 
pergulatan yang terjadi di kalangan Muslim Thailand Selatan 


sendiri. 
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Sebuah kajian komparatif dilakukan oleh W.K. Che 
Man. Che Man yang mengurai secara panjang tentang problem 
yang mendasari konflik kedua kawasan tersebut dan usaha 
perdamaian dan rekonsiliasi yang telah dilakukan, dengan 
segala kendala, persamaan dan perbedaannya. Che Man juga 
membahas usaha-usaha titik temu secara komparatif bukan 
hanya pada dataran kepentingan politik melainkan pada titik 
temu konseptual dalam tataran kultural seperti etnis, agama, 
bahasa, dan klaim historis atas tanah. Tetapi lagi-lagi Chen Man 
juga mengabaikan tentang pergulatan di kalangan minoritas 
Muslim dan pluralitas pandangan di antara mereka sendiri.“ 
Berbeda dengan buku-buku di atas, buku ini menelusuri 
usaha-usaha untuk menyelesaikan konflik dan penciptaan 
perdamaian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok civil 
society dan individu yang relatif independen dari kelompok- 
kelompok politik separatis. 

Metode riset ini menggunakan pendekatan yang 
fenomenologis, yaitu meneliti terhadap perilaku para aktor 
yang terlibat dan alasan-alasan rasional yang mendasarinya, 
baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pandangan 
sosial politik mereka.” Studi lapangan untuk tesis ini dilakukan 
untuk Thailand Selatan pada bulan Juli sampai September 
2009 sedangkan Filipina Selatan pada bulan Januari hingga 
Maret 2010. Masing-masing berlangsung selama tiga bulan. 
Dari masing-masing tiga bulan, baik di Thailand maupun 
di Filipina, dibagi dalam beberapa fase. Fase pertama adalah 
pendalaman literatur yang memakan waktu hampir sebulan 
dan tinggal di ibu kota untuk memanfaatkan perpustakaan 
di Chulangkorn University dan Thammassat University di 
“—— 4 WK. Che Man, Muslim Separatism, 44-50. 
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Bangkok serta di Ateneo de Manila University dan University 
of the Philippine di Manila. 

Sedangkan sekitar satu setengah bulan berikutnya, 
penulis tinggal di daerah mayoritas Muslim, di Patani atau 
Thailand Selatan dan Mindanao atau Filipina Selatan. Selama 
tinggal di lapangan ini, penulis bertemu dan melakukan 
wawancara dengan para tokoh masyarakat, agama, politik, 
dan aktivis dalam, kalau pun tidak semua, banyak faksi yang 
ada. Penulis juga melakukan perjalanan di dalam kota, antar- 
kota dan ke perkampungan serta bertemu dengan masyarakat 
umum, baik bertemu ke rumah mereka yang penulis kenal 
maupun bertemu di berbagai kesempatan, seperti seminar, 
workshop, dan juga di warung dan di jalan. Setengah sampai 2/3 
bulan terakhir, penulis kembali ke ibukota untuk melakukan 
analisis dan crosscheck, baik kepada para ahli, peneliti, maupun 
dengan pemerintah pusat dan perwakilan minoritas Muslim di 
pusat. Dengan demikian, data primer dalam buku ini didapat 
di samping melalui wawancara mendalam juga pengumpulan 
dokumen selama di lapangan tersebut. 

Ada beberapa kesulitan yang perlu diungkapkan 
di sini, yaitu bahwa, ada perbedaan karakter sosial politik 
maupun gerakan, serta organisasi dan pengorganisasian antara 
di Thailand Selatan dan Filipina Selatan, sehingga pemilihan 
informan dan tokoh kunci disesuaikan dengan karakter lokal 
tersebut. Perbedaan karakter tersebut di samping karena 
faktor lokal juga disebabkan karena perbedaan pendekatan 
dan sikap pemerintah pusat terhadap gerakan minoritas 
Muslim tersebut. Pemerintah Thailand misalnya lebih represif 
ketimbang pemerintah Filipina terhadap kelompok-kelompok 
yang dianggap separatis, sehingga para pemimpin separatis 
pada umumnya bersembunyi dan melakukan gerakan 
underground. Karena itu, di Thailand Selatan penulis tidak 
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memungkinkan untuk bisa bertemu secara langsung dengan 
para pemimpin organisasi separatis. Bukan tidak mungkin 
mereka yang ditemui atau diwawancarai penulis adalah para 
pemimpin separatis itu sendiri, namun mereka tidak pernah 
memberi konfirmasi bahwa mereka adalah aktivis atau 
pemimpin gerakan separatis. 

Sedangkan di Filipina, sejauh dalam kesepakatan proses 
pembicaraan damai (Peace Talk), para pemimpin kelompok 
separatis diperbolehkan untuk eksis secara publik meskipun 
mereka harus tinggal di sebuah kamp yang dijaga ketat dan 
dirahasiakan. Meski demikian, penulis berhasil bertemu 
dengan mereka dan juga faksi-faksi yang saling mengkritik 
dan bertentangan. Penulis melalui kontak-kontak tertentu 
dan dengan pengawalan bisa bertemu dengan para pemimpin 
tertinggi kelompok-kelompok yang oleh pemerintah disebut 
kelompok separatis. Kesulitan lain adalah bahwa sebagian 
besar penduduk Thailand Selatan tidak bisa berbahasa 
Inggris, di samping menggunakan bahasa Thai mereka juga 
menggunakan bahasa Melayu yang khas. Karenanya, penulis 
berusaha untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu 
kecuali dengan para tokoh dan intelektual, dan menggunakan 
penerjemah untuk mereka yang terlalu sulit untuk berbahasa 
Melayu. Sedangkan di Filipina masalah bahasa relatif mudah 
karena hampir semua lapisan masyarakatnya dapat berbahasa 
Inggris. 

Untuk bisa mengungkap lebih dalam pandangan dari 
berbagai kelompok maka penulis berusaha untuk bertemu dan 
melakukan wawacara mendalam dengan para pemimpin dan 
tokoh yang berbeda-beda dan mengonfirmasikan dengan para 
intelektual di kampus yang dianggap lebih netral. Penulis juga 
melakukan kroscek kepada pemimpin di dalam pemerintahan 


Pendahuluan 


atau birokrat serta para pemimpin partai politik dan anggota 
parlemen. 

Sedangkan penuangan data dan analisis dilakukan 
dengan pendekatan deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif 
dalam arti menguraikan secara apa adanya secara kronologis 
terhadap temuan-temuan dalam riset yang telah dilakukan 
sesuai dengan struktur uraian yang direncanakan. Analitis 
dalam arti data tersebut dikaitkan satu dengan yang lain dan 
ditarik kesimpulan. Komparatif dalam arti uraian tesis ini 
akan memperbandingkan kesamaan dan perbedaan yang ada 
dari dua wilayah riset tersebut. 

Buku ini bertujuan untuk membuktikan makin 
kuatnya peran civil society dalam usaha-usaha mencari jalan 
keluar dari konflik secara damai ketimbang jalan politik 
yang selama ini perannya dimonopoli oleh aktor-aktor dan 
organisasi separatis. Dengan demikian buku ini diharapkan 
memberikan manfaat pengembangan pengetahuan tentang 
tren gerakan minoritas dalam suatu negara nasional di masa 
globalisasi. Secara khusus buku ini bertujuan memberi 
informasi tentang pergulatan minoritas Muslim di Thailand 
Selatan dan Filipina Selatan dalam usaha menyelesaikan 
konflik dan mencari jalan damai. Secara akademik tesis ini 
diharapkan melengkapi kajian tentang pergulatan minoritas 
Muslim di sebuah kawasan dan memberikan sumbangan bagi 
kajian tentang identitas politik dalam masyarakat Islam. 


Sistematika Penulisan 

Tesis ini dibagi dalam lima bagian. Bagian I yang 
berisi pendahuluan membahas tujuan, urgensi, latar belakang, 
dan landasan teoritis dan metodologi. Bagian II membahas 
diskursus identitas dan kaitannya dengan budaya dan politik 
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secara akademik maupun praksis serta pergulatan dan 
pluralitas pandangan atas identitas diri, khususnya di kalangan 
Muslim minoritas di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. 
Bagian III membahas tentang pergulatan dan tarik-menarik 
antara identitas Muslim minoritas di dua wilayah itu dengan 
identitas nasional dan kebijakan pemerintah pusat. Dalam 
bagian ini juga akan dibahas berbagai faktor kunci dalam 
proses tarik-menarik tersebut. Bagian IV membahas berbagai 
cara yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok 
dalam civil society dalam perumusan aspirasi dan negosiasi 
dengan mayoritas dan pemerintah pusat, tahapan-tahapan, 
dan capaiannya. Bagian V berisi Penutup. | ) 


BAB II 
GERAKAN MINORITAS DALAM 
IDENTITAS NASIONAL 


Persoalan kaum minoritas di Asia Tenggara masih 
menjadi masalah besar sehubungan dengan perubahan 
sosial, ekonomi, politik dalam globalisasi. Minoritas Muslim 
di Thailand Selatan atau Patani dan Filipina Selatan atau 
Mindanao atau Bangsamoro, misalnya, hingga kini masih 
terus bergejolak menuntut pemisahan diri atau otonomi yang 
disebabkan karena ketidakadilan menimbulkan kekerasan yang 
berkelanjutan. Berbagai kaum minoritas, termasuk minoritas 
Muslim, di kawasan lain seperti di Balkan dan Eropa Timur 
misalnya, bersamaan dengan runtuhnya Komunisme di akhir 
tahun 1980an dan awal 1990an, mengalami perubahan cukup 
besar. Sebagian mereka telah meraih kemerdekaan menjadi 
negara sendiri, mendapatkan otonomi dengan pemerintahan 
sendiri (selfdetermination atau self-governing) atau sebagai 
minoritas dengan persamaan hak warga negara di bawah 
jaminan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).' Hugh Paulton 
misalnya memberi kesaksian tentang hal ini: 


“In the late 1980s with the ending of the Cold War 
and the collapse of the Soviet bloc, minority rights once came 
on the human rights agenda. Since then the international 


! Hugh Poulton and Suha Taji-Farouki, eds. Muslim Identity and the Balkan State 
(London: Hurst and Company in Association with the Islamic Council, 1997). Lihat juga 
Eli Eminov, Turkish and Other Muslim Minorities of Bulgarian (London: Hurst and 
Company in Association with the Islamic Council, 1997). 
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community had moved towards standardisation and 
codification of minority rights (...).” 


Minoritas Muslim di Thailand dan Filipina yang justru 
bukan di bawah pemerintahan komunis tetapi pemerintahan 
demokrasi, masih belum mengalami perubahan berarti. 
Karena itu, sebagian ahli menyatakan bahwa tuntutan hak- 
hak minoritas kini merupakan perkembangan lebih lanjut 
dari sistem demokrasi itu sendiri yang selama ini lebih 
menekankan kepada hak-hak individu (individual rights) 
dengan mengabaikan hak-hak kolektif, terutama terhadap 
minoritas.” Di Eropa Barat, sebagai negara demokrasi, 
minoritas telah memperoleh hak-haknya yang besar sebagai 
bagian dari proses perkembangan demokrasi lebih lanjut, 
meskipun dengan bentuk yang berbeda-beda." 

Sedangkan perjuangan minoritas Muslim di Filipina 
dan Thailand telah berjalan sangat lama, yaitu setidaknya 
sejak diperkenalkannya nasionalisme a la Eropa pada kira- 
kira pertengahan abad ke-19 ke negara-negara Asia, atau 
bahkan sejak masa dimulainya kolonialisme itu sendiri. 
Ekspansi nasionalisme Barat ini melengkapi kolonialisme 
yang telah berjalan berabad sebelumnya.“ Memang pengaruh 
nasionalisme Eropa itu telah mendorong sebagian besar negara 
koloni di seluruh dunia berhasil merebut dan memperoleh 


? Hugh Poulton, 2000, “The Muslim Experience in the Balkan State, 1919-1991,” 
Association for the Study of Nationalities, Nationalist Papers 28, no. 1 (2000): 60. 

3 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority (Oxford: 
University Press, 1995). Lihat juga Nalini Rajan, Democracy and the Limits of Minority 
Rights (New Delhi-London: Sage Publications, 2002). 

4 Ilan Peleg, Democratizing the Hegemonic State: Political Transformation in the 
Age of Identity (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 83-103. 

3 R.S. Chavan, Nationalism in Asia (New Delhi, Safdarjang Enclave, 1973), 1-20. 

8 Lihat, misalnya, Nicholas Tarling, ed. The Cambridge History of Southeast Asia 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994), Volume 2, Bagian 2, khususnya Bab I. 
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kemerdekaan.” Tetapi dalam waktu yang sama nasionalisme 
itu juga menyebabkan terjadinya polarisasi wilayah yang 
menimbulkan ketegangan. Polarisasi itu kemudian disebut 
negara-bangsa (nation-state) yang tidak lagi memperhatikan 
batas-batas kultural, kebudayaan, etnisitas, dan bahkan 
kekuasaan tradisional sebelumnya seperti kerajaan atau 
kesultanan melainkan lebih mendasarkan pada pembagian 
koloni oleh negara-negara Barat itu sendiri. Tuntutan keadilan 
bagi minoritas di dalam negara demokrasi atau negara-bangsa 
kini menyeruak justru di era globalisasi melalui munculnya 
diskursus multikulturalisme. Dengan kata lain, diskusi tentang 
hak-hak minoritas tidak cukup hanya diletakkan di dalam 
kerangka demokrasi dan negara-bangsa yang mapan melainkan 
bersamaan dengan itu melakukan kritik terhadapnya. 


Multikulturalisme sebagai Konteks 

Meskipun negara-bangsa sejak awal diimajinasikan 
sebagai sebuah kesatuan nasib dan cita-cita bersama yang 
mengatasi (beyond) etnis, kelompok, agama, gender dan ras 
sebagai suatu entitas modern atau ““magined communities”? 
namun sebagian besar bangsa yang terbangun melalui proses 
negara-bangsa tersebut hampir selalu menyisakan polarisasi 
mayoritas-minoritas. Dalam perjalanan sejarahnya kemudian, 
sistem demokrasi dalam negara-bangsa tidak selalu menjamin 
adanya kesetaraan di antara mayoritas-minoritas dalam hak- 
hak ekonomi, politik maupun budaya.'' Di negara-negara 


7 R.S. Chavan, Nationalism in Asia, 1-20. 

$ Nicholas Tarling, The Cambridge History of Southeast Asia, BAB 1. 

? Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origin and Spread 
of Nationalism (Manila: Verso, 2004), Edisi Revisi. 

' Flan Peleg, Democratizing the Hegemonic State, 59-61. Lihat juga Will Kymlicka, 
Multicultural Citizenship, 1995, 5-10 dan Seyla Benhabib, Democracy and Difference: 
Contesting the Boundaries of the Politic (Princeton: Princeton University Press, 1996), 
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demokrasi, tuntutan akan hak minoritas sebagai hak kolektif 
merupakan kelanjutan dari dan bahkan kritik terhadap" 
meskipun belum keluar dari”, sistem demokrasi liberal yang 
mendasarkan pada hak-hak individu (individual rights) dan 
cenderung mengabaikan hak-hak kolektif kaum minoritas. 
Yang terjadi adalah bahwa, dalam sistem demokrasi, mayoritas 
selalu lebih diuntungkan daripada minoritas sehingga ter- 
bangun suatu hegemoni di mana mayoritas dan mereka yang 
berkuasa selalu mendapatkan keuntungan kontra minoritas." 
Will Kymlicka, misalnya, menulis: 


“The problem is not that traditional human rights 
doctrines give us the wronganswer to this guestion (minority 
rights|. It is rather that they often give no answer at all, The 
rights to free speech does not tell us what an appropriate 
language policy is: the right to vote does not tell us how 
political boundaries should be drawn, or how powers should 
be distributed between levels of government: the right 
to mobility does not distinguish between an appropriate 
immigration and naturalization policy is. These guestions 
have been left to the usual process of majoritarian decision- 
making within each state.” 


Dengan demikian, bagi Kymlicka, pemberian hak-hak 
kolektif bagi minoritas bukan kebalikan dari capaian hak- 


N Michel Seymaour, “Rethinking Political Recognition,” dalam Gagnon, Alian- 
G and Gubernau, Montserrat, and Rocher, Frangois, The Conditions of Diversity in 
Multinational Democracies (Montreal: The Institute for Research and Public Policy 
(RPP), 2003), 59-83. 

1 Lihat Nalini Rajan, Democracy and the Limits of Minority Rights, BAB I dan 
Will Kymlicka, Multicultural Citizenship. 
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hak individu melainkan —dengan syarat-syarat tertentu— 
sarana menuju terjaminnya hak-hak individu itu sendiri. 
Dalam hal ini multikulturalisme tampaknya merupakan 
suatu kovergensi antara realitas HAM dan demokrasi mapan 
yang terlalu mendasarkan pada hak-hak individu di satu 
pihak dan tuntutan jaminan hak-hak kolektif di sisi lain. 
Multikulturalisme hendak memberikan jaminan hak kolektif 
terhadap minoritas dalam negara nasional dengan tetap 
mengagendakan terjaminanya hak-hak individu, termasuk 
dalam konteks minoritas yang dijamin hak-hak kolektifnya 
tersebut.' 

Dalam sistem demokrasi yang mapan, mayoritas hampir 
selalu menjadi dominan dan hegemonik, kecuali terdapat 
kebijakan (policy) yang memberikan tempat tertentu bagi hak- 
hak minoritas. Prosedur demokrasi memungkinkan kedudukan 
sebagai mayoritas memanfaatkannya untuk kepentingan 
mereka sendiri dengan menyisikan atau memarginalisasi 
aspirasi substantif minoritas karena “hegemony is embedded in 
the state as race might be in the “racial state” (...), regardless of 
the countrys ethnic or national heterogeneity” 

Multikulturalisme hendak memecah kebekuan hege- 
moni mayoritas yang inheren di dalam sistem demokrasi 
tersebut. Karena itu, tuntutan yang kian meningkat dari kaum 
minoritas dalam sistem demokrasi belakangan ini bukan hanya 
merupakan pragmatisme politik semata, melainkan suatu 
tuntutan restrukturisasi sistem keadilan dalam demokrasi dan 


15 Lihat Nalini Rajan, Democracy and the Limits of Minority Rights, 126-131 
dan Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, 43-45. 

' Lihat Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, 40-45 dan Nalini Rajan, 
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negara-bangsa, sekalipun tidak harus membuangnya sama 
sekali.'8 Kymlicka, misalnya, menulis bahwa:'” 


“This growing movement for the international 
codification and monitoring of minority rights presuppose 
that at least some minority provisions are not simply a 
matter of discretionary policies or pragmatic compromises 
but rather are a matter of fundamental justice. It implies 
that minority rights are indeed basic rights.” 


Dengan kata lain, pemberian hak kolektif kepada 
minoritas dalam suatu sistem demokrasi negara-bangsa 
tidak cukup hanya diselesaikan dengan kebijakan tertentu 
yang bersifat seporadis atau tambal sulam seperti affirmative 
action, melainkan harus mengikutkan perubahan struktural 
dari sistem demokrasi itu sendiri. Namun, pemberian hak- 
hak kolektif kepada minoritas dalam lingkup negara-bangsa 
tersebut memunculkan persyaratan tertentu, seperti kepastian 
tidak adanya pelanggaran hak-hak individu di dalam lingkup 
minoritas itu sendiri dan rumusan yang pasti tentang hak- 
hak minoritas tersebut atau yang disebut Kymlicka sebagai 
“majority protection” dan “minority restriction”?S Selanjutnya, 
Kymlicka melihat bahwa akar dari hubungan yang tidak 
seimbang atau asymmetric relation mayoritas-minoritas dalam 
demokrasi di antaranya disebabkan oleh berkelindannya 
konsep batas wilayah suatu negara (zerritorial integrity) dan 
tuntutan keseragaman identitas nasional dalam konsep 


'8 Michel Seymaour, “Rethinking Political Recognition”, 59-83. 

8 Will Kymlicka et. al., ed. Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political 
Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe (New York: Oxford University Press, 
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negara-bangsa, yang selanjutnya berimplikasi pada terjadinya 
diskriminasi dan ketidakadilan terhadap minoritas.” 

Peleg dan John Schawarzmantel,” misalnya, menambah- 
kan bahwa, kombinasi antara identitas nasional dan konsep 
tentang bangsa dalam sistem negara-bangsa menimbulkan 
hegemoni bagi mayoritas. Kombinasi tersebut pada ujungnya 
menjadi persyaratan bagi mereka yang bisa menjadi anggota 
warga negara (citizenship) dan sebaliknya mendiskriminasi 
bagi mereka yang tidak. Schawarzmantel mengatakan bahwa 
hegemoni merupakan hasil dari kombinasi bersatunya konsep 
tentang bangsa yang didasarkan pada identitas nasional yang 
seragam. Karena, konsep itu kemudian mendiskriminasi 
siapa saja yang tidak berada di dalam integritas nasional dan 
citizenship. Dalam konsep ini, integritas nasional menyatakan 
bahwa hanya mereka yang tinggal atau lahir atau tercatat 
di wilayah itu maka berhak menjadi warga negara (citizen) 
dengan segala konsekuensinya. Konsep ini dengan sendirinya 
meminggirkan mereka yang tidak terlingkup ke dalamnya 
seperti imigran dan mereka yang tidak diakui sebagai bagian 
dari bangsa seperti kelompok separatis. Dengan asimilasi, 
misalnya, identitas nasional telah menyingkirkan mereka 
yang berbeda dan apalagi menolak untuk menjadi bagian atau 
bergabung dalam identitas nasional. 

Sebagai contoh, ketika Bangsamoro atau Muslim Moro 
di Mindanao dan Melayu di Patani hendak mempertahankan 
identitas kultural dan memanfaatkan sumber daya alam 
dan tanah untuk kepentingan mereka sendiri yang berbeda 
dengan kepentingan nasional yang didefinisikan oleh 
mayoritas, maka mereka akan dianggap keluar dari idnetitas 


2 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, 5. 
2 John Schwarzmatel, Citizenship and Identity: Towards a New Republic (New York: 
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nasional yang seragam. Akibatnya, mereka dikeluarkan dari 
konsep bangsa yang seragam tersebut. Karena itu, mereka 
bukan saja tidak berhak mendapatkan pelayanan yang sama 
dan bahkan berakibat pada penundukan terhadap mereka 
dan dikeluarkan dari konsep kesatuan bangsa dan integritas 
teritorial. Untuk menyelesaikan ketegangan ini, Scawarzmantel 
mengusulkan bahwa semestinya identitas nasional dipisahkan 
dari konsekuensi keanggotaan citizenship, sehingga negara- 
bangsa harus melayani siapa saja yang tinggal di wilayah itu 
tanpa kecuali dan perbedaan.2 Identitas nasional semestinya 
mengharuskan adanya multi-identitas bagi kelompok- 
kelompok yang berada dalam lingkup integritas nasional 
tersebut, sehingga siapa pun latar belakang budaya, bangsa, 
dan lainnya harus dipastikan tidak terdiskriminasi hanya 
disebabkan karena identitas nasional yang dipaksakan. 

Terhadap realitas demikian Chaim Gans4, misalnya, 
menyebutnya sebagai nasionalisme kultural (cultural 
nationalism), yaitu suatu negara-bangsa yang memberikan 
keleluasaan kepada kelompok-kelompok minoritas sebagai 
bagian dari identitas nasional dan tidak menyeragamkannya 
baik melalui asimilasi maupun lebih-lebih pemaksaan 
(coercion). Pemberian keleluasaan ini juga akan tercermin 
dari kesempatan politik, pemberian kesempatan ekonomi, 
dan pekerjaan serta kepemilikan (property). 

Di Eropa, menurut Kymlicka,? ada beberapa faktor 
mengapa minoritas kini dalam demokrasi liberal memperoleh 
hak-hak lebih luas. Pertama, karena faktor demografi. 
Menurutnya, ada pertumbuhan jumlah minoritas yang sangat 


2 John Schwarzmatel, Citizenship and Identity, 87. 
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signifikan sehubungan dengan perubahan sosial. Dalam waktu 
yang sama, minoritas secara sosial juga mengalami mobilisasi 
dan makin tersebar di banyak lapangan kehidupan, sehingga 
memperluas jaringan dan politik di luar kelompoknya. Faktor 
kedua adalah tumbuhnya kesadaran akan hak itu sendiri 
(rights-consciousness). Sejak Deklarasi Universal HAM 1948 
telah terjadi diseminasi tentang hak-hak secara luas, termasuk 
terhadap minoritas. Faktor ketiga adalah demokrasi itu sendiri 
yang telah memberikan peluang kepada minoritas untuk 
sesuatu yang disebut Kymlicka sebagai “multiple and shifting 
points of access to power” 

Di pihak lain, menurut Kymclika, tumbuh pula 
kesadaran di dalam mayoritas dan negara-negara bangsa atas 
kehadiran dan artikulasi politik minoritas tersebut. Faktor 
pertama adalah karena berubahnya ancaman geopolitik atau 
desecuritization. Dengan runtuhnya Komunisme di Eropa 
Timur, ancaman geopolitik terhadap kepentingan nasional 
dianggap berkurang. Semula minoritas di sebuah negara dilihat 
sebagai ancaman karena mereka bisa saja menjadi bagian 
dari alat intervensi sebuah negara tertentu dengan ideologi 
tertentu ke negara lain. Kedua, konsensus dalam demokrasi 
liberal bahwa sistem keamanan juga tidak lagi bertumpu pada 
negara melainkan kepada individu warga negara. Di samping 
itu, berkembang juga kesepakatan atau konvensi di dalam 
sistem demokrasi tentang anti tirani terhadap teritorial yang 
dikuasai oleh kelompok minoritas tertentu. 

Implikasinya adalah bahwa konsep konvensional negara- 
bangsa yang menjadi dasar demokrasi yang hegemonik itu 
menimbulkan reaksi dari kelompok-kelompok minoritas justru 
pada era globalisasi ini. Salah satu kecenderungan gerakan 
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masyarakat di era globalisasi adalah munculnya identitas 
lokal dalam berbagai lingkup nasional yang menuntut diakui 
sebagai bagian dari identitas nasional dan bersamaan dengan 
itu mereka menuntut public sphere kian luas dan bahkan 
otonomi dan self-government. Kelompok-kelompok minoritas 
yang memiliki identitas kultural dan klaim atas tanah karena 
alasan sejarah yang berbeda dari mayoritas dicerminkan oleh 
kebijakan pemerintah pusat yang selama ini tersimpan di 
bawah karpet kebijakan asimilasi yang hecemonic, kemudian 
tampil ke permukaan menuntut persamaan. Hal itu terjadi di 
berbagai belahan dunia yang oleh Johnston, misalnya, disebut 
sebagai gerakan nasionalis (nationalist movements).? 
Johnston, dengan mengamati gerakan sosial di Eropa, 
menunjukkan fenomena gerakan kultural minoritas dalam 
dua bentuk, yaitu gerakan new social movement (NSM) yang 
biasanya berangkat dari solidaritas individual dalam konteks 
program-program global untuk perubahan sosial. Dari 
solidaritas itu kemudian terbangun suatu identitas bersama 
seperti gerakan perempuan, gerakan lingkungan hidup, 
homoseksual, dan sebagainya.” Gerakan ini umumnya 
tidak menuntut wilayah teritorial tertentu namun mereka 
menuntut public sphere dan hak berekspresi lebih luas dari 
sebelumnya. Satunya lagi adalah gerakan nasionalis atau 
nationalist movements berupa gerakan politik dan kultural 
disebabkan karena subordinasi oleh mayoritas atau kelompok 
inti dalam sebuah kawasan atau negara. Gerakan ini umumnya 
bukan hanya menuntut hak ekspresi dan public sphere lebih 
luas melainkan hak pengelolaan dan pemanfatan sumber 


2 Hank Johnston, “New Social Movements and Old Regional Nationalism,” dalam 
Enrigue Larahia et. al., ed. New Social Movements from Ideology to Identity (Philadelphia: 
Temple University Press, 1994), 280-284. 

2 Bhikhu Parekh, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Politial 
Theory (London: Macmillan Press, 2000), BAB I. 
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daya alam atas teritorial tertentu dengan klaim sejarah atas 
budaya, tanah, dan kekuasaan masa lalu.'' Uraian di bawah 
ini memfokuskan pada jenis gerakan yang kedua tersebut. 
Menurut Johnston, salah satu faktor penting bagi 
terbangunnya solidaritas gerakan ini adalah faktor historis. 
Agama, keluarga, dan etnisitas dengan seluruh sejarah yang 
melingkupinya, termasuk klaim atas tanah leluhur merupakan 
faktor penting. Agama digambarkan sebagai faktor terpenting 
dalam membangun solidaritas dan perlawanan terhadap 
mayoritas karena dengan kesamaan agama mereka lebih 
mudah untuk menyusun ingatan bersama (collective memory). 
Faktor selanjutnya adalah keluarga. Keluarga memberikan 
ikatan yang jauh lebih kuat ketimbang faktor lainnya seperti 
pendidikan yang boleh jadi sesungguhnya bisa lepas dari ikatan 
keluarga. Keluarga juga bisa mewariskan pandangan dan 
klaim sejarah tersebut, sehingga terbangun regenerasi. Dengan 
kombinasi antara agama dan keluarga, maka nilai-nilai dan 
ingatan bersama itu terwariskan secara relatif otomatis dan 
turun-temurun. Etnisitas juga menjadi faktor penting lainnya 
dimana kesamaan etnis dan nasib yang tertindas memberikan 
kekuatan perlawanan di samping kesamaan sejarah seperti 
eksistensi kerajaan di masa lalu. Kesamaan etnis, nasib dan 
kesadaran bisa menjadi dasar klaim sebuah tanah warisan 
secara kolektif. Semua yang telah disebut di atas tersebut 
memberikan ikatan kuat bagi terbangunnya identitas kultural 
dan politik bersama untuk terbangunnya gerakan nasional. 
Faktor penting lainnya yang juga disebut Johnston 
yang menjadikan mereka melakukan gerakan perlawanan 
adalah kesenjangan ekonomi dan politik. Hal itu baik 
disebabkan karena identitas nasional yang seragam di masa 


3! Hank Johnston, “New Social Movements ”, 280-284. 
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lalu sehingga menimbulkan ketidakadilan konseptual sejak 
awal maupun karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang 
memprioritaskan mayoritas. Pada saat terjadi formasi negara- 
bangsa (nation-state) di Filipina dan Thailand sejak paro kedua 
abad ke-19, wilayah mayoritas Muslim di bagian selatan kedua 
negara tersebut diokupasi menjadi bagian dari kedua negara 
nasional itu dengan dukungan kolonial Barat. Secara politik, 
karena eksistensinya yang minoritas dan berlainan agama dan 
etnis maka hak-hak substansial mereka terabaikan. Apalagi 
kemudian dalam formasi nasionalisme tersebut dibangun 
suatu identitas nasional yang sama sekali baru yang menggerus 
identitas dan hak-hak tradisional mereka. 

Di masa lalu, sampai setidaknya tahun 1990, 
nasionalisme negara-negara modern bertumpu pada konsep 
kesatuan budaya, politik, dan teritorial-geografis atau territorial 
integrity dimana identitas nasional dibangun sebagai suatu 
bentuk kesatuan budaya dan politik yang seragam. Dengan 
pemaksaan tersebut maka budaya apapun di dalamnya harus 
menyesuaikan diri dengan identitas nasional melalui proses 
asimilasi maupun represi. Sebagai reaksi atas kenyataan 
tersebut kini muncul gugatan terhadap sistem yang dianggap 
tidak memadai lagi terutama keberpihakannya terhadap 
kelompok minoritas, baik migran maupun pribumi. Tuntutan 
itu berupa diberikannya hak-hak tertentu identitas lokal dan 
bahkan otonomi dan self-covernment bagi minoritas dalam 
lingkup negara nasional. 

Sedangkan di Asia, menurut Kymlicka, perkembangan 
tuntutan minoritas yang sama juga terjadi. Hanya saja ada 
perbedaan respon pemerintah dan mayoritas atas bangkitnya 


32 Untuk diskusi cukup mendalam tentang identitas national (national identity), 
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minoritas tersebut dibanding yang terjadi di Eropa. Dua faktor 
utama di antaranya adalah, perbedaan nilai dimana di Asia 
sifat komunitarian lebih kuat sehingga tidak mudah untuk 
mengikis kecurigaan kelompok mayoritas dan negara yang 
dihegemoni oleh mayoritas terhadap minoritas. Dengan kata 
lain persepsi perubahan keamanan geopolitik seperti ancaman 
ideologi komunisme belum banyak berubah di Asia. Mayoritas 
dalam suatu negara nasional umumnya menggunakan negara 
untuk mengartikulasikan kecurigaannya kepada minoritas dan 
menutup tuntutan perubahan dengan berlaku represif. Kedua 
adalah faktor keamanan atau desecuritization. Realitasnya 
bahwa sebagian minoritas di Asia tersebar di berbagai negara 
dan karena itu memungkinkan untuk saling mendukung satu 
dengan lainnya, dan minoritas di satu negara bisa menjadi 
mayoritas di negara lain atau bahkan tetangganya. Akibatnya, 
sulit untuk mengikis kekuatiran mayoritas dan pemerintah 
terhadap tuntutan minoritas. 


Nilai-Nilai Kelokalan dalam Minoritas Muslim 

Dalam diskursus intelektual Islam sendiri isu tentang 
minoritas Muslim di dalam mayoritas non-Muslim atau pun 
negara sekuler tampaknya belum digali secara memadai. 
Menurut Khaled Abou Al Fadl,” hingga kira-kira berakhirnya 
Imperium Turki Utsmani, diskursus minoritas di dalam fikih 
hanya terbatas pada wacana boleh atau tidak boleh seorang 
Muslim hidup di tengah mayoritas non-Muslim karena 
diduga mereka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan 
agamanya dan mungkin mengalami diskriminasi. Bahkan. 
menurut Abou al Fadl, Imam Hanafi tercatat mengharamkan 


seorang Muslim tinggal di negara atau komunitas mayoritas 
3 Khaled Abou Al Fadl, “Islamic Law and Muslim Minorities: The Juristic 
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non-Muslim. Di masa modern, Organisasi Konferensi Islam 
(OKI) yang merupakan salah satu representasi masyarakat 
dan negara Islam di dunia tidak memasukkan mandat dalam 
pendiriannya tentang minoritas Muslim. Baru tahun 1970- 
an OKI memberikan perhatian terhadap minoritas Muslim 
namun masih sangat terbatas dalam kasus-kasus yang dianggap 
krusial dan terjangkau.” Di susul kemudian berdirinya Islamic 
Council of Europe juga mulai mengarahkan perhatiannya pada 
isu minoritas Muslim tersebut.” 

Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa 
kini muncul gagasan tentang Figh Agalliyyat, yaitu fikih 
tentang minoritas Muslim. Ini, tampaknya, merupakan salah 
satu indikasi mulai diperhatikannya kajian terhadap minoritas 
Muslim dan sekuler di negara-negara mayoritas non-Muslim. 
Namun fikih jenis ini tampaknya baru membahas tentang 
aspek ritual atau ibadah minoritas Muslim di negara-negara 
maju dalam menyikapi mayoritas seperti masalah yang 
berkaitan dengan makanan halal, pakaian, salat, Jumatan, 
perkuburan, dan masalah ritual lainnya. Hak-hak minoritas 
dalam sosial ekokomi dan politik tampaknya justru masih 
luput dari pembahasan fikih jenis ini.” 

Sepertiga dari sekitar 1,3 milyar,” kaum Muslim 
hidup sebagai minoritas yang yang tersebar di seluruh dunia, 
baik sebagai minoritas imigran maupun minoritas pribumi 

4 Sa'ad S. Khan, “The Organization of the Islamic Conference (OIC) and Muslim 
Minority,” Journal of Muslim Minority Affairs 22, no. 2 (2002). 

38 Lihat Salem Azzam et. al., Muslim Communities in Non-Muslim States (London: 
Islamic Council of Europe, 1980), v-xv. 

8 Lihat Shammai Fishman, “Figh Al-Agalliyah: A Legal Theory for Muslim 
Minorities,” Research Monographs on the Muslim World 1, no. 2 (2006). JugaYusuf al- 
Oaradawi, Fi Figh al-Agalliyyat al-Muslima: Hayat al-Muslimin Wasat al-Muitam 'at 
al-Ukhro (Cairo: Dar as-Surug, 2001). Lihat juga Hasan Al-Mimmy. Ahl Dhimmah fi 
al-Hadharaty al-Islamiyah. (Bairut, Dar al-Arab Al-Islamy, 1998). 


3 Lihat, misalnya, Sa'ad S. Khan, “The Organization of Islamic Conference (OIC) 
and Muslim Minorities,” 351-367. Lihat juga Salem Azzam, “Introduction,” dalam 
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(native). Minoritas Muslim imigran pada umumnya hidup 
di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat dan negara- 
negara Eropa atau di kota-kota besar. Sedangkan minoritas 
Muslim yang bersifat pribumi hidup di daerah pinggiran 
seperti di Thailand Selatan dan Filipina Selatan. Minoritas 
Muslim pribumi yang hidup terpinggirkan ini justru belum 
mendapatkan perhatian cukup serius dalam kajian keislaman 
itu sendiri. Pokok pembahasan di sini hanya fokus pada isu 
yang terakhir ini dengankasus minoritas Muslim dan Patani 
atau Thailand Selatan dan di Mindan2o atau Filipina Selatan. 

Menurut Syed Z. Abidin,$ ada dua cara melihat 
minoritas Muslim di negara mayoritas non-Muslim atau 
sekuler, yaitu aspek ekspresi kultural dan aspek keyakinan 
atau ideal. Aspek kultural misalnya, berkaitan juga tradisi 
berpakaian, beribadah, bahasa khas yang dipakai dan lain 
sebagainya. Kedua, aspek keyakinan atau aspek ideal yaitu 
tentang keyakinan akidah yang berbeda dengan mayoritas, dan 
juga nilai-nilai ideal lainnya seperti kehidupan setelah mati 
dan cita-cita hidup dan setelah mati. Namun dalam keduanya, 
menurut Abidin, perlu mendorong minoritas Muslim untuk 
memperkuat dan menunjukkan identitas dan kultural khas 
mereka ketika hidup di tengah mayoritas. Dengan demikian, 
minoritas Muslim juga perlu menyadari akan perbedaan dan 
saling menghargai di antara mereka. Sehingga ekspresi kultural 
dan idealitas atau identitas sebagai Muslim yang baik tidak 
perlu dikontraskan dengan sistem komunitas atau negara 
di mana dia hidup. Menurut Abidin, menjadi warganegara 
yang baik di dalam suatu negara mayoritas non-Muslim atau 
sekuler dalam waktu yang sama tetap bisa menjadi Muslim 
yang baik. 


8 Syed Z. Abidin, “The Study of Muslim Minority Problems: A Conceptual 
Approach,” dalam Salem Azzam et. al., Muslim Communities in Non-Muslim States, 17- 
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Namun di sisi lain, lanjut Abidin, hal itu juga 
membutuhkan public sphere yang luas di mana minoritas 
Muslim perlu memperoleh dan mendapatkan hak yang sama 
dengan mayoritas untuk berekspresi baik dalam kultural 
maupun dalam keyakinan dan idealitas. Dalam perspektif 
multikultural, menurut Kymlicka misalnya, baik minoritas 
pribumi maupun imigran memiliki hak yang sama dengan 
mayoritas dalam kesederajatan sosial, ekonomi, dan politik 
serta kewarganegaraan, tidak hanya dalam hal-hal yang 
bersifat ritual dan ekspresional melainkan juga hak politik 
dan pengelolaan atas tanah seperti self-government. Hanya 
saja, menurut Kymlicka, mereka dibedakan ketika menjadi 
imigran dan pribumi. Minoritas imigran umumnya tidak 
memiliki hak untuk pemerintahan sendiri apalagi merdeka 
mengingat para imigran pada umumnya bersifat sukarela 
atau voluntary. Sedangkan minoritas pribumi memungkinkan 
melakukan tuntutan tersebut, hanya saja tergantung pada 
proses politik di negara masing-masing.” 

Dalam kasus minoritas Muslim di Mindanao dan 
Patani, pilihan-pilihan untuk merdeka atau otonomi dan 
bentuk otonomi seperti apa, masih terus menjadi pergulatan 
yang tidak mudah. Namun proses belakangan menunjukkan 
bahwa kecenderungan ke arah pilihan otonomi kian kuat. 
Meski demikian, tidak mudah untuk mendefinisikan bentuk 
otonomi mengingat mayoritas dan pemerintah pusat tidak 
mau kehilangan otoritasnya atas daerah tersebut. Meski telah 
melepaskan tuntutan merdeka atau memisahkan diri dari 
negara kesatuan tetapi kelompok dan organisasi-organisasi 
separatis di kedua wilayah tersebut tetap menuntut adanya 
penguasaan politik atas komunitas mereka berasal dari 


2 Will Kymlicka, Multicultural Citizenship, 63. 
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kalangan mereka sendiri. Mereka juga menuntut otoritas 
penuh pengelolaan atas sumberdaya alam di wilayah mereka. 
Dengan kata lain, mereka menuntut semacam self-government 
atau selfdetermination minus pemisahan diri. 

Paska peristiwa serangan 9/11 di New York telah 
memperkuat posisi mayoritas dan pemerintah pusat baik di 
Filipina maupun di Thailand. Gerakan-gerakan Islam minoritas 
yang menuntut pemisahan diri atau otonomi, termasuk di 
Filipina Selatan dan Thailand Selatan, hampir selalu dicari- 
cari kaitannya dengan gerakan terorisme internasional yang 
menggunakan Islam sebagai simbol gerakan. Meskipun banyak 
laporan yang kemudian membuktikan bahwa gerakan-gerakan 
itu bersifat lokal dan tidak terkait langsung dengan terorisme 


1,40 namun yang paling menonjol adalah ketika 


internasiona 
gerakan semacam ini disamaratakan begitu saja dengan gejala 
fundamentalisme Islam atau gerakan Islamis dalam politik. 
Thomas Butko"', misalnya, dengan mengkaji pemikiran dan 
gerakan empat tokoh fundamentalis Islam Imam Khomaeni, 
Abul A'la al-Maududi, Sayyid Outb, dan Hassan al-Banna 
melalui konsep counterhegemony dari Gramsci, menyimpulkan 
bahwa Islam fundamentalis secara tuntas telah menjadi 
counterhegemony pandangan politik Barat yang sekuler. 
Namun, lanjutnya, pandangan tersebut sesungguhnya telah 
diantisipasi dan masuk radar intelektual Barat melalui konsep 
counterhegemony dari Gramsci ini. 
Sebagian pengamat tentang Islam terkecoh dengan 
menyamaratakan semua gerakan minoritas Muslim untuk 
40 Lihat, misalnya, Willem Wolters, “Muslim Rebel Movements in the Southern 
Philippines: Recruitment Are for al-Gaeda Terrorists?,” Focaal - European Journal of 
Anthropology 40 (2002): 149-162. Lihat juga Joseph Chinyong Liow, “Muslim Resistance 
in Southern Thailand and Southern Philippines: Religion, Ideology, and Politics,” Policy 
Study 24 (2006): 42-52. 
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memperoleh kemerdekaan atau otonomi dan hak-haknya 
sebagai warga negara diangkat dalam tingkat sebagaimana 
pandangan Butko di atas. Bahwa gerakan mereka sebagai 
bagian dari gerakan Islam fundamentalis atau bahkan 
terorisme. Dalam tulisannya, Butko mengandaikan bahwa 
gerakan Islam itu bersifat tunggal dan statis dalam suatu 
dunia yang menyeluruh. Dalam studi ini ditunjukkan bahwa 
nilai-nilai dan faktor lokal jauh lebih kuat mempengaruhi 
gerakan untuk menuntut hak kolektif pada minoritas Muslim 
di Thailand Selatan dan Filipina Selatan ketimbang ideologi 
Islam yang tertutup sebagaimana dispekulasikan oleh Butko. 
Bahkan gerakan-gerakan itu tidak segan untuk menggunakan 
perspektif Barat untuk tujuan meraih hak-hak mereka, 
misalnya Hak Asasi Manusia (HAM). 

Koeksistensi antara identitas Islam dan kelokalan 
seperti etnisitas dan kesukuan, bukan sesuatu yang baru 
dalam sejarah umat Islam. Dalam sejarah Islam awal paska 
Khulafaur Rasyidun, misalnya, perpecahan umat Islam di 
antaranya disebabkan karena mengentalnya kembali kesukuan 
dan arogansi keturunan (nasab). Nasr Hamid Abu Zayd, 
misalnya, menyatakan bahwa timbulnya mazhab-mazhab 
dalam fikh sekalipun merupakan cerminan dari bagian dari 
mengentalnya kembali etnisitas dan kesukuan serta arogansi 
“darah biru” dalam masyarakat dan intelektual Muslim saat 
itu.? Namun, hal itu bukan hanya terjadi pada kaum Muslim 
tetapi boleh jadi menimpa semua kelompok dan komunitas 
di seluruh dunia. Hendak dikatakan di sini bahwa nilai- 
nilai dan identitas kelokalan Islam, berupa kesukuan dan 
etinistas, ini muncul kembali dalam era modern dalam pola 
yang berbeda, yaitu ketika identitas lokal Islam berhadapan 


2 Nasr Hamid Abu Zayd, I/-Imam al-Syafii, wa Ta tsits al-Ideologiyyah al-Wasithah 
(Kota terbit?: Egypt Madbuly, 1996), Edisi Kedua. 
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dengan kepentingan mayoritas atau nasional dalam suatu 
negara-bangsa. Salah satu sebabnya adalah, menurut Brown, 
misalnya, karenapemerintah pusatcenderung mendiskriminasi 
dan berlaku tidak adil terhadap minoritas serta pendekatannya 
yang militeristik terhadap reaksi mereka. 

Melekatnya identitas kultural dan agama juga hampir 
menjadi ciri khas dari masyarakat Asia Tenggara. Menurut 
Lee Hock Guan, misalnya, tradisi ikatan etnisitas dan 
komunalitas di Asia Tenggara jauh lebih kuat ketimbang di 
Eropa dan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, menurut 
Guan, civil society terbangun berbasis pada gereja. Melalui 
ikatan keanggotaan gereja, masyarakat Amerika Serikat 
membangun kesadaran kepentingan dalam bernegara. 
Sedangkan di Eropa, kata Guan, civil society lebih terbangun 
berbasis pada kelas menengah seperti pedagang, industriawan 
dan intelektual. Sementara di Asia Tenggara, lanjut Guan, 
civil society terbangun lebih berbasis pada ikatan etnisitas, 
agama, dan kelompok-kelompok sosial kultural. Karena itu 
tidak heran jika rumusan aspirasi minoritas di Asia Tenggara 
hampir tidak dipisahkan dengan ikatan etnisitas, kultural dan 
agama. 

Hendak dikatakan di sini bahwa aspirasi minoritas 
Muslim di Patani dan Mindanao, misalnya, terbangun lebih 
berbasis pada argumen kesamaan agama, tradisi kultural, 
etnisitas, dan klaim atas tanah karena alasan sejarah ketimbang 
idelogi Islam yang abstrak. Mayoritas besar di kedua daerah 
tersebut adalah Muslim dan etnis Melayu, berhadapan 
dengan mayoriats non-Muslim, yaitu Buddhis dan etnis Siam 
di Thailand dan Katolik di Filipina yang beretnis Luzon dan 


8 David Brown, “From Peripheral Community to Ethnic Nations: Separatism in 
Southeast Asia,” Pacific Affairs 61, no. 1 (Spring 1988), 51-77. 
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Visayas. Sekitar 5Yo0 penduduk Filipina yang berjumlah sekitar 
92 juta adalah Muslim, dan dari 596 itu sekitar 80Yo persen 
di antaranya terkonsentrasi di Mindanao, Filipina Selatan. 
Sedangkan di Thailand penduduk Muslim sekitar 896 dari 
62 juta populasi, dan sekitar dua pertiganya tinggal di tiga 
propinsi yang terus bergolak, yaitu Provinsi Patani, Yala, dan 
Narathiwat. Ada satu lagi propinsi mayoritas Muslim, yaitu 
Satun. Tetapi mereka tidak tergabung dalam ketiga daerah 
yang bergolak tersebut karena sebagian besar mereka berasal 
dari etnis lokal Thailand atau pendatang dari non-Melayu. 

Secara historis, etnisitas dan agama minoritas Muslim di 
Thailand Selatan maupun Filipina Selatan adalah etnis Melayu 
yang menyatu dengan identitas Muslim di negara sekitarnya 
terutama Malaysia dan Indonesia. Di masa lalu, di kedua 
wilayah tersebut telah berdiri Kesultanan Islam sejak sekitar 
abad ke-16 bersamaan dengan kejayaan sejumlah kesultanan 
di Malaysia dan Indonesia atau Nusantara ketika itu, namun 
Islam sendiri masuk ke sana—baik di Mindanao maupun 
di Patani—tercatat sekitar tiga abad sebelumnya, yaitu abad 
ke-14. Kesultanan-kesultanan tersebut digambarkan sebagai 
sangat kuat dan berwibawa. Fakta inilah yang membangun 
ingatan bersama (collective memory) minoritas Muslim di 
kedua wilayah tersebut. 


Identitas Nasional sebagai Penyebab Kesenjangan bagi 
Minoritas Muslim 


Baik minoritas Muslim di Mindanao maupun di 
Patani, secara historis, adalah penduduk asli atau pribumi 
dan merupakan kaum mayoritas di kawasan mereka sebelum 


48 Lihat misalnya, Michael J. Montesano dan Patrick Jory, ed., 2008, Thai South 
and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula, Singapura: NUS Press, 1-15. 
Lihat juga M.C. Riclefs, 2001, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, (terj.), Jakarta: 
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terbangunnya negara-bangsa di kedua negara tersebut. 
Mereka menemukan dirinya sebagai minoritas dan hampir- 
hampir tercerabut dari keasliannya ketika negara nasional 
Thailand dan Filipina mendeklarasikan kemerdekaan yang 
kemudian disusul dengan penyeragaman identitas nasional 
di mana Mindanao dan Patani menjadi bagian dari negara 
nasional tersebut. Baik Kerajaan Thailand (sebelum 1939 
dikenal sebagai Kerajaan Siam) maupun Republik Filipina 
(the Republic of the Philippines) sebagaimana umumnya 
negara-bangsa modern dibangun di atas pluralitas etnis dan 
agama yang masing-masing, paling tidak sebagian, memiliki 
sejarahnya sendiri yang sangat dalam dan kuat. Kerajaan 
Thailand dibangun di atas bekas Kerajaan Bangkok (1767- 
1810) sebelum menjadi Kerajaan Siam (1810-1948) yang 
kemudian menjadi Kerajaan Thailand 1948 sampai sekarang. 
Sementara Republik Filipina adalah warisan jajahan Spanyol 
sejak abad ke-16 (1565) yang kemudian diserahkan kepada 
Amerika Serikat Serikat (1898) karena kalah perang sebelum 
akhirnya diberikan kemerdekaan pada 1947 oleh Amerika 
Serikat Serikat menjadi negara Filipina. Di dalam kuasa kedua 
negara tersebut, sebagian komunitas Muslim yang minoritas 
dan sebagian besar terkonsentrasi di sebuah wilayah bagian 
selatan kedua negara tersebut sejak awal mempersoalkan 
dimasukkannya wilayah mereka menjadi bagian dari negara 
nasional atau negara-bangsa Kerajaan Thailand dan Republik 
Filipina karena alasan sejarah dan klaim atas budaya, kekuasaan 
dan tanah. Pergumulan itu terus berlangsung hingga kini. 
Uraian berikut ini membahas timbulnya kesenjangan 
atau asymmetric relation antara minoritas Muslim dengan 
mayoritas dan negara pusat di kedua negara tersebut. 
Pembahasan memfokuskan pada dinamika hubungan, 
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ketegangan, dan konflik. Dari penelusuran ini tampak bahwa 
negara-bangsa kedua negara tersebut belum memberikan jalan 
keluar bagi kesejajaran warga negara minoritas Muslim. 


A. Filipina 

Tidak tercatat dalam sejarah terjadi konflik dan 
ketegangan yang berarti antara Islam yang telah masuk dan 
mapan di bagian selatan Filipina, kepulauan Mindanao, 
dengan masyarakat animis atau pagan di bagian tengah dan 
utara Filipina sampai datangnya penjajah Spanyol di abad ke- 
16, tepatnya tahun 1565 M. Bahkan ketika Spanyol datang ke 
kawasan tersebut dakwah Islam sudah mulai mencapai Manila, 
sekarang ibu kota Filipina, di bagian agak utara negara itu, 
tanpa adanya perlawanan fisik maupun perang. Ada sejumlah 
komunitas Muslim hidup di Manila yang telah masuk Islam 
sejak sekitar abad ke-15 sebelum penjajah Spanyol masuk ke 
daerah tersebut yang masih bertahan hingga sekarang. Islam 
sendiri masuk ke kawasan kepulauan Mindanao pada abad 
ke-14 namun baru sekitar abad ke-16 terbangun Kesultanan 
Islam di Sulu dan Maguindanao. 

Sebelum datangnya Spanyol, secara umum terdapat 
dua bentuk masyarakat di kawasan yang kini disebut Filipina. 
Di sebelah selatan dikenal dengan komunitas Muslim yang 
monoteis dan mereka yang animis atau pagan yang menempati 
bagian tengah dan utara wilayah itu. Ada dua tujuan masuknya 
Spanyol ketika itu, yaitu motif ekonomi dan motif agama. 
Motif agama berarti katolikisasi terhadap masyarakat Filipina. 
Tetapi Spanyol hanya sukses melakukan katolikisasi di bagian 
tengah dan utara yang animis atau pagan, sedangkan di 
selatan mereka tidak berhasil melakukan katolikisasi terhadap 


“6 Cesar Adib Majul, Muslims in the Philippines (@uezon City: University of the 


Philippines Press, 1999). 
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dua Kesultanan Islam, yaitu Kesultaan Maguindanao dan 
Sulu.” Dua kesultanan Muslim di Kepulauan Mindan2o itu 
cukup kuat dan mengakar di masyarakat sehingga mampu 
memobilisasi perlawanan rakyatnya. Dalam rentang waktu 
datangnya Spanyol hingga berakhirnya penjajahan Amerika, 
kedua Kesultanan tersebut tercatat terus menerus melakukan 
perlawanan hingga dikenal dengan “The Mindanao War.” Para 
sejarawan lokal menganggap bahwa perlawanan itu dilakukan 
komunitas Muslim Mindanao hingga kini.“ Di dalam sejarah 
Mindanao tercatat bahwa meskipun Spanyol tidak pernah 
benar-benar berhasil menundukkan dua kesultanan Islam itu, 
namun ketika Spanyol kalah perang dengan Amerika Serikat 
(AS) pada tahun 1898 mereka memasukkan dua Kesultanan 
ini atau wilayah kepualaun Mindanao ke dalam wilayah yang 
diserahkan terimakan kepada AS dalam suatu perjanjian yang 
dikenal dengan Paris Treaty.? Penyerahan kedaulatan yang 
dianggap ilegal itu dalam collective memory masyarakat Muslim 
Mindanao diingat sebagai pencaplokan atau perampokan 
terhadap kawasan Muslim tersebut.” 

Ketika Amerika Serikat memberikan kemerdekaan 
kepada rakyat Filipina pada tahun 1947, Kesultanan Islam 


4“ Rey Ty, “Where Moses, Jesus, Mary, Marx, and Freire Share Rice and Fish at 
the Table: Post-Colonial Christians, Theology of Struggle, and National Liberation in the 
Philippines,” 2008, http:/Wwww.wku.edu/aded/MWR2P/MWR2Pv620Proceedings2008. 
pdf#page—232 (diakses tanggal 05 Maret 2010). 

4 Salah Jubair, Bangsamoro: A Nation Under Endless Tyranny (Kuala Lumpur: 19 
Marin SDN BHD, 1997), Edisi Kedua, BAB I. 

4? Moshe Yegar, Between Integration and Secession: The Muslim Communities of 
the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar (Maryland: 
Lexington Books, 2002), 313. Lihat juga B. R. Rodil, The Minoritization of the Indigenous 
Communities of the Mindanao and The Sulu Archipelago (Davao City: AFRM, 1994), 
22. 

3 Lihat misalnya, Salah Jubair, Bangsamoro: A Nation Under Endless Tyranny 
(Kuala Lumpur: IG Marin SDN BHD, 1997), Edisi Kedua, BAB I dan BAB II. Lihat juga 
Wilson Jr. dan MAJ Thomas G., Extending Autonomous Region In Muslim Mindanao 
to the Moro Islamic Liberation Front a Catalyst for Peace: Monograph (Kansas: School 


of Advance Military Studies US Army Command and General Staff College Fort 


Leavenworth, 2009), 13-14. 
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Maguindanao dan Sulu itu juga termasuk di dalamnya. 
Dengan kata lain, kedua kesultanan ini menjadi bagian dari 
negara Filipina, meskipun diprotes keras oleh pemimpin 
dan rakyat Muslim di kawasan itu. Sebelum penyerahan 
kemerdekaan itu, Sultan Sulu mengirimkan surat kepada 
Kongres dan Presiden Amerika Serikat bahwa kepulauan 
Mindanao khususnya Kesutanan Sulu menolak untuk 
menjadi bagian dari negara Filipina yang merdeka. Mereka 
ingin tetap menjadi bagian dari negara Amerika Serikat dan 
tidak ikut bergabung dengan negara Filipina. Namun protes 
itu tidak digubris oleh Amerika Serikat dan karena itu Muslim 
Moro di kepulauan Mindanao tetap menjadi bagian dari 
negara Filipina.”' Dua peristiwa, yaitu penyerahan kedaulatan 
Kesultanan Sulu oleh Spanyol ke penjajah Amerika Serikat 
yang dianggap ilegal dan surat permintaan Sultan Sulu kepada 
Presiden dan Kongres Amerika Serikat untuk tidak bergabung 
dengan negara Filipina merdeka, itu menjadi tonggak sejarah 
bagi gerakan separatisme di kepulauan Mindanao: bahwa 
Bangsamoro sejak awal tidak bersedia menjadi bagian dari 
negara Filipina.? Fallon, misalnya, menulis: 


“During the Spanish-American War of 1898, 
all three competing powers —Aguinalds revolutionary 


2 Wilson Jr. dan MAJ Thomas G., Extending Autonomous Region, 5. Menurut 
Profesor Michael Mastura, seorang ahli hukum dan salah satu penasehat senior MILF, 
dengan tetap bergabung dengan Amerika Serikat dan bukan Filipina mereka berharap 
nantinya akan memperoleh kemerdekaan tersendiri yang terpisah dari Filipina, seperti 
yang terjadi pada Brunei Darussalam dari Inggris (Wawancara pribadi pada tanggal 05 
Februari 2010). 

? Moshe Yegar, Between Integration and Secession, 228. 

3 Joseph E. Fallon, “Igorot and Moro National Reemergence: The Fabricated 
Philippines State,” t.t., 7, http.://cwis.org/fwj/2 1/imnr.html (diakses tanggal 02 Juni 2010) 
(Makalah tidak diterbitkan). 
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government”, the Kingdom of Spain, and the U.S. 
government—acknowledged that the Moros were not part 


of the Philippines.” 


Sebagai pemerintahan kolonial, Amerika Serikat 
lebih agresif daripada Spanyol, bukan saja mereka mulai 
mengeksploitasi daerah-daerah kosong jarang penduduk yang 
masih sangat luas terutama di Pulau Mindanao, melainkan 
juga mendatangkan banyak penduduk lain (transmigrasi) 
untuk tujuan industrialisasi dan pengembangan pertanian 
dan perkebunan. Mereka yang didatangkan terutama dari 
penduduk daerah tengah dan utara yang miskin dan telah 
menjadi Katolik berkat missionaris Spanyol pada periode 
sebelumnya. Kebijakan transmigrasi itu nantinya diteruskan 
oleh pemerintah Filipina secara besar-besaran dan para 
transmigran itu diberi tanah lengkap dengan sertifikat 
yang sebagian besar diambilkan dari tanah milik penduduk 
Muslim setempat yang belum memiliki akta tanah resmi.” 
Wilson misalnya, menulis”$ 


“Christian Filipino immigration to Mindanao was 
encouraged by the government. The GRP (the Governmentof 
the Republic of the Philippines-pen.) wanted to immigrants 
to exploit the agriculture potential Mindanao possessed. As 
mentioned earlier, Muslims had difference culture context 
concerning land ownership. They often could not produce 


8 Aguinaldo adalah pemimpin perjuangan kemerdekaan di akhir abad ke-18 yang, 
dengan memanfaatkan krisis perang Spanyol-Amerika Serikat, memproklamasikan 
kemerdekaan negara Filipina pada 1898, tetapi kemudian ditolak dan ditundukkan oleh 
penjajah Amerika Serikat. 

3 Wilson Jr. dan MAJ Thomas G. Extending Autonomous Region, 13-14. Lihat 
juga Michael A. Castello, “Demography of Mindanao,” dalam Mark Turner, May R.J, 
dan Lulu Raspall Turner, Mindanao: Land of Unfulfilled Promised (Metro Manila: New 
Day Publishers, 1999), 31-60. 

3 Wilson Jr. dan MAJ Thomas G. Extending, Extending Autonomous Region, 15. 
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land owning documents because the documents did not 
exist. Many corrupt Christian Filipinos Cheated Muslims 
out of their natural land.” 


Tanah pemberian kepada masing-masing transmigran 
itu jauh lebih luas daripada rata-rata kepemilikan panduduk 
asli yang Muslim maupun Lumad atau indigenous people di 
Mindanao. Hingga pada 1970 penduduk Muslim di Mindanao 
secara keseluruhan dengan Lumad lainnya tinggal sekitar 30Y6 
di kepulauan Mindanao, selebihnya adalah para pendatang 
yang beragama Katolik.” Dengan kebijakan transmigrasi ini, 
penduduk Muslim atau Muslim Moro kemudian terdesak ke 
pinggiran dan terkonsentrasi di beberapa daerah saja. Kini 
hanya tinggal sekitar empat propinsi yang mayoritas Muslim.” 
Menurut Rodil maupun Yegar, di samping para transmigran 
tersebut diberi tanah gratis dan luas, mereka juga ditampung 
untuk bekerja di pusat-pusat industri dan pengembangan 
pertanian serta, dengan kemajuan pendidikan gereja Katolik, 
anak-anak mereka terjamin dalam hal pendidikan. Berbeda 
dengan Moro yang Muslim dan Lumad yang pagan, mereka 
bukan saja terdesak karena tanahnya diambil dan diberikan 
kepada para transmigran yang notabene berlainan agama, 
mereka juga sulit mencari pekerjaan. Sebagai bentuk resistensi 
terhadap situasi demikian, mereka kebanyakan enggan untuk 


7 B. R. Rodil, A Story of Mindanao and Sulu in Ouestion and Answer (Davao City: 
Mincode, 2003), 2-3. 

3 Dalam perjanjian MNLF-GRF tahun 1976/96 mereka mengklaim ada 13 provinsi 
dan seluruh Kota di dalamnya yang seharusnya menjadi wilayah mereka yang relatif 
mayoritas Muslim dari 24 provinsi di seluruh wilayah Mindanao dan Sulu, namun dalam 
plebisit yang penuh manipulasi dan kecurangan sebagai realisasi perjanjian itu hanya lima 
provinsi yang ikut bergabung. Ada beberapa kota yang hampir setengah penduduknya 
Muslim dan setengah lainnya Katolik dan bahkan menjadi ibu kota provinsi mayoritas 
Muslim yang tidak ikut gabung dalam ARMM seperti Cocabato City ibu kota Provinsi 
Maguindanao dan kota Isabel City ibukota provinsi Basilan. 
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mengikuti pendidikan yang dikontrol oleh gereja Katolik.” 
Sulitnya mencari pekerjaan dan ketertinggalan pendidikan 
membuat kesenjangan semakin lebar. 

Secara konstitusional, Filipina memang dinyatakan 
sebagai negara sekuler dan memberikan kebebasan beragama 
dan kepercayaan kepada warga negaranya. Demikian pula 
Gereja Katolik, secara cukup tegas menyatakan bahwa Gereja 
tidak ikut dalam pengambilan keputusan pemerintahan. 
Namun dalam hal tertentu pengaruh kepentingan Gereja tidak 
bisa dielakkan dalam ikut mempengaruhi keputusan politik. 
Kebijakan pemerintah tentang transmigrasi besar-besaran, 
misalnya, telah mendorong Gereja untuk mengikuti arus 
umat tersebut dan mendirikan berbagai fasilitas umum seperti 
pendidikan dan kesehatan di daerah tersebut. Dalam politik, 
Gereja juga tidak selalu bisa mengendalikan para politikus 
yang menggunakan pengaruh Gereja untuk kepentingan 
politiknya, meskipun dengan cara manipulatif dan melanggar 
hukum seperti kasus Ilaga yang akan diuraikan di bawah 
nanti. 

Tentang progam transmigrasi ini bisa digambarkan 
sebagai berikut: pertumbuhan penduduk di Mindanao dan 
Sulu sangat mencolok hingga sepertiga akhir abad ke-20, 
dari hanya 8,890 dari seluruh penduduk di Filipina pada 
1903 menjadi 22,7Yo pada tahun 1980.5” Terutama setelah 
Perang Dunia II, maka pertumbuhan penduduk mencapai 
lima persen per tahun dari faktor migrasi kecuali 1970- 
1975 ketika terjadi perang sipil, antara Kristen dan Muslim. 
Pada sensus penduduk 1980 diketahui bahwa perbandingan 
penduduk di Mindanao telah berubah drastis menjadi sekitar 


39 Lihat Moshe Yegar, Between Integration and Secession dan B. R. Rodil, A Story 
of Mindanao and Sulu. 
50 Michael A. Castello, “Demography of Mindanao,” 32. 
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dua juta Muslim berbanding 8 juta pemeluk Kristen dan 700 
ribu orang Lumad."' Kini penduduk Muslim dan penguasaan 
atas tanah atau wilayah yang ditinggali orang Muslim tinggal 
sekitar 17960 dari seluruh Mindanao dan Sulu. Dibandingkan 
sebelum kedatangan Amerika Serikat, maka pada tahun 
1903 penduduk Mindanao masih sangat langka terutama 
di Mindanao Utara, namun sudah cukup banyak penduduk 
beragama Katolik. Semuanya hanya sekitar 270 ribu orang”? 
hingga tahun 1916 pertama kali pecah perang besar antara AS 
versus penduduk Moro atau Bangsamoro. 

Pada tahun-tahun itu pemerintah AS telah mulai 
memindahkan penduduk dari utara ke selatan yang 
mengakibatkan bentrok antar-mereka dan beberapa kali pecah 
perang antara tentara AS dan Muslim Moro. Namun sampai 
sebelum sebelum PD II atau sekitar 1939 pertambahan 
penduduk melalui transmgrasi baru sekitar 30 ribu sampai 
35 ribu orang? Tahun 1939-1948 terlihat meningkat 
cukup drastis“ dan setelah 1948-1960 migrasi meningkat 
pesat mencapai 8790, dua kali lipat dari rata-rata migrasi 
tingkat nasional yang mencapai 41Yo dan menyebabkan 
kenaikan penduduk di Mindanao lebih dari separo, yaitu 
5340. Menurut catatan Wernstedt and Simkins, kontribusi 
penambahan penduduk di Mindanao pada tahun itu hampir 
sama dengan migrasi antara 1903 sampai 1948, yaitu 700.000 
orang sebelum PD II dan 1.250.000 paska perang. 

Pendudukasli di Mindanao, baik yang Muslim maupun 
Lumad, yang masih tradisional dalam pola kepemilikan tanah 


5! Michael A. Castello, “Demography of Mindanao,” 39-40. 

52 Frederick L. Wernstedt dan Paul D. Simkins, “Migrations and the Settlement of 
Mindanao,” The Journal of Asian Studies 25, no. 1 (1965): 86. 

88 Frederick dan Simkins. Migrations and the Settlement of Mindanao. 88. 

“8 Frederick dan Simkins. Migrations and the Settlement of Mindanao. 90. 

5' Frederick dan Simkins. Migrations and the Settlement of Mindanao. 90. 
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ketika itu tidak menyadari terjadinya pengalihan hak milik 
secara hukum besar-besaran. Banyak pengalihan hak milik 
itu dillakukan dengan cara ilegal dengan dibantu oleh para 
birokrat Kristen yang korup. Proses pengalihan tanah yang 
bersifat massal tersebut begitu cepat tidak disertai dengan 
penyadaran tentang perlunya kepemilikan yang tercatat bagi 
penduduk asli Muslim dan Lumad. Rodil menulis bahwa: 


“In the end, after more than three centuries of relatives 
Freedom and stability during the Spanish period, many 
indigenous communities found themselves, in less than half 
a century of American rule and in an even shorter period of 
the Philippines Republic, rapidly displaced and permanently 
dispossessed — legally! Although the 1987 Charter claims to 
uphold and protect ancestral lands, Congress had yet to pass 
an enabling act to put the Constitutional intention into 
effect. The last Congress failed to approve the Senate and 
House bills on ancestral lands.” 


Pemerintah Filipina sesungguhnya juga melakukan 
pendekatan persuasif untuk meyakinkan agar Muslim Moro 
mau bergabung secara tuntas dalam negara-bangsa Filipina. 
Hal itu ditempuh dengan cara memberikan beasiswa kepada 
anak-anak muda potensial dan melibatkan para pemimpin 
politik dan agama Muslim-Moro dalam politik nasional.” 
Pemerintah paska kemerdekaan saat itu memberikan beasiswa 
kepada sejumlah anak muda usia sekolah yang maju dari 
wilayah kepulauan Mindanao yang Muslim baik untuk 
latihan kepemimpinan dan pendidikan di sekolah dan 


56 B. R. Rodil, The Minoritization of the Indigenous Communities of the Mindanao 
and The Sulu Archipelago (Davao City: AFRM, 1994), 31. 
5! Moshe Yegar, Between Integration and Secession, 228-229. 
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perguruan tinggi di Manila dan di luar negeri khususnya di 
negara-negara Islam. Sejumlah elit juga direkrut dalam politik 
nasional seperti menjadi senator dan anggota parlemen. 
Namun tidak berarti kesejahteraan itu tersalur secara merata 
sebagian mereka terus terpinggirkan dan proses pembebasan 
tanah yang menyingkirkan kepemilikan adat masyarakat 
Moro, dan di lain pihak transmigrasi besar-besaran dan proses 
pengalihan kepemilikan tanah terus berlangsung. Akibatnya, 
bukan saja terjadi pemiskinan dan marginalisasi terhadap 
mereka melainkan juga ketegangan, prejudice dan kekerasan 
terus menyeruak. Ada situasi kontradiktif pada titik ini. Pada 
saat pemerintah menerapkan politik etis, yaitu memberikan 
pendidikan atau partisipasi politik kepada penduduk Muslim 
Moro di selatan tersebut, maka diskriminasi dan peminggiran 
ekonomi dan hegemoni budaya, ekonomi, agama yang 
berbeda, dari utara dan tengah yang notabene berlatar belakang 
Katolik terus berlangsung. 

Karenanya, pemberian beasiswa pendidikan dan 
keterlibatan politik itu justru membuka mata sebagian mereka 
tentang hak-hak politik ekonomi di kalangan masyarakat 
Muslim Mindanao yang terpinggirkan. Hal itu bersamaan 
dengan gejolak melawan kolonialisme di berbagai negara 
dunia ketiga yang lain. Di saat melonjaknya kesadaran akan 
hak itu melonjak, suatu berita yang menggemparkan muncul, 
yaitu terjadinya pembantaian (massacre) terhadap setidaknya 
28 pemuda calon anggota militer yang semuanya Muslim 
Moro di bawah unit seorang Komando Militer yang notabene 
seorang Katolik pada Maret 1968. Namun tidak diduga 
ternyata alasan mereka menolak ditugaskan untuk Operasi 
adalah karena kesamaan agama (sesama Muslim) dan etnis 
(Melayu) serta kedekatannya dalam relasi keseharian dengan 
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masyarakat Sabah dan Malaysia. Kedekatan hubungan itu 
juga disebabkan karena dekatnya geografi terutama mereka 
yang bermukim di pulau Tawi-Tawi dan Sulu. Jarak antara 
Sabah dan Sulu misalnya, berjarak sekitar hanya atau satu 
setengah jam naik kapal. Kedekatan itu berpengaruh terhadap 
dinamika politik tersebut. Kesamaan latar belakang etnis dan 
agama, maka penduduk Muslim Mindanao, terutama di Tawi- 
Tawi dan Sulu, sesungguhnya lebih dekat dengan penduduk 
Melayu di Malaysia, termasuk penduduk Sabah, ketimbang 
dengan penduduk mayoritas Filipina bagian tengah dan utara 
yang mayoritas Katolik, dan bahkan mereka yang bermukim 
di Kepulauan Mindanao. 

Karena penolakan itulah, calon tentara yang Muslim itu 
dibantai secara bersamaan. Peristiwa itu kemudian terkenal 
dengan Pembantaian Jabidah (jabidah genoside). Ada satu 
orang yang selamat kemudian mengungkapkannya kepada 
media sehinga menjadi berita besar ketika itu. Terungkapnya 
pembantaian Jabidah itulah yang mendorong bersatunya 
perjuangan Bangsamoro. Di bawah kepemimpinan Nur 
Misuari berdiri sebuah organisasi Moro Nasional Liberation 
Front (MNLF) yang merupakan simpul dari berbagai gerakan 
yang sebelumnya bersifat lokal dan sporadis.8 Cerita tentang 
gerakan ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian lain buku 
ini, namun Rizal Buendia, misalnya, menulis: 


“Muslims and the political events that transpired 
in the late 1960s until early 1970s triggered the re- 
invention of Muslim identity. The massacre of about 28 
Muslim military trainees (called “Jabidah commandos”) 
in Corregidor Island in March 1968 rekindled the guest 


58 Moshe Yegar, Between Integration and Secession, 252-253. 
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of Muslims for independence after almost 50 years when it 
was first clamored in the 19205.” 


Karena besarnya reaksi terhadap Jabidah massacre 
baik di Filipina Selatan sendiri maupun para mahasiswa 
di Manila dan luar negeri kemudian mendorong Presiden 
Ferdinand Marcos untuk memberlakukan keadaan darurat 
atau Martial Law pada 1968 tersebut. Menurut Rodil, 
situasi ini mengakibatkan kerusakan terhadap wilayah 
selatan oleh pemerintah pusat Filipina yang belum pernah 
terjadi sebelumnya. Pasukan militer yang dikirim ke Selatan 
melakukan penumpasan terhadap masyarakat Muslim secara 
membabi buta, baik terhadap milisi, masyarakat sipil dan 
bahkan tempat-tempat pendidikan dan masjid atau tempat 
ibadah. Pada Pemilu 1971 adalah puncak kekerasan karena 
ambisi para politisi Katolik dan penduduk transmigran untuk 
menguasai sebanyak mungkin wilayah oleh mereka. Konflik 
fisik antar kelompok Muslim dan Kristen terjadi secara massal 
ketika itu.” Di masa Pemilu yang penuh dengan intimidasi 
dan diskriminasi tersebut, militer Filipina juga melakukan 
mobilisasi sipil atau paramiliter untuk memaksakan hasil 
Pemilu yang penuh intimidasi dan diskriminasi. Pemerintah 
lokal dengan sepengatahuan pemerintah pusat mempersenjatai 
paramiliter secara rahasia dengan doktrin sentimen Kristen anti 
Islam untuk menyerang Muslim secara diam-diam. Pasukan 
paramiliter itu kemudian dikenal dengan Ilaga, yaitu sebuah 
organisasi paramiliter yang dipersenjatai dengan doktrin anti 


5? Rizal G. Buendia, 2008, “Looking into the Future of Moro Self-Determination 
in the Philippines,” Philippines Political Science Journal 29 (52), 1-24, http://www. 
philpolsci.net/pdf/ppsj2008 buendia.pdf (diakses tanggal 05 Maret 2010). 

7 B.R. Rodil, The Minoritization of the Indigenous Communities of the Mindanao 


and The Sulu Archipelago, 55. 
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Muslim. Banyak orang Islam menjadi korban pembunuhan 
dalam aksi Ilaga ini.” 

Pemerintah Filipina akhirnya memang membuka 
perundingan perdamaian dengan minoritas Muslim di 
kepulauan Mindanao yang diwakili oleh MNLF dan kemudian 
belakangan muncul MILF (Moro Islamic Liberation Front) 
yang masih berlangsung hingga kini. 


B. Thailand 

Pada masa paling awal datangnya Islam ke wilayah 
Thailand Selatan atau Patani atau Asia Tenggara pada 
umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17, hampir 
tidak ada konflik antara Muslim di Kesultanan Patani dan 
umat Buddha di sekitarnya. Kalau pun ada konflik dan perang 
pada saat itu adalah untuk saling menaklukkan dan menguasai 
tetapi masing-masing pihak memiliki kedaulatannya sendiri- 
sendiri.” 

Konflik terbentuk secara sistematis baru terjadi 
pada masa raja Kerajaan Siam, Chulalongkorn (1868- 
1910). Hal ini karena terpengaruh oleh nasionalisme 
Barat, ia memperkenalkan model negara-bangsa dengan 
menerapkan batas wilayah kerajaan secara ketat di mana 
kawasan Semenanjung Malaya (Malay Peninsula) atau Patani 
Raya (Greater Patani) yang semula dikuasai oleh Kesultanan 
Patani Islam, dimasukkan ke dalam wilayah Kerajaan Siam.” 


Pengganti Chulalongkorn, Raja Wachiravut (1910-1925) 


1 B.R. Rodil, The Minoritization of the Indigenous Communities, 55. 

2 Lihat Ibrahim Syukri, History of the Malay Kingdom of Patani, terj. Conner 
Baily dan Jon N Miksic (Athens: Ohio University Press, 2005), 17-49. Lihat juga Nik 
Anur Nik Mahmud, Sejarah Perjuangan Malayu Patani 1785-1954 (Bangi: Penerbit 
Universitas Kebangsaan Malaysia, 2000), 18. Buku ini ditulis ke dalam Arab-Melayu 
(bahasa Jawi) dari aslinya tulisan Roma atau Latin oleh Farid Mat Zain. 

3 Surin Pitsuwan, Islam and the Malay Nationalism: A Case Study of the Malay- 
Muslims of Southern Thailand, Harvard University, 1982, 28-29 (Disertasi versi 


microfilm, tidak diterbitkan). 
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yang lahir dan tinggal lama di Eropa khususnya di Inggris, 
kemudian memperluas lingkup inkorporasi wilayah Patani 
dan mengadopsi konsep negara-bangsa Barat lebih ketat. Ia, 
misalnya, memperkenalkan patriotisme yang menjadi salah 
satu ciri nasionalisme Barat dengan mendirikan kelompok 
paramiliter untuk menjaga wilayah nasional Kerajaan Siam 
ketika itu. 

Puncaknya adalah ditandatanganinya perjanjian antara 
Kerajaan Siam dan penjajah Inggris tentang batas wilayah di 
bagian selatan pada 1902, yaitu ketika sebagian wilayah Patani 
yang telah dikuasai oleh kerajaan Siam diserahkan kepada 
kolonialisme Inggris. Dalam waktu yang sama Prancis juga 
melakukan aneksasi ke bagian utara kerjasaan Siam, dengan 
menduduki kerajaan Burma, Vietnam dan Kamboja.” Maka 
untuk menghindari aneksasi Inggris ke wilayahnya maka 
kerajaan Siam menyerahkan sebagian bekas wilayah kerajaan 
Patani itu kepada kolonial Inggris sebagai konsesi.” Wilayah- 
wilayah yang diserahkan kepada kolonial Inggris itu adalah 
wilayah yang kini menjadi negara-negara bagian Malaysia 
yang berbatasan dengan Thailand. yaitu Kelantan, Trengganu, 
Kedah dan Perlis. Dengan penyerahan wilayah itu kepada 
kolonial Inggris, maka kerajaan Siam selamat dari penjajahan 
dan secara historis kerajaan Siam yang mendasarkan pada 


4 Lihat Haji Abdurrahman Daud, Sejarah Negara Patani Darussalam (Jakarta: 
Yala, Deers Eye, t.t.), 51. Buku ini ditulis dalam bahasa Arab-Melayu. 

7 Dalam collective memory elit Melayu Muslim di Thailand Selatan umumnya, 
semula penjajah Inggris atau UK menjanjikan kemerdekaan bagi wilayah bekas Kerajaan 
Patani dari Kerajaan Siam atas keberpihakannya kepada mereka ketika melawan Kerajaan 
Siam dan juga ketika berhadapan dengan Jepang di mana Kerajaan Siam berpihak kepada 
Jepang pada PD II. Tetapi Inggris menyalahi janji atau berkhianat karena diberi konsesi 
besar oleh Kerajaan Siam berupa proyek rel kereta api dari Bangkok ke wilayah selatan 
Thailand, bantuan beras ribuan ton di saat Siam panen raya untuk diberikan kepada rakyat 
jajahan Inggris mereka yang sedang mengalami malaise, dan pemberian penguasaan 
empat wilayah yang kini menjadi negara bagian Malaysia di perbatasan dengan Thailand 


Selatan tersebut. 
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kosmologi Buddha-meminjam istilah Surin Pitsuwan'S-- 
ini tidak pernah dijajah oleh kolonialisme Barat. Namun 
sebaliknya dalam collective memory Muslim Melayu di Patani, 
mereka justru merasa di bawah penjajahan kerajaan Siam yang 
bersifat abadi. 

Modernisasi atau nasionalisme Thailand yang dimulai 
oleh Raja Chulalongkorn itu juga merambah pada agama. Dia 
misalnya memelopori berdirinya organisasi keagamaan yang 
anggotanya terdiri dari pada bhikku yang disebut Sungha 
di akhir abad ke-19.” Organisasi ini dimaksudkan untuk 
mengorganisir para bhikku secara hierarkis oleh kerajaan 
sehingga raja atau kerajaan atau negara bisa menggunakan 
organisasi ini untuk melakukan penetrasi otoritasnya kepada 
warga negara. Raja kemudian juga menunjuk salah seorang 
pangeran sebagai patron dari organisasi Sangha, yaitu pertama 
kali dipimpin oleh Pangeran Vajiranana (1910-1921).”8 Posisi 
seperti itu kemudian juga diadopsi dalam Konstitusi Kerajaan 
Thailand 1932 dan juga dipertahankan dalam amandemen- 
amandemen konstitusi berikutnya. 

Namun, kedudukan Raja sebagai pelindung agama, 
menurut perspektif agama Buddha Thailand, bukanlah 
orangnya melainkan kedudukan atau jabatan Raja itu 
sendiri. Menurut kosmologi ini, raja memiliki hubungan 
istimewa dengan bhikku pada level spiritual, dan bukan pada 
kekuasaannya. Hal ini tercermin juga pada kewarganegaraan: 


76 Surin Pitsuwan, “The Lotus and The Crescent: Clashes of Religious Symbolisms 
in Southern Thailand,” makalah disiapkan untuk the Asian Regional Meeting Workshop 
an Ethnic Minorities in Buddhist Polities Sri Lanka, Burma, and Thailand, 25-28 Juni 
1985, Bangkok, Chulalongkorn University, 1-9 (Tidak diterbitkan). 

7 Profil, sejarah, dan hubungan Sangha dengan pemerintah dan kedudukannya 
dalam masyarakat Thailand, lihat Yoneo Ishii, Sejarah Sanghai Thai: Hubungan 
Budhisme dengan Negara dan Masyarakat, terj. Mohamed Yusoff Ismail (Kuala Lumpur: 
Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1993). 

3 Charles F. Keyes, Thailand: Buddhist Kingdom as Modern Nation-State 
(Colorado: Westview Press, 1989), 37-138. 
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bahwa bhikku tidak perlu memiliki Kartu Tanda Penduduk 
(KTP), tidak ikut memilih dan dipilih dalam Pemilu, dan tidak 
wajib membayar pajak karena kedudukannya sebagai pemuka 
agama Buddha. Demikian pula Raja tidak perlu memiliki 
KTP dan tidak ikut memilih dan dipilih dalam Pemilu dan 
juga tidak wajib membayar pajak, karena ia sebagai pemilik 
negara dan memiliki kedudukan istimewa dalam agama 
Buddha. Baik bhikku maupun raja dianggap beyond politik, 
meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya memiliki 
pengaruh dalam politik, termasuk politik sehari-hari. Relasi 
kuasa itu kemudian membentuk ciri yang khas semacam “tiga 
dalam satu ikat”, berupa bangsa (nation), monarkhi atau raja 
(monarch), dan agama (religion). Tiga unsur yang menjadi satu 
inilah kemudian yang diformulasikan oleh raja Wachiravut/ 
Vajiravudh menjadi “Tiga Pilar/Lak Thai” negara dan bangsa 
Thailand pada awal pembentukan nasionalisme Thailand. 
Tiga unsur itu adalah bangsa (nation/chat), agama (religion/ 
satsana) dan monarkhi (monarchy/phramahakasat) sebagai satu 
kesatuan di mana monarkhi sebagai pengikat dan sekaligus 
pelindung keduanya.” 

Dalam masa pembentukan nasionalisme yang 
kemudian berujung pada konstitusionalisme modern atau 
monarkhi konstitusional tahun 1932, terjadi ketegangan yang 
laten antara elit lama yang menjadi bagian dari monarkhi 
dan lahirnya elit baru terpelajar. Konflik ini terutama melalui 
birokrasi, militer dan partai politik. Namun para aktor politik 
modern terpelajar tersebut justru berbalik menjadi penindas 
baru yang bisa lebih kejam dari sebelumnya." Sikap yang 


7 Lihat Erik Cohen, “Sovereignty, Nationality and Religion: A Study of Politics and 
Religion in Thailand, ” The Research Final Report, Jarussalem, The National Research 
Council of Thailand, Bangkok, 1990, 5-7 (Tidak diterbitkan). 

S0 Seorang spiritualis Budhis terkemuka Sulak Sivaraksa memberikan kritik sangat 
tajam terhadap situasi ini. Lihat Sulak Sivaraksa, “The Crisis of Siamese Identity,” dalam 
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sama juga berlaku terhadap Melayu di bagian selatan yang 
notabene mayoritas Muslim. Mereka melakukan strategi 
asimilasi dan penyeragaman budaya dan bahkan etnis yang 
oleh Surin Pitsuwan disebut sebagai chauvinistik dan fasis."' 
Dari keseluruhan sikap tersebut, puncaknya pada masa 
pemerintahan PM Phibul Songkran ketika dia mengganti 
nama negara dari kerajaan Siam menjadi kerajaan Thailand 
tahun 1939.82 Penggantian nama tersebut tidak hanya 
terhadap nama kerajaan melainkan juga berimplikasi pada 
penyeragaman etnis dan bahasa, menjadi etnis dan bahasa 
yang tunggal yaitu etnis dan bahasa Thai. 

Seorang informan mengatakan bahwa penggatian nama 
negara itulah akhir dari eksistensi Melayu Muslim dalam 
perspektif negara Thailand. Warga negara kerajaan Siam 
yang semula plural— ada etnis Siam, ada Melayu Muslim 
dan Muslim Siam—kini disatukan menjadi etnis Thailand, 
dan dengan demikian tidak ada lagi etnis Siam maupun etnis 
Melayu dan seterusnya dalam perspektif negara Thailand. 
Turunnya Phibul dari PM pada Pemilu 1938, sesungguhnya 
terjadi negosiasi antara perwakilan dari gerakan Islam di 
Thailand Selatan yang dipimpin oleh Haji Sulong dengan 
pemerintah pusat untuk mengajukan aspirasi rakyat Muslim 
Melayu di Selatan. Namun di tengah-tengah proses negosiasi 
itu Phibul kembali menjadi PM hasil kudeta tahun 1948.“ 
Begitu Phibul naik menjadi PM yang kedua kali, ia segera 


Craig J. Reynolds, National Identity and Thailand, 1939 — 1989, Monash Papers on 
Southeast Asia 25 (1991): 52-56. 

S1 Surin Pitsuwan, Islam and Malay Nationalism, 86-88. 

$2 Chia-anan Samudavanija, “State-Identity Creation, State-Building and Civil 
Society,” dalam Craig J. Reynolds, National Identity and Its Defenders Thailand 1939- 
1989, Victoria, Monash Paper on Southeast Asia 25 (1991): 59-85. 

$ Wawancara dengan Ahmad Somboon Bualuang tanggal 06 Agustus 2009. 

"8 Situasi ini diakui sebagai salah satu sebab ketegangan dan kekerasan berlarut 
akibat kesenjangan oleh sebuah laporan dari National Reconciliation Comission (NRC) 
yang dibentuk untuk menyelidiki dan memberikan rekomendasi penyelesaian kekerasan 


2004. 
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mengeluarkan kebijakan pelarangan adat daerah yang menjadi 
ciri khas Muslim Melayuseperti pakaian Sarung (Sarung, dalam 
bahasa Indonesia) dan peci, pendeknya pakaian adat Muslim 
Melayu sehari-hari. Pada masa pemerintahan Phibul yang 
kedua tersebut juga diperkenalkan undang-undang darurat 
atau Martial Law di mana pemerintah bisa menahan orang 
selama 7 x 24 jam tanpa bukti awal, yang masih berlaku hingga 
kini. Alasan “bandit” bagi pedagang obat-obatan terlarang 
dan “komunis” bagi yang menentang pemerintah digunakan 
untuk menumpas secara militer para pendukung Haji Sulong 
dalam sebuah ritual keagamaan pada April 1948.” Sementara 
stigma “bandit” dan “teorisme” nantinya digunakan pada era 
Thaksin Shinawatra dalam menganani serangkaian kekerasan 
2003-2004 yang berpuncak pada tragedi April 2004.85 
Gerakan massa dan mahasiswa menuntut demokratisasi 
dan demiliterisasi pada tahun 1980-an dan 1990-an berimplikasi 
pada kelonggaran terhadap politik Thailand yang tampaknya 
sedikit berpengaruh pula terhadap penyampaian aspirasi 
Thailand Selatan. Tuntutan itu berpuncak pada amandemen 
konstitusi 1997 yang antara lain memungkinkan pemimpin sipil 
untuk tampil sebagai pemimpin nasional dan dicantumkannya 
desentralisasi sebagai salah satu perubahan yang mendasar dalam 
sejarah konstitusi Thailand sejak 1932. Namun perubahan- 
perubahan tersebut tampaknya tidak kunjung memberikan 
pengaruh terhadap status dan kedudukan Thailand Selatan 
atau Muslim Melayu, kecuali harapan bagi diterapkannya 
amandemen konstitusi tersebut secara konsisten. 
—— 35 Namun hanya Bangkok dan Pattaya yang dekat dengan Bangkok yang telah 
menerapkan UU Desentralisasi dengan pemilihan langsung Gubernur, sedangkan lainnya 
masih belum hingga kini meskipun sudah 10 tahun lebih sejak 1997. Lihat Chandra- 
nuj Mahakanjana, “Decentralization, Local Government, and Socio-political Conflict in 
Southern Thailand,” East-West Center, 2006: 14 (Tidak diterbitkan). 
s6 Lihat Ukrist Pathmanand, “Thaksin's Achilles” Hell: The Failure of Hawkish 


Approaches in the Thai South,” dalam Duncan MeCargo, Rethingking Thailand 5 
Southern Violence (Singaupura: NUS, 2007), 69-88. 
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Baru pada pemilu 2001 seorang sipil tampil sebagai 
Perdana Menteri untuk pertama kalinya karena partai yang 
didirikannya Thai Rak Thai (orang Thailand mencintai bangsa 
Thailand) memenangkan Pemilu, yaitu Thaksin Shinawatra. 
Thaksin adalah terkaya di Thailand yang menguasai bisnis 
telekomunikasi. Thaksin segera mencanangkan pembaharuan 
baik dalam ekonomi yang bersifat populis maupun mendorong 
sipil lebih berperan dalam kepemimpinan nasional. Dalam 
ekonomi, Thaksin mencanangkan tiga program pokok, yaitu 
national competitiveness, industrial linkage dan small-scale, 
dan entrepreneurship. Di samping kesuksesan mengangkat 
kemampuan teknologi masyarakat Thailand dan negara di 
tingkat kompetisi dunia, Thaksin juga menyalurkan dana 
besar-besaran untuk menghidupkan usaha menengah dan 
menengah bawah ke pedesaan, termasuk ke wilayah Selatan.” 
Namun kesuksesan ternodai akibat rangkaian kekerasan besar 
di tahun 2003-2004 di Selatan. Akibatnya, meski partai TRT 
memenangkan pemilu kembali tahun 2005 secara nasional 
tetapi kehilangan seluruh kursi partai itu di Thailand Selatan 
terutama di tiga pronvinsi yang bergolak, sebelum akhirnya 
Thaksin dikudeta oleh militer pada 2006 dan kemudian partai 
TRT dilarang hingga kini. 

Ke Selatan, di samping memberikan permodalan usaha 
menengah dan kecil, Thaksin juga membangun infrastruktur 
terutama jalan dan fasilitas pendidikan, termasuk pondok atau 
pesantren, yang belum pernah terjadi sebelumnya. High way 
jalan antar propinsi juga dibangun di tiga provinsi Thailand 
Selatan. 'Thaksin juga mengangkat seorang pemimpin 

$! Laurids S. Lauridsen, “The Policies and Politics of Industrial Upgrading in 
Thailand During the Thaksin Era”, Bangkok, the 10th International Conference On Thai 
Studies, Thammasat University, November 2008, 5 (Tidak diterbitkan). 

$8 Lihat, misalnya, dalam laporan National Reconciliation Commission (NRC) 


yaitu Report of the National Reconciliation Commission (NRC), “Overcoming Violence 
Through the Power of Reconciliation”, 16 May 2006. 
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kelompok Islam Wadah (Wahdah dalam bahasa Arab) sebagai 
Menteri, kemudian Wakil Perdana Menteri dan juga juru 
bicara kantor PM,? yaitu Mr. Wan Muhamad Noor Matha.” 


Thaksin juga segera mengganti penanggung jawab keamanan 


iN 


Thailand Selatan dari militer ke polisi”' Namun bulan 


madu pemerintahan sipil tidak bertahan lama karena model 
pemerintahan yang terpusat pada dirinya sendiri mengundang 
kritik dan banyak musuh. 

Menurut para pengkritiknya, Thaksin telah membangun 
pemerintahan yang sentralistik atau ada yang menyebutnya 
sebagai “diktator sipil” Manajemen pemerintahan Thaksin 
tidak ubahnya seperti perusahaan milik pribadi di mana 
Thaksin sebagai CEO-nya. Thaksin, kata Lauridsen, berubah 
wajah menjadi “soft authoritarian figure” yang melihat 
demokrasi hanya sebagai alat dirinya sendiri daripada sebagai 
tujuan.” Thaksin juga dinilai membangun nasionalisme yang 
bersifat chauvinistik, kecuali nama partai yang nasionalistis, 
pengelolaan konflik terutama di Selatan yang juga mengikuti 


arus koalisi presiden AS, George Bush Jr. dalam counter 


terrorism project.” 


89 Lihat Doromae Paseloh (Jabatan Tamadun Islam Dan Asia Pusat Pengajian 
Ilmu Kemanusiaan (PPIK) Universiti Sains Malaysia (USM) “Kumpulan Wahdah dan 
Pembangunan Islam di Selatan Thailand”, dipresentasikan pada Seminar Pembentangan 
Kajian Ilmiah Pengajian Islam dan Pengajian Muslim,” Islamic College Prince Songkhla 
University Pattani, Campus, 18 Agustus 2009 (Tidak diterbitkan). 

“0 Kini tokoh ini terkena black list politik selama lima tahun bersamaan dengan 
100 lebih pemimpin TRT sehubungan dengan dibredelnya TRT pimpinan Thaksin oleh 
Mahkamah Agung Thailand. Untuk sejarah hidup singkat dan kiprahnya dalam politik 
tokoh ini lihat dalam Duncan McCargo, Tearing Apart The Land: Islam and Legitimacy in 
Southern Thailand (Singapura: NUS Press, 2009), 75-80. 

“! Beberapa pengamat memperkirakan penghapusan lembaga penanganan keamanan 
tiga provinsi yang semula di bawah sebuah lembaga yang sangat mapan di mana militer 
memiliki kekuasaan hegemonik, yaitu Southern Border Provinces Administrative Center 
(SBPAC) dan Civilitian-Police-Military Command 43 (CPM 43), menjadi salah satu 
pemicu ketegangan dan kekerasan yang bergelombang dan terus menerus selama 2003- 
2004 di Selatan, karena militer merasa disingkirkan. Lihat lebih lanjut, misalnya, Marc 
Askew, “Conspiracy, Politics, and A Disorderly Border: The Struggle to Comprehend 
Insurgency in Thailand”s Deep South,” Policy Studies 29 (2007): 38-41. 

2 Laurids S. Lauridsen, The Policies and Politics of Industrial Upgrading, 24. 

23 Ukrist Pathmanand, “Thaksin's Policies Go South,” Far Eastern Economic 
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Yang paling buruk akibat dari pemerintahan Thaksin 
terhadap Selatan adalah dikeluarkannya status Keadaan 
Darurat sebagai akibat dari kekerasan 2004 di mana aparat bisa 
menahan orang selama 30 hari tanpa alat bukti yang cukup. 
Dengan demikian Thailand Selatan hingga kini ditindih oleh 
tiga lapis hukum yang menyeramkan, yaitu hukum kriminal 
(KL), Martial Law (ML) yang sudah lama diberlakukan dan 
hukum Keadaan Darurat (KD) yang dikeluarkan pada masa 
pemerintahan Thaksin. Dengan aturan-aturan itu, aparat 
bisa menahan siapa saja yang dicurigai di Thailand Selatan 
selama 37 hari tanpa alat bukti berdasarkan ML dan KD 
hingga sekarang. Tragisnya, setelah Thaksin dikudeta, seluruh 
kebijakan Thasin atas Thailand Selatan termasuk penggunaan 
ML dan KD kembali ke tangan militer.” 

Pembentukan — NRC (National — Reconciliation 
Commission) oleh PM Thaksin Shinawatra paska tragedi 2004 
yang melibatkan para intelektual, NGO, dan agamawan 
meskipun produk dan rekomendasinya dinilai sangat 
komprehensif namun tidak terdapat tindak lanjut yang cukup 
serius. Pembentukan itu dianggap tidak lebih dari hanya karena 
tekanan internasional PBB, tetapi tidak ada niat baik untuk 
melaksanakannya.” Surayud Chulanont, PM pertama setelah 
kudeta, memang telah mengajukan ISA (Internal Security Act) 
sebagai pengganti KD tetapi ia masih dalam proses. Situasi 


Review 168, no. 7 (2005), 8-13. 

“4 Wawancara dengan Dr. Srisombop Jitpiromsri pada tanggal 14 Agustus 2009. 
Srisombop adalah salah seorang pendiri dan tokoh terkemuka Deep South Watch (DSW) 
dan Direktur CSCD (Center for South Conflict and Diversity). Srimbosop mengajar ilmu 
politik di Fakultas setelah tidak lagi menjabat Dekan Fakultas Humanity and Social 
Scinces Princes of Songkhla University Patani Campus setahun terakhir. 

” Wawancara dengan Chaiwat Satha-Anand pada tanggal 28 September 2009. 
Lihat juga tulisannya, “Untying the Gordian Knot: The Difficulties in Solving Southern 
Violence,” dalam John Funston, ed. Divided Over Thaksin, (Singapore: ISEAS, 2009), 


96-109. 
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itu terus berlangsung hingga kini di bawah bayang-bayang 
ketegangan dan kekerasan. 
skokok 

Terbentuknya negara-bangsa di Thailand dan Filipina 
belum memberikan kesederajatan dalam hak minoritas 
khususnya minoritas Muslim di bagian selatan negara itu. 
Dalam rentang sejarah sejak penjajahan dan terbangunnya 
nasionalisme di kedua negara ini masih menyisakan 
kesenjangan yang lebar baik secara budaya, agama, dan 
ekonomi maupun politik. Strategi terbangunnya identitas 
nasional sebagaimana terjadi di semua negara-bangsa melalui 
jalan asimilasi maupun represi tidak mampu menghilangkan 
sekat kultural, tradisi, dan klaim historis atas kekuasaan dan 
kepemilikan tanah masa lalu komunitas tersebut. Baik asimilasi 
maupun pemaksaan atas penyeragaman justeru terjerembab 
pada usaha penyeragaman yang bersifat pemaksaan. Akibatnya 
adalah terjadinya hubungan yang asimetris antara mayoritas 
atau pemerintah pusat dengan minoritas Muslim di bagian 
selatan kedua negara tersebut. Baik etnis Melayu yang Muslim 
di Thailand Selatan maupun Muslim Moro yang juga Melayu 
di Filipina Selatan masih terus melakukan negosiasi untuk 
suatu kemandirian, baik otonomi maupun self-covernment. 
Tuntutan tersebut bersamaan dengan digugatnya sistem 
demokrasi liberal dan HAM yang dianggap terlalu berorientasi 
kepada hak individu dan cenderung mengabaikan hak kolektif 
sebagaimana terjadi pada minoritas Muslim di kedua negara 
tersebut, maupun indigenous people pada umumnya di tempat 
lain. Belum bisa dipastikan akhir dari pergulatan itu, namun 
bersamaan dengan pemberian hak-hak minoritas di banyak 
bagian dunia yang lain, khususnya Eropa dan perhatian yang 


lebih besar dari PBB diharapkan akan ada perubahan yang 


signifikan. | 


BAB III 
TUNTUTAN HAK MELALUI 
NEGOSIASI POLITIK 


Negosiasi politik oleh komunitas Muslim di bagian 
Selatan Filipina dan Thailand sesungguhnya sudah terjadi 
sejak wilayah itu diokupasi menjadi bagian dari kedua negara 
tersebut. Di Thailand hal itu terjadi sejak 1902 ketika 
Thailand membuat perjanjian dengan Inggris di mana wilayah 
kerajaan Patani diokupasi menjadi bagian dari Thailand dan 
sebagian lagi diberikan kepada Inggris. Sedangkan di Filipina 
hal itu terjadi sejak Spanyol menyerang Filipina 1565. 
Namun negosiasi itu benar-benar menjadi gerakan modern 
baru terjadi setelah kemerdekaan yang diraih kedua Negara 
itu. Mengikuti kajian Erin Jenne atas Yugoslavia,' kebijakan 
pemerintah pusat atas minoritas akan menentukan sikap dari 
minoritas itu sendiri. Kebijakan dialogis akan mengundang 
respon damai ketimbang represif yang akan cenderung 
mengundang respon kekerasan. 


Karakter Gerakan dalam Menuntut Hak di Mindanao dan 
Patani 

Sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu bahwa 
revolusi melalui kudeta oleh sejumlah perwira muda tentara 
Kerajaan Siam (kini Thailand) pada 1932 mengantarkan 
Thailand menjadi negara monarkhi konstitusional, sedangkan 


Filipina mendapatkan kemerdekaan dari penjajah Amerika 


' Erin Jenne, “A Bargaining Theory of Minority Demands: Explaining the Dog that 
Did not Bite in 1990s Yugoslavia,” International Studies Ouarterly 48 (2004), 729-754. 
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Serikat tahun 1947. Kedua peristiwa tersebut semula 
memberikan angin segar bagi kaum Muslim di kedua tempat 
itu meskipun sebagian mereka juga ada yang mempersoalkan 
dimasukkannya kedua wilayah tersebut menjadi bagian 
dari negara kesatuan Kerajaan Thailand dan Republik 
Filipina. Bagi mereka yang menerima keadaan menjadi 
bagian dari negara Filipina dan Thailand yang merdeka, 
berharap bahwa dengan menjadi bagian dari negara yang 
merdeka maka mereka akan memperoleh kemerdekaan dan 
kesejahteraan yang sama sebagaimana warga lain di negara itu 
dan di negara merdeka yang lain.? Tetapi kemudian mereka 
menemui kenyataan bahwa keadaannya tidak seperti yang 
mereka harapkan. Mereka harus bersaing dengan mayoritas 
dan mengikuti arus besar kebijakan-kebijakan nasional dan 
modernisasi yang dipaksakan yang cenderung menggerus adat 
kebiasaan, warisan sejarah, penguasaan sumber daya alam, dan 
penguasaan politik yang mereka klaim sebagai milik mereka 
secara historis. Beberapa tahun setelah revolusi di Thailand dan 
kemerdekaan di Filipina, maka mulai terjadi ketegangan dan 
berpuncak pada gerakan tuntutan merdeka atau pemisahan 
diri, meskipun kini kecenderungannya antara kekerasan yang 
terus berlanjut dan pencarian jalan kompromi. 

Namun sebelum membahas lebih jauh tentang 
gerakan minoritas Muslim di kedua negara tersebut, akan coba 
dibahas terlebih dahulu perbedaan dan kesamaan karakter 
dari gerakan tersebut dan juga kebijakan pemerintah pusat. 


2 Lihat Moshe Yegar, Between Integration and Secession: The Muslim Communities 
of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar (Maryland: 
Lexington Books, 2002), 73-331 dan B. R. Rodil, The Minoritization of the Indigenous 
Communities of the Mindanao and The Sulu Archipelago (Davao City: AFRM, 1994). 

3 Ahmad Suaedy, “The Minority Movement in Southmost Thailand: From the 
Periphery to the Centre,” Studia Islamica 17, no. 1 (2010), 1-67. Lihat juga Ahmad 
Suaedy, “The Minority Struggle under a Hegemonic State: A Case Study of the 
Bangsamoro Muslims of the Southern Philippines,” Draf paper untuk Southeast Asian 
Journal, CSEAS, Kyoto University, 2001 (Belum dipublikasikan). 


Tuntutan Hak Melalui Negosiasi Politik 


Dalam perkembangannya kini, ada perbedaan kebijakan 
pemerintah pusat terhadap gerakan minoritas Muslim di 
Mindanao di Filipina Selatan dan Patani di Thailand Selatan. 
Pemerintah Thailand tampaknya lebih represif dan tertutup 
terhadap gerakan separatis di Patani ketimbang pemerintah 
Filipina atas Mindanao. Pemerintah Thailand menumpas sama 
sekali gerakan separatis dan hampir tidak pernah melakukan 
negosiasi dengan mereka secara formal. Akibatnya gerakan 
separatis tidak mungkin untuk terbuka dan berkomunikasi 
langsung dengan publik. Karena itu gerakan mereka selalu 
bersifat underground. Sedangkan di Filipina, pemerintah 
pusat tampak lebih bersikap terbuka selama dalam perjanjian 
pembicaraan damai (Peace Talk) atau genjatan senjata (cease 
Jire). Gerakan-gerakan separatis sekalipun boleh beroperasi dan 
terbuka terhadap publik, meskipun mereka harus memiliki 
camp tersembunyi.” 

Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah 
pusat Thailand akhir-akhir ini, terutama setelah 2004, tahun 
puncak kekerasan di Patani, telah terjadi pergeseran yang cukup 
signifikan. Hal ini, misalnya, ditunjukkan dengan alokasi 
dana yang cukup besar untuk pendidikan dan pembangunan 
infrastruktur, pemilihan kepala daerah secara langsung di 
tingkat dua (distrik) serta adanya posisi jabatan Chief Executive 
of the Provincial Administration Organisation. Jabatan yang 
dimaksud merupakan sebuah jabatan di bawah gubernur yang 
dipilih langsung oleh rakyat dan secara spesifik bertanggung 
jawab terhadap anggaran dan program-program pemerintah 

4 Wawancara dengan sejumlah informan dan pemimpin di Thailand Selatan, antara 
lain, Ustadz Ismail Lutfi, salah seorang pemimpin terkemuka Muslim yang dipandang 
sebagai pemimpin beraliran Wahabi (01 September dan 03 September 2009), Ahmad 
Somboong Bualuang, salah satu aktivis perdamaian terkemuka di Pattani (06 Agustus 
2010). Sebagian besar informan dalam riset ini menyatakan hal yang sama. 


3 Soleman M. Santos, Jr., “Aguino's GRP-MILF Peace Talks: Hopes, Fears, Tasks,” 
Naga City 2 November, 2010, Press Release (Tidak diterbitkan). 
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provinsi. Sedangkan masalah politik dan keamanan masih di 
bawah tanggung jawab gubernur yang ditunjuk langsung oleh 
perdana menteri." 

Perubahan ini di samping merupakan implikasi 
dari perubahan Konstitusi 1997 juga merupakan desakan 
akibat kekerasan 2004 dan perlawanan keras dari Muslim 
di Selatan tersebut.” Namun di Patani, tidak ada organisasi 
gerakan separatis pun di antara yang ada yang muncul ke 
permukaan dan melakukan pembicaraan atau negosiasi damai 
secara formal dengan pemerintah pusat seperti peace talk 
yang terjadi di Filipina Selatan. Kini, misalnya, pemerintah 
pusat menempatkan sedikitnya 60 ribu tentara di wilayah 
tiga propinsi yang berpenduduk kurang dari tiga juta jiwa. 
Tentara-tentara dengan persenjataan berat itu ditempatkan 
terutama di halaman-halaman dan menggunakan fasilitas 
kuil atau tempat ibadah umat Buddha dengan alasan untuk 
mengamankan kuil tersebut dan para monk/pendeta atau 
pemuka agama Buddha dari serangan para gerilyawan. 
Namun menurut banyak informan dari kalangan Muslim, itu 
sesungguhnya merupakan taktik dari pemerintah pusat untuk 
mengamankan tentara dari serangan para separatis. Ketika 
para separatis dan gerilayawan Muslim menyerang camp 
tentara, maka akan dipersepsikan sebagai menyerang agama 
atau kuil, tempat ibadah agama Buddha. Dan itulah yang 
terjadi, setidaknya di media, bahwa ketika mereka menyerang 


8 Lihat Ahmad Suaedy, The Minority Movement in Southmost Thailand, 1-67. Oleh 
para aktivis di Patani dan sebagian besar pengamat yang kritis, jabatan ini dilihat sebagai 
ambivalen. Di satu pihak fenomena tersebut dilihat sebagai pengembangan lebih lanjut 
dari proses desentralisasi tetapi di lain pihak dikritik bahwa pemerintah pusat masih 
belum mau melepaskan desentralisasi sehingga perlu memasang dua jabatan politis 
yang saling tumpang tindih, yaitu Chief Executive of the Provincial Administration 
Organisation, yang bahkan dipilih langsung oleh rakyat tetapi didudukkan di bawah 
kekuasaan Gubernur yang justru ditunjuk oleh Perdana Menteri. 

7 Ahmad Suaedy, “The Minority Movement in Southmost Thailand,” 27-31. 
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camp tentara maka akan segera muncul di media bahwa para 
separatis Muslim itu diberitakan sebagai menyerang agama dan 
tempat ibadah umat Buddha. Meskipun tidak bisa dipungkiri 
bahwa dalam sejumlah kekerasan, monk atau pendeta Buddha 
menjadi salah satu sasaran dari para gerilyawan dan gerakan 
separatis. Namun hal itu tidak bisa digeneralisasikan secara 
keseluruhan bahwa monk atau pendeta sebagai sasaran pokok 
serangan mereka melainkan tentara. 

Dalam menanggapi berbagai tuntutan dari kaum 
Muslim di Selatan dan kaum separatis, pemerintah pusat 
Thailand hanya menyediakan saluran melalui proses politik 
normal, yaitu sistem kepartaian, birokrasi, kebijakan yang 
bersifat nasional, LSM, dan sarana lainnya. Akibatnya, 
pergerakan para eksponen gerakan separatis sangat terbatas, 
tidak dimungkinkan untuk memberikan wawancara secara 
publik dan peneliti kecuali seorang peneliti dan wartawan yang 
mungkin telah memiliki hubungan khusus dengan mereka. 
Itu pula yang menjadi sebab tingginya kekerasan di Patani 
karena mereka tidak memiliki peluang untuk mengemukakan 
aspirasinya langsung kepada pengambil kebijakan serta 
tiadanya dialog dan negosiasi. 

Meskipun berbagai sumber menunjukkan kepada 
penulis, bahwa para aktivis separatis ada di mana-mana, di 
birokrasi, di pesantren, di perguruan tinggi, dan di masyarakat 
dan juga di dalam partai politik nasional, di NGO dan 
sebagainya tetapi mereka tidak pernah memberikan konfirmasi 
baik dari para aktivis itu sendiri maupun dari pihak informan 
bahwa mereka adalah aktivis atau anggota salah satu organisasi 
separatis. Mereka selalu menolak jika diminta konfirmasi bahwa 
orang-orang tertentu adalah eksponen gerakan separatis. Maka 


$ Ahmad Suaedy, “The Minority Movement in Southmost Thailand, 6-7. 
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di dalam bagian uraian tentang gerakan minoritas Muslim 
Thailand Selatan di bawah nanti, tidak memungkinkan untuk 
mewawancara dan mengambil pernyataan langsung dari para 
eksponen separatis—meskipun sesungguhnya mungkin mereka 
adalah eksponen separats—melainkan sejauh yang bisa 
dikumpulkan dari berbagai informan yang didapat. Penulis 
melakukan petemuan dan wawancara dari bervarisasi latar 
belakang, kiai pesantren, guru agama, pegawai negeri, pegawai 
kantor agama, anggota parlemen dan senator, professional, 
aktivis partai politik, pejabat tinggi di Patani, mahasiswa, 
pedagang, dan masyarakat umum. Mereka semua lebih dari 
30 orang secara keseluruhan. Beberapa informan yang relevan 
langsung dengan pembahasan tesis ini dilakukan wawancara 
mendalam lebih dari sekali. 

Hal itu berbeda dengan apa yang terjadi di Filipina. 
Pemerintah pusat Filipina mengakui eksistensi gerakan- 
gerakan tersebut selama dalam “gencatan senjata” dan proses 
pembicaraan damai atau “peace talk.” Penulis berkesempatan 
untuk menemui dan wawancara langsung dengan para 
pemimpin tertinggi organisasi-organisasi separatis meskipun 
harus menemuinya di persembunyian yang dikawal ketat oleh 
pasukan pengamanan mereka. Di samping menemui para 
pemimpin tertinggi mereka, penulis juga menemui pemimpin 
faksi-faksi yang ada dan para aktivis lain, partai politik, 
pemimpin pesantren dan madrasah, birokrat, pejabat tinggi 
daerah, aktivis NGO, dan masyarakat biasa. Keseluruhan 
mereka juga lebih dari 30 orang. Maka dalam uraian tentang 
Filipina Selatan di bawah nanti memungkinkan penulis untuk 
mengambil sumber langsung dari para pemimpin dan aktivis 
separatis. 
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Negosiasi Politik melalui Gerakan Separatis 
A. Mindanao 

Sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu bahwa sejak 
semula sebagian pemimpin Muslim di Mindanao menentang 
untuk menjadi bagian negara Filipina merdeka, namun 
tuntutan itu diabaikan oleh pemerintah Amerika Serikat. 
Meski demikian pada mulanya sebagian Muslim Bangsamoro 
melihatnya secara realistis bahwa kemerdekaan bersama 
Filipina akan membawa mereka lebih sejahtera dan merdeka 
sebagaimana masyarakat yang lain. Kebijakan pemerintah 
pusat sendiri dalam beberapa hal juga bersifat positif terhadap 
Bangsamoro di Mindanao pada awal kemerdekaan. Hal ini 
misalnya ditunjukkan dari pemberian beasiswa kepada anak- 
anak muda Muslim di Mindanao untuk sekolah di Mindanao 
atau di Manila dan bahkan di luar negeri. Para pemimpin 
Muslim di Mindanao juga diberi peluang menjadi politisi 
tingkat nasional seperti menjadi anggota parlemen dan 
senator.” 

Tetapi dalam waktu yang sama kebijakan ketidakadilan 
seperti transmigrasi besar-besaran yang mengakibatkan 
pengalihan kepemilikan tanah secara sah maupun tidak sah 
kepada para migran dan pemberian lapangan kerja yang 
tidak adil serta kesempatan pendidikan tidak merata terus 
berlangsung. Keadaan demikian menimbulkan kesenjangan 
yang nyata bagi masyarakat Muslim di Mondanao. Karena 
itu “politik etis” terhadap para generasi muda terpelajar dan 
pemimpin politik justru menyebabkan tumbuhnya kesadaran 
nasionalisme Mindanao disebabkan karena mereka melihat 
ketidakadilan tersebut.” Pemerintah pusat dan pemerintah 


? Lihat Moshe Yegar, Between Integration and Secession, 313. Lihat juga B. R. 
Rodil, The Minoritization of the Indigenous Communities, 22. 
1 Moshe Yegar, Between Integration and Secession, 242-244. 
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daerah yang sudah mulai dikuasai oleh kalangan migran 
merespon tuntutan itu dengan cara yang cenderung represif 
sehingga menimbulkan berbagai kekerasan. Salah satu gerakan 
yang fenomenal dan teroganisir di samping yang bersifat 
spontan dan sporadis adalah Muslim Independence Movement 
(MIM)." Gerakan ini mulai mampu memobilisasi lintas 
kelompok dan kepentingan lokal di kalangan Bangsamoro 
di grass-roots untuk menuntut keadilan dan bahkan 
kemerdekaan meskipun masih bersifat lokal di Mindanao. 
Namun kesenjangan dan kekejaman yang berlanjut seperti 
pembantaian /ubidah dan Ilaga telah memunculkan lahirnya 
pemimpin-pemimpin dari kalangan Muslim baru bukan 
hanya di lokal di Mindanao melainkan juga di Manila dan 
juga di luar negeri. 

Salah satu pemimpin yang fenomenal itu lahir dari 
hasil politik etis pemerintah pusat itu sendiri yang ketika itu 
menjadi professor di University of the Philippines di Manila, 
yaitu Nur Misuari. Misuari yang ketika itu masih di Manila 
mendirikan organisasi perlawanan dengan menyebut diri 
sebagai MNLF (Mindanao National Liberation Front) yang 
resmi berdiri 1971." Presiden Ferdinand Marcos menanggapi 
gerakan itu dan berbagai perlawanan di Mindanao dengan 
memberlakukan Martial Law atau keadaan darurat perang 
pada 1972 dengan mengirim tentara besar-besaran ke 
Mindanao untuk menumpas pemberontakan dan gerakan 
tuntutan merdeka yang mulai membesar. 

Reaksi keras dari presiden juga mengundang dukungan 
massif dari Bangsamoro untuk MNLF semakin kuat. 
Dukungan itu datang di samping dari masyarakat luas di 


N Moshe Yegar, Between Integration and Secession, 251-253. 

1 Fainur G. Estino Jairi, Misuari  Ideology: A Critical Inguiry on The Islamicity of 
MNELF Ethnic-Oriented Pangluwas-Lungsad (Struggle), Tesis, Insitute of Islamic Studies 
University of the Philippines Manila, 2007 (Tidak diterbitkan). 
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Mindanao dan Sulu, juga kelompok-kelompok perlawanan 
yang sudah terbentuk sebelummya seperti MIM (Muslim 
Independence Movement) serta gerakan mahasiswa Moro di 
Manila dan di luar negeri. Bahkan para pemimpin tradisional 
yang disebut datu juga mendukung inisiatif mahasiswa 
di bawah pemimpinan Misuari ini. Nur Misuari sebagai 
pemimpin MNILF yang kharismatik juga diterima masyarakat 
internasional sebagai representasi Bangsamoro yang Muslim. 
Tuntutan merdeka makin kuat bergejolak akibat dari Jubidah 
Massacre dan Ilaga yang menyiram semangat perlawanan. 
Maka banyak Bangsamoro yang secara sukarela menjadi 
pasukan bersenjata MNLF atau Bangsamoro Armed Force 
(BAF) untuk melawan tentara pemerintah pusat AFP (Armed 
Force of the Philippines) dan pasukan paramiliter tersebut. 
Bukan hanya laki-laki yang terjun menjadi sukarelawan perang 
melainkan juga perempuan terutama di bagian perbekalan, 
logistik, dan dapur umum untuk pelayanan terhadap pasukan 
yang terjun berperang. Betapa semangatnya perlawanan itu 
tercermin dari jumlah pasukan bersenjata MNLF atau the 
Bangsamoro Army (BA), sayap militer MNLF, yang memiliki 
sedikitnya 20 ribu sampai 30 ribu personel." 

Pemberlakuan UU darurat perang oleh presiden 
Marcos pada tahun 1972 telah menelan korban sedikitnya 
100 ribu orang sipil dan tentara di kedua belah pihak.“ 
Sampai kemudian kekerasan dan perang itu mengundang 
keterlibatan pihak internasional terutama OKI (Organisasi 
Konferensi Islam) yang ketika itu diketuai oleh Libya di 
bawah presiden Moammar Oaddafy.'' OKI melalui Gaddafy 


B Fainur G. Estino Jairi, Misuari s Ideology. 

4 David Wurfel, “Martial Law in the Philippines: The Methods of Regime 
Survival,” Pacific Affairs 50, no. 1 (Spring 1977), 5-30. 

15 Abhoud Syed M. Lingga, “Role of Third Parties in Mindanao Process,” dalam 
Rainer Werning dan Peter Kreuzer, eds. Voices from Moro Land: Perspecitves fiom 
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cukup intens dalam memfasilitasi upaya damai antara MNLF 
sebagai representasi Bangsamoro dengan GRP (Government 
of the Republic of the Philippines) yang kemudian tercapai 
Peace Aereement (PA) Tripoli pada tahun 1976. Dalam PA 
Tripoli tersebut di antaranya disebutkan wilayah-wilayah 
yang akan menjadi bagian dari otonomi Bangsamoro, yaitu 
13 provinsi dan sembilan pemerintahan setingkat kota 
dari 25 provinsi di Pulau Mindanao dan Kepulauan yang 
ada ketika itu. Di samping itu, juga dilakukan akomodasi 
terhadap sejumlah kombatan MNLF dari Bangsamoro Army 
dan relawan MNLF ke dalam kesatuan AFP (Armed Force 
of the Philippines) dan Kepolisian Filipina. Dalam proses 
pembicaraan hingga tercapainya PA Tripoli tersebut, MNLF 
telah mengubah tuntutan dari merdeka atau memisahkan diri 
ke tuntutan otonomi di bawah negara kesatuan RP (Republic 
of the Philippines). 

Perubahan tuntutan itu kemudian menjadi salah satu 
alasan yang memancing deputi Misuari sendiri di dalam 
MNLF Salamat Hashim, tidak menyetujuinya. Dengan 
berbagai alasan lain, di antaranya dengan tuduhan bahwa 
Nur Misuari adalah komunis dan nasionalis dan tidak islami, 
maka Salamat Hashim akhirnya benar-benar memisahkan 
diri dari kepemimpinan Misuari dan mendirikan organisasi 
perlawanan tersendiri yang diperkirakan membawa lebih 
dari separo pendukung MNLF termasuk sebagian pasukan 
bersenjata bergabung ke MILF Sementara pada 1983 MILF 
secara resmi dideklarasikan dan menyatakan melakukan 
perlawanan politik dan bersenjata dengan tuntutan merdeka, 
maka dalam waktu bersamaan pembicaraan realisasi PA Tripoli 
antara MNLF-GRP terus berlanjut. 


Stakeholders and Observers on the Conflict in the Southern Philippines (Petaling Jaya- 
Kuala Lumpur: SRIRD, 2007), 39-57. 
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Tetapi sebelum PA Tripoli 1976 benar-benar dilaksa- 
nakan, presiden Marcos melakukan aksi sepihak dengan 
memberlakukan kebijakan baru tentang pembagian wilayah 
yang mengacaukan klaim wilayah MNLF dalam pembicaraan 
PA tersebut. Dalam pembagian wilayah oleh Marcos yang 
baru itu, Mindanao dibagi menjadi dua wilayah otonomi 
yang masuk ke dalam region IX (Mindanao Tengah) dan XII 
(Sulu).'S Marcos juga mensyaratkan adanya plebisit dalam 
penentuan apakah sebuah propinsi atau kota dan kabupaten 
akan ikut dalam daerah otonom dalam PA atau pembagian 
region versi Marcos ini. MNLF menolak aksi sepihak Marcos 
tersebut sehingga terjadi ketegangan kembali karena Marcos 
dianggap menyalahi kesepakatan PA Tripoli 1976 tersebut. 
Dalam plebisir yang dipaksakan itu baik MNLF maupun 
MILF —yang merupakan sempalan dari MNLF akan diuraikan 
di bawah nanti-- melakukan boikot.” Pada waktu yang sama, 
Marcos beraliansi secara politik dengan para pemimpin 
tradisional lokal di Selatan yang disebut datu yang memiliki 
akar kultural cukup kuat di Mindanao tetapi cenderung 
tersingkir dari kepemimpinan populer yang terpelajar dan 
bertumpu pada kemampuan modern, MNLF maupun MILF. 
Pada awalnya pada tahun 1960 dan 1970an para datu itu 
umumnya bergabung ke dalam gerakan MNLF. Namun 
kemudian sebagian berhasil didekati Marcos dan para datu 
itu cenderung dijadikan semacam boneka politik oleh Marcos 
dengan imbalan dukungan politik tertentu dan menguasai 
pos-pos pemerintahan di Mindanao.' 


'6 Alex B. Brillants Jr., “Institutional and Politico-Administrativie Response on 
Armed Conflicts,” Philippine Human Development Report 2005 (Tidak diterbitkan). 

4 Carmen A. Abubakar, “SPCPD and Economic Development in SZOPAD: High 
Expectations, Low Output,” Kasarinlan 15, no. 2 (2000), 125-164, 126. 

#$ Patricio N. Abinales, Making Mindanao: Cotabato and Davao in the Dormation 
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Ketika ketidakpuasan sedang berlangsung baik 
ditunjukkan dari makin kuatnya MILF maupun ketidakpuasan 
MNIF terhadap kebijakan tersebut maka terjadi penggantian 
kepemimpinan nasional dari Marcos ke Corazon Aguino 
melalui People Power 1986. Begitu naik menjadi presiden, 
tampaknya Aguino berusaha meyakinkan Bangsamoro 
akan niat baik pemerintah pusat untuk menyelesaikan 
ketegangan dan kekerasan di wilayah Selatan. Niat baik ini 
ditunjukkan Aguino sebagai presiden beberapa bulan setelah 
dilantik menjadi presiden menemui Misuari di kota Jolo, 
ibukota Provinsi Sulu, yang merupakan basis markas MNLF. 
Kedatangan Aguino ke Jolo adalah untuk melanjutkan 
pembicaraan damai langsung dengan Misuari yang empat 
terhenti di masa Marcos, meskipun sesungguhnya kedatangan 
itu dicegah oleh Menteri Pertahanan ketika itu karena dianggap 
membahayakan dirinya. 

Aguino berhasil mengajak Misuari kembali ke meja 
perundingan. Aguino sendiri tampaknya menganggap bahwa 
formula yang ada di PA Tripoli masih relevan dan tetap 
dijadikan pijakan untuk melanjutkan kembali pembicaraan 
di masa pemerintahannya, sembari mengabaikan tuntutan 
merdeka dari MILF. Aguino membangun formula dengan 
menerjemahkan PA tersebut ke dalam bentuk undang- 
undang, yaitu Undang-undang tentang Organic Act on 
Autonomy for Muslim Mindanao (ARMM) yang kemudian 
dimasukkan ke dalam perubahan Konstitusi 1987 dengan 
nama ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao). 
Tetapi selama dalam pembahasan Undang-undang tersebut, 
lagi-lagi parlemen menambahkan klausul tentang persyaratan 
plebisit dalam pembentukan ARMM. 


of the Philippine Nation-State (Manila: Ateneo de Manila University, 2000), 178-189. 
 Moshe Yegar, Between Integration and Secession, 332. 
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Sekali lagi MNLF menolak persyaratan tersebut 
karena dianggap menyimpang dari PA Tripoli, sementara 
pemerintah memaksakan untuk melaksanakan plebisit. Dalam 
pelaksanaan plebisit yang dipaksakan pada 19 November 
1989, MNLF di bawah kepemimpinan Nur Misuari dan 
juga MILF menyerukan untuk memboikot. Hasilnya bisa 
diduga sangat mengecewakan dengan hanya empat provinsi, 
yaitu Tawi-Tawi, Sulu, Maguindanao, dan Lanao de Sure, 
yang menyatakan bergabung ke dalam ARMM dari 13 yang 
dituntut MNLF dan tidak satu pun dari sembilan kota yang 
tidak berada di dalam cakupan provinsi tersebut, memilih 
bergabung. Bahkan kota Marawi yang merupakan ibukota 
provinsi Lanao De Sure, Cotabato ibukota dari Maguindanao, 
dan juga Basilan, kepulauan yang besar yang ketika itu masuk 
bagian dari Sulu—kini menjadi provinsi tersendiri—tidak 
masuk di dalamnya.” Jadinya terjadi kekacauan karena 
beberapa provinsi yang bergabung dengan ARMM sedangkan 
kota yang menjadi ibukota provinsi-provinsi tersebut tidak 
bergabung. MNLF menganggap bahwa pelaksanaan perjanjian 
tersebut tidak fair sehingga berakibat disamping mengundang 
kemarahan sebagian sayap MNLF juga mengundang makin 
tingginya perlawanan MILF. Ketegangan dan kekerasan pun 
kembali meningkat. 

Presiden Fidel V. Ramos yang naik menggantikan Aguino 
pada 1993 mencoba kembali merintis pembicaraan dengan 
MNIF dengan menjanjikan mengembalikan wilayah yang ada 
di dalam PA Tripoli dengan memasukkan klausul terpenting 
pada Final Peace Agreement (FPA) yang ditandatangani di 


Jakarta pada 02 September 1996”, yaitu “the final peace 
2 Carmen A. Abubakar, “SPCPD and Economic Development in SZOPAD,” 126- 


127. 
21 Ketika itu Indonesia menjadi Ketua OKI yang diwakili oleh Ali Alatas, Menteri 


Luar Negeri kala itu. 
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agreement constitutes the full implementation of the Tripoli 
Agreement”. Dengan klausul tersebut, MNLF menganggap 
bahwa perjanjian itu akan mengembalikan pelaksanaan 
perjanjian Tripoli yang original tentang cakupan wilayah 
ARMM meliputi 13 propinsi dan sembilan kota meskipun 
secara bertahap.? Dalam perjanjian ini juga disebutkan 
dibentuknya sebuah institusi transisi bernama SZOPAD 
(Special Zone for Peace and Development) yang meliputi wilayah 
yang diklaim MNLF dalam PA Tripoli tersebut. Selain itu, 
dibentuk juga dua institusi untuk memfasilitasi penguatan 
terhadap SZOPAD, yaitu SPCPD (Southern Philippines 
Councel for Peace and Development) dan Consultative Assembly 
(CA) yang bertugas selama tiga tahun untuk memperkuat 
wilayah-wilayah tersebut untuk kemudian memiliki otonomi 
kemandirian politik regional dengan kekuasaan yang lebih 
besar dan cakupan wilayah lebih luas dari yang ada di dalam 
eksistensi cakupan ARMM ketika itu.“ 

Tidak lama setelah diluncurkan, perjanjian tersebut 
segera mendapatkan tantangan besar baik dari pusat maupun 
dari lokal Mindanao. Tantangan dari pusat adalah keterbatasan 
anggaran yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yakni kantor 
kepresidenan yang mengelola seluruh program-program yang 
sudah disebutkan di atas. Ketika ARMM mengajukan dana 
untuk pelaksanaan program yang meliputi rencana SZOPAD 
dengan wilayah lebih luas dan program yang massif, budget 
itu direduksi secara signifikan atau hanya cukup untuk 
kebutuhan operasional tanpa dana pembangunan. Beberapa 
alasan yang diberikan oleh kantor presiden tentang reduksi 
budget ARMM ketika itu adalah bahwa karena budget pusat 
sudah dialokasikan sebelumnya sehingga ajuan anggaran oleh 


2 Carmen A. Abubakar, “SPCPD and Economic Development in SZOPAD,” 127. 
3 Carmen A. Abubakar, “SPCPD and Economic Development in SZOPAD,” 127. 
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ARMM dan SPCPD tidak bisa dikabulkan keseluruhan. 
Tetapi sebagian orang berpendapat bahwa kendala dana itu 
disebabkan karena krisis ekonomi yang melanda Asia pada 
1997-1998. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hal itu 
disengaja oleh pemerintah pusat dalam hal ini kantor presiden 
untuk menggagalkan MNLF dalam program ARMM. Nur 
Misuari yang waktu itu menjadi Gubernur ARMM termasuk 
yang berpendapat bahwa hal itu merupakan kesengajaan 
untuk menggagalkan program ARMM. 

Tantangan kedua adalah penentangan terhadap 
pembentukan SPCPD itu sendiri justru datang dari terutama 
masyarakat Katolik di Mindanao. Mereka menyuarakan 
ketidak setujuannya baik melalui para pemimpin lokal maupun 
mereka yang menjadi perwakilan di Manila sebagai anggota 
Kongres dan Senator. Di samping itu mereka juga mendapat 
dukungan dari para anggota Kongres dan Senator yang berasal 
dari luar Mindanao. Salah seorang penulis tentang ARMM, 
Carmen Abubakar menyimpulkan, bahwa perjanjian yang 
tertuang dalam naskah FPA Jakarta itu pelaksanaannya terlalu 
tergantung pada pusat—dalam hal ini kantor presiden—di 
mana presiden juga tergantung pada suara mayoritas parlemen 
dan posisi politik presiden itu sendiri. Dalam perjanjian 
tersebut, menurut Abubakar, MNLF sebagai pelaksanan 
ARMM bersifat pasif dan juga tiadanya keterlibatan dan 
bantuan dari luar negeri yang bersifat independen.” 

Ketiga adalah kritik yang muncul dari anggapan 
kurangnya sosialisasi ke tingkat grass-roots sehingga masyarakat 
non-MNLF dan non-Muslim merasa tidak dilibatkan dan 
tidak mempunyai rasa memiliki terhadap program ARMM ini. 


24 Wawancara dengan Nur Misuari pada tanggal 25 Februari 2010. Lihat juga 
Carmen A. Abubakar, “SPCPD and Economic Development in SZOPAD.” 
25 Carmen A. Abubakar, “SPCPD and Economic Development in SZOPAD”, 140. 
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Situasi ini juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak setuju 
untuk menghalangi kesuksesan ARMM dengan membangun 
opini negatif di masyarakat, khususnya masyarakat tingkat 
bawah. Mereka membangun opini publik bahwa program 
ARMM tersebut tidak memiliki efek positif terhadap 
mereka.” Dari aksi ini mulai muncul tuduhan terhadap 
Nur Misuari bahwa dalam pelaksanaan ARMM ini, Misuari 
hanya mengedepankan orang-orang MNLF terdekatnya, 
dengan merekrut bekas kombatan khususya yang berasal dari 
suku Tausug dalam MNLF, suku darimana Misuari berasal. 
Misuari juga dianggap mengabaikan penduduk non-Muslim, 
Katolik maupun Lumad, dan juga suku Maguindanao yang 
merupakan mayoritas di pulau Mindanao. Suku Maguindanao 
adalah mayoritas anggota MILF yang merupakan rival MNLF. 
Dari situasi itu muncul pula ketegangan kesukuan antara suku 
Tausug dan suku Maguindanao” 

Harapan yang melambung dari klausul “the full im- 
plementation of the Tripoli Agreement” dalam FPA yang 
telah mengundang Nur Misuari untuk kembali memimpin 
pelaksanaannya dengan terpilih menjadi Gubernur ARMM 
segera mengalami demoralisasi. 

Sementara itu kemenangan Joseph E. Estrada pada 
Mei 1998 menggantikan Fidel Ramos membawa Filipina ke 
arah strategi “perang total (4ll-out war)” terhadap Mindanao 
khususnya MILF. Bersamaan dengan kemenangannya itu, 
kursi anggota Kongres partai Estrada juga bertambah besaryang 
tentu saja mendukung kebijakan-kebijakannya. Dipicu oleh 
insiden pengambilalihan sebuah balai kota di Kota Kuaswagan 


26 Sylvia Concepcion et. al., “Breaking the Links Between Economic and Conflict 
in Mindanao,” Manila, the “Waging Peace” Conference, Desember 2003, 12-13 (Tidak 
diterbitkan). 

2 Jacgues Bertrand, “Peace and Conflict in the Southern Philippines: Why the 
1996 Peace Agreement is Fragile,” Pacific Affairs 73, no. 1 (Spring 2000), 37-54. 
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di Selatan oleh MILF maka Estrada dengan keamanan ketat 
mengunjungi tempat itu sembari mendeklarasikan all-out 
war menghadapi MILF. Ja memborbardir basis dan pusat 
komando MILF Camp Abu Bakar di pedalaman kota Cobato 
dan berbagai camp tentara the Bangsamoro Islamic Armed 
Forced (BIAF), yaitu pasukan bersenjata milik MILF. Dalam 
waktu yang sama, sejak naik menjadi presiden sesugguhnya 
Estrada telah melakukan intervensi terhadap ARMM dengan 
menyingkirkan orang-orang MNLF dari lembaga itu dengan 
memasukkan orang-orang non-MNILF ke dalamnya terutama 
orang dari pusat. Intervensi Estrada itu menimbulkan 
ketegangan di ARMM maupun di Mindanao pada umumnya. 
Namun, meskipun kebijakan Estrada telah memakan banyak 
korban tetapi situasi itu tidak berlarut karena People Power II 
meruntuhkan kepresidenan mantan bintang film itu karena 
tuduhan skandal korupsi. 

Kemudian naiklah wakil presiden Gloria Macapagal- 
Arroyo sebagai presiden pada 2001. Dilatari oleh konflik 
dengan Estrada, Arroyo segera mendeklarasikan strategi 
sebaliknya, yaitu all-out peace atas Mindanao segera setelah 
ia mengambil alih kursi presiden. Arroyo segera melakukan 
pembicaraan dan menyusun kembali program untuk ARMM 
serta melaksanakan kembali plebisit di wilayah ARMM yang 
lain. Pada saat yang sama jadwal pemilu ARMM semakin 
dekat. Ketidakpuasan terhadap kinerja Nur Misuari menjadi 
alasan bagi pemerintahan Arroyo untuk mengajukan calon lain 
untuk jabatan Gubernur ARMM. Penyingkiran orang-orang 
MNIF sejak Estrada dan niat Arroyo untuk mengajukan 
calon lain untuk Gubernur ARMM, membuat rasa frustrasi 
di kalangan MNLF dan juga Misuari. Situasi itu mendorong 


2 Jacgues Bertrand, “Peace and Conflict in the Southern Philippines,” 13-14. 
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Misuari untuk melakukan aksi pemberontakan yang kemudian 
mengantarkannya ke penjara hingga tahun 2009.? Campur 
tangan Arroyo atas pencalonan Gubernur ARMM pengganti 
Misuari membuat ARMM pada periode berikutnya dibayang- 
bayangi oleh patronase pemerintah pusat.” 

Disisi lain, Arroyo juga berusaha untuk mengembalikan 
kepercayaan Bangsamoro dengan melakukan pembicaraan 
pendahuluan dengan MILF untuk pertama kalinya setelah 
kebijakan all-out war Estrada. Pembicaraan itu sekali lagi 
mengantarkannya ke Tripoli pada 2001 yang menghasilkan 
sebuah perjanjian gencatan senjata dan berjalannya peace talk 
GRP-MILE Keputusan perundingan itu meliputi jaminan 
dan pengembalian keamanan, pembangunan kembali 
daerah-daerah pusat konflik yang rusak akibat kebijakan 
Estrada, dan melanjutkan pembicaraan ancestral domain, 
sebuah bentuk tuntutan otonomi oleh MILF. Poin ancestral 
domain itu kemudian menjadi salah satu bahan pokok proses 
pembicaraan perjanjian damai selanjutnya yang kemudian 
disebut MOA-AD (Memorandum of Agreement on Ancestral 
Domain). Dari perundingan ini, GRP secara resmi mengakui 
keberadaan MILF yang kini diperkirakan memiliki pasukan 
bersenjata BIAF sebanyak 12 ribu personel yang tersebar di 
berbagai camp dan sebagian menyatu dengan masyarakat 
umum. Direktur the Institute for Bangsamoro Studies (IBS) 
yang juga penasehat senior MILF professor Abhoud Lingga 
berpendapat dengan melihat liku-liku pembicaraan damai 
dan otomi antara GRP dengan gerakan Mindanao apakah 


2 Jacgues Bertrand, “Peace and Conflict in the Southern Philippines,” 13-14. 

2 Rainer Werning and Peter Kreuzer, “The Zig-Zag Path from War to Peace: 
Renouncing Pacification in Favour of Peace-Building,” dalam Rainer Werning dan Peter 
Kreuzer, eds. Voices from Moro Land: Perspecitves from Stakeholders and Observers on 
the Conflict in the Southern Philippines (Petaling Jaya-Kuala Lumpur: SRIRD, 2007), 


ix-xxili dan xiii-xiv. 
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itu MNLF maupun MILF, menyatakan bahwa sesungguhnya 
tidak pernah ada kesungguhan dan konsistensi dari pemerintah 
pusat untuk mencari jalan damai dengan memberikan hak 
lebih besar kepada minoirtas Muslim di Mindanao. Setiap 
presiden, lanjutnya, pada awalnya tampak serius kecuali 
Estrada, untuk membangun kepercayaan dan membuka 
pembicaraan perjanjian dengan Bangsamoro. Itu hanya dalih 
ketika para presiden itu dalam keadaan lemah dalam setiap 
awal pemerintahannya. Namun, lanjutnya, mereka akan 
melupakan dan bahkan balik badan ketika mereka mapan dan 
kuat secara politik. Selanjutnya, para presiden itu hanya akan 
mendengarkan apa yang dikatakan oleh mayoritas." 


Keterbukaan menuju Jalan Buntu 

Pada Agustus 2008 Presiden Arroyo mengumumkan 
akan segera ditandatanganinya kesepakatan negosiasi MOA- 
AD atau lengkapnya disebut Memorandum of Agreement on 
the Ancestral Domain Aspect of the GRP-MILF Tripoli on Peace 
of 2001 yang sudah berjalan tiga tahun setengah dihitung dari 
topik itu dibicarakan, dan hampir dua belas tahun dihitung 
dari mulai dirintisnya pembicaraan MILF-GRP sejak 1997. 
Pengumuman ini, misalnya, ditandai dengan disepakatinya 
status dan cakupan wilayah dalam draft MOA-AD oleh 
Tim Panel dari kedua belah pihak dengan apa yang disebut 
Bangsamoro Juridical Entity (BJE) yang, di samping meliputi 
wilayah ARMM yang ada, juga ditambah dengan wilayah 
lain yang mencakup tidak kurang dari 712 barangay (desa), 
meskipun cakupan wilayah itu harus diputuskan melalui 
plebisit. Perlu disebutkan di sini bahwa Tim Panel yang 
berasal dari pemerintah adalah merupakan wakil yang sah 


3! Wawancara pribadi dengan Abhoud Lingga tanggal 14 Februari 2010. 
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dalam pembicaraan tersebut. Draf itu sendiri rencananya akan 
ditandatangani pada 05 Agustus 2008.” 

Tambahan 712 barangay dalam draf tersebut berada di 
bawah provinsi-provinsi meliputi South Cotabato, Palawan, 
Zamboanga City, Sultan Kudarat, North Cotabato, Lanao, 
dan Zamboanga de Sure. Draf perjanjian ini menempatkan 
tanah air Bangsamoro (Bangsamoro Homeland) sebagai bersifat 
otonom dengan basis hukum yang kuat atas kepolisian, 
lembaga keamanan internal (internal security forces) serta 
pendidikan tersendiri. Dasar hukum itu juga memberikan hak 
kepada BJE untuk membentuk institusi sendiri tentang sistem 
perbankan dan finansial dan sejumlah institusi politik lainnya 
serta memiliki otoritas penuh untuk mengelola sumber daya 
alam di dalam wilayah teritori BJE dengan bagi hasil 75-25: 
75Y0 untuk BJE dan 2546 untuk pusat. Pada dua puluh lima 
tahun mendatang wilayah ini akan memiliki kekuasaan penuh 
atas wilayah itu kecuali “foreign affairs, defense, and the 
printing of money”. Dalam draf itu juga disebutkan bahwa 
pada dua puluh lima tahun mendatang bentuk hubungan 
GRP dengan BJE digambarkan sebagai “associative (and) 
characterized by shared authority and responsibility” 

Namun, draf itu segera menunai kritik dan protes, 
terutama dari para politikus yang berasal dari wilayah 
mayoritas Katolik di Mindanao yang akan terkena dampak 


2 Allen Hicken, “The Philippines in 2008: Peace-Building, War-Fighting and 
Crisis Management,” Asian Survey XLIX, no. 1 (January/February 2009), 193-199 dan 
193-195. 

3 Lihat: Allen Hicken, “The Philippines in 2008,”: Astrid S. Tuminez, “The Land 
is Our Land: Moro Ancestral Domain and its Implications for Peace and Development 
in the Southern Philippines,” SAIS Review 27, no. 2 (Summer-Fall 2007), 77-91 dan 85, 
Timothy Williams, 2010, “The MoA-AD Debacle — An Analysis of Individuals Voices, 
Provincial Propaganda and National Interest,” Journal of Current Southeast Asia Affairs 
1 (2010):121-144 dan 128. 

4 Lihat Timothy Williams, “The MoA-AD Debacle,” 124. Lihat juga Soleman M. 
Santos, Jr., “A Critical View of The Supreme Court Decision on the MOA-AD from the 
Perspective of the Mindanao Peace Process,” Philippine Law Journal 84, no. 1 (2009), 
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BJE di luar wilayah ARMM, baik di masyarakat Mindanao 
maupun para senator dan anggota Kongres di Manila. Kritik 
itu antara lain menuduh bahwa pemerintah telah tunduk 
di bawah tuntutan separatis yang akan merusak integritas 
teritorial. Sejak sebelum diumumkan secara resmi rencana 
penandatanganan oleh Presiden Arroyo, pada pertengahan Juli 
2008, telah muncul reaksi terhadap isi dari MOA-AD tersebut, 
terutama dari penguasa wilayah-wiayah yang potensial akan 
terkena perluasan wilayah dari MOA-AD/BJE di luar wilayah 
ARMM. Reaksi keras terutama datang dari seorang yang 
menjadi gubernur tiga kali provinsi North Cotabato dan 
kemudian menjadi wakil gubernur pada periode berikutnya, 
yaitu Emmanuel Pifol. Dia dengan lantang menuntut agar 
draf itu segera dipublikasikan sebelum ditandatangani. 

Sehari kemudian parlemen daerah provinsi yang sama 
mengeluarkan resolusi mendukung usul Pinol dan mendorong 
untuk mengajukan petisi ke Mahkamah Agung (Supreme 
Court, SC) di Manila. Beberapa hari kemudian petisi itu 
dibawa kepada SC untuk meminta dua tuntutan, yaitu (1) 
agar SC melarang pemerintah menandatangani MOA-AD, 
dan (2) membuka kepada publik isi perjanjian atau BJE 
tersebut secara rinci. Dari sini kemudian terjadi pergerakan 
dan mobilisasi massa bersama para penguasa daerah-daerah 
yang potensial terkena perluasan BJE. Dukungan terhadap 
penolakan juga datang dari para politisi Katolik lain di Manila 
seperti senator terkemuka Manuel Roxas.” 

Mobilisasi itu sesungguhnya juga dilatarbelakangi 
oleh kecurigaan dan prejudice tentang Islam di Mindanao. 
Sebagaimana banyak dipublikasikan melalui media maupun 
hasil-hasil riset, Mindanao diekspos merupakan sasaran 


38 Lihat Timothy Williams, “The MoA-AD Debacle,” 125. 


Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai 


terbesar program counter-terrorism Presiden US George W. 
Bush untuk Asia Tenggara paska peristiwa 9/11 2001 di 
New York karena adanya jaringan terorisme internasional 
dan JI (Jamaah Islamiyah). Pin6l misalnya dikutip sebagai 
mengatakan bahwa pembagian pendapatan dari eksplorasi 
sumber daya alam di dalam Homeland Mindanao dalam 
MOA-AD dengan skema 75y60-25Yo akan membahayakan 
perdamaian di Mindanao karena ia akan memberikan dana 
lebih besar untuk pembelian senjata bagi MILF dan terorisme. 
Pinol menyatakan: 


Nobody can deny that the MILE for some time, was 
connected with the JI (Jeemaah Islamiyah) the Al-Oaida. 
What are our fears? (...) With the vast resources that they 
will get from their share of natural resources, i.e., oil, gas, 
whatever, they could buy arms. Whats going to happen to 


us? 37 


Mobilisasi penentangan terhadap penandatangan 
MOA-AD dan desakan terhadap SC untuk melarangnya 
terus terjadi dan makin besar hingga sehari sebelum jadwal 
penandatanganan. Dan pada hari itu juga, 04 Agustus 2008, 
SC mengeluarkan aturan penundaan dengan melarang 
pemerintah untuk menandatangani draf MOA-AD dan 
mensyaratkan pemerintah untuk membuka isi draf MOA- 
AD itu kepada publik secara rinci sampai batas waktu 15 


8 Joseph Chiyong Liow, “Muslim Resistace in Southern Thailand and Southern 
Philippines: Religion, Ideology, and Politics,”” Washington DC, East-West Center 
Washington, 2006, 20-23. Lihat juga Asia Briefing International Crisis Group (ICG), “The 
Philippines: Counter-Insurgency VS. Counter-Terrorism in Mindanao,” 18 Agustus 2008. 

3 Sebuah transkrip dari dialog terbuka yang diterbitkan oleh Institute for Autonomy 
and Governance yang dimuat dalam Autonomy and Peace Review: A Ouarterly Publication 
of the Institute for Autonomy and Governance 4, no. 3 (2008), 32-33. 
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Agustus tahun itu.” Padahal upacara penandatanganan itu 
telah disiapkan dan para pihak telah datang dan siap di Kuala 
Lumpur, tempat penandatanganan itu akan dilakukan esok 
harinya.” Sehari setelah batas akhir publikasi MOA-AD pada 
tanggal 15 Agustus 2008, pemerintah Arroyo mengeluarkan 
pengumuman bahwa pemerintah tidak lagi berkeinginan 
untuk menandatangani MOA-AD dan membatasi tugas Tim 
Panel, dan seandainya pun Tim Panel menandatanganinya 
maka pemerintah tidak akan menjalankannya.” 

Kekerasan pun mulai muncul di beberapa daerah, 
meskipun MILF tampaknya masih menunggu tahap 
selanjutnya dengan menahan diri untuk tidak memobilisasi 
demonstrasi lebih besar.'' Meski demikian mobilisasi dan 
demonstrasi menentang penandatanganan MOA-AD terus 
berlangsung hingga pertengahan Oktober. Dan pada 14 
Oktober 2008, SC benar-benar mengeluarkan keputusan 
bahwa draf MOA-AD dinyatakan sebagai bertentangan 
dengan hukum dan konstitusi Filipina atau “contrary to law 
and the Constitution” dan karena itu, harus dibatalkan.” SC 
mengemukakan tiga alasan dari keputusan “contrary to law 
and constitusional” tersebut. Pertama, tidak adanya cukup 
konsultasi selama proses pembicaraan MOA-AD terhadap 
masyarakat yang akan terkena dampak dari perjanjian 
tersebut sehingga melanggar hak mereka untuk mendapatkan 
informasi. Kedua, tidak adanya jaminan bahwa konsekuensi 
dari isi perjanjian tersebut bagi amandemen konstitusi 
padahal isinya dianggap bertentangan dengan konstitusi 
—— 3 Allen Hicken, “The Philippines in 2008.” 

39 Eliseo “Jun” Mercado, “MOA-AD, Guo Vadis?” Autonomy & Peace Review: A 
Ourterly Publication of the Institue for Autonomy and Governance 4, no. 3 (2008), 9-20. 
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negara Filipina. Ketiga, penetapan sifat hubungan yang 
menggunakan kata-kata “ussociative land| characterized by 
shared authority and responsibility.” Kalimat tersebut, menurut 
penafsiran SC, adalah kata yang biasa digunakan dalam 
perjanjian negara koloni untuk menuju ke merdeka. Karena 
itu akan bertentangan dengan prinsip kesatuan wilayah negara 
Filipina (national inteerit)).8 

MOA-AD sesungguhnya bukanlah sebuah kesepakatan 
final atau Final Peace Agreement yang mencakup keseluruhan, 
tetapi itu adalah tahap yang sangat mendasar dan penting 
mengenai nasib Bangsamoro di Mindanao baik dalam 
serangkaian perjanjian damai MILF-GRP sebelumnya 
maupun di masa depan. Dalam draf itu misalnya ditegaskan 
bahwa “The legitimate grievances of the Bangsamoro people arising 
Jrom any unjust dispossession of their territorial and proprietary 
rights, customary land tenures, or their marginalization” £ 
Dengan demikian, dalam draf tersebut ada pengakuan 
ketertindasan di masa lalu di satu pihak dan upaya rehabilitasi 
yang mendasari draf ini di lain pihak. Sesungguhnya draf 
ini juga telah diantisipasi berdasarkan pengalaman tidak 
mengenakkan atas PA dan FPA MNLF-GRP sebelumnya yang 
mendapatkan tantangan dari Kongres dan masyarakat Katolik 
di Mindanao. Pada saat itu yang sering dipersoalkan adalah 
adanya persyaratan perubahan konstitusi. Maka di dalam 
draf ini tidak dimasukkan adanya persyaratan amandemen 
konstitusi dengan menekankan pada sisi hak-hak minoritas 
yang dijamin oleh hukum internasional dan telah diratifikasi 
oleh hukum Filipina dengan menggunakan konsep ancestral 
domain. Undang-Undang yang sama tentang ancestral domain 


8 Lihat Timothy Williams, “The MoA-AD Debacle,” 128 dan Soleman M. Santos, 
Jr., “A Critical View of The Supreme Court,” 256-270. 
“4 Timothy Williams, “The MoA-AD Debacle,” 123. 
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telah diundangkan dan diberlakukan di Filipina atas indigenous 
peoples dan Lumad.” 

Berbeda dengan MNLF melalui PA dan FPA yang 
menekankan pada otonomi politik, maka MILF menekankan 
pada isi dan kandungan langsung atas otonomi itu sendiri.“ 
Maka, dari sisi MILF, sejak terjadinya perundingan resmi 
di Tripoli pada tahun 2001 telah terjadi transformasi dan 
perubahan sangat jauh dari strategi perlawanan bersenjata dan 
tuntutan merdeka sebelumnya ke jalan perundingan damai 
dan otonomi atau selfdetermintation atas ancestral domain. 
Dalam sebuah wawancara dengan media JIJI Press Jepang 
pada Februari 1999 setelah tertundanya pertemuan dengan 
Presiden Estrada, Salamat Hashim sebagai Chairman MILF 
masih menegaskan bahwa, bagi MILF, “there is no way from 
them (Bangsamoro) to solve the problem except independence. So 
even if we are all die, our ideas will never die” Perubahan 
terjadi ketika tercapainya perjanjian damai Peace Agreement 
di Tripoli pada tahun 2001 dengan perubahan tuntutan 
berupa selfdetermination atas ancestral domain dengan tetap 
menjadi bagian dari negara kesatuan RP. Dengan kata lain, 
MILF telah melepaskan tuntutan merdeka. Namun bagi Haji 
Murad Ibrahim, penggati Salamat Hasyim sebagau Chairman 
MILF bahwa pilihan ini adalah batas toleransi paling ujung. 
Artinya, lanjutnya, MILF tidak akan mengubah lagi atau lebih 
reformis dari pendirian itu sebelum tercapainya perjanjian 
dengan ancestral domain tersebut. 


45 Astrid S. Tuminez, 2007, “The Land is Our Land: Moro Ancestral Domain and 
its Implications for Peace and Development in the Southern Philippines,” SAIS Review 
27, no. 2 (2007), 85. 

“6 Wawancara pribadi dengan Michael Mastura pada tanggal 05 Februari 2010. 

4 Salamat Hashim, Referendum: Peaceful, Civilized, Diplomatic and Democratic 
Means of Solving the Mindanao Conflict (Mindanao: Agency for Youth Affairs, 2002), 
93. 

48 Wawancara pribadi dengan Haji Murad Ibrahim pada tanggal 10 Februari 2010. 
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Menurut Michael Mastura,” mantan professor hukum 
di University of the Philippine, anggota Tim Panel MOA-AD 
dari pihak MILF dan penasehat senior MILF pusat, bahwa 
pihak MILF sangat berhati-hati dalam melakukan negosiasi 
mengingat pengalaman sebelumnya oleh MNLEF MILF 
menekankan pada penguasaan dan pengelolaan sendiri atau self 
determintation pada sumberdaya alam, bumi, laut, dan udara: 
penguasaan dan kemandirian atas budaya dan stuktur politik: 
dan mencegah sejauh mungkin ketergantungan pada dan 
intervensi dari pemerintah pusat.” Ada tiga aspek penting dari 
MOA-AD tersebut, yaitu pertama, tanah. Meskipun mereka 
mendasarkan pada argumen sejarah dari Kesultanan Sulu 
dan Maguindanao yang meliputi seluruh pulau Minadanao 
dan Kepulauan Sulu tetapi mereka realistis bahwa tidak 
mungkin mengklaim seluruh wilayah tersebut sekarang ini 
karena kenyataannya sebagian besar wilayah itu telah berubah 
menjadi mayoritas Katolik, termasuk penguasaan terhadap 
struktur politik. Kedua, dalam perjanjian itu, MILF juga 
hendak memastikan bahwa mereka mengontrol secara penuh 
di samping tanah juga seluruh sumber daya alam di dalamnya 
untuk pengembangan ekonomi dan kemakmuran rakyatnya, 
sehingga aspek itu harus ditegaskan sejak awal. Pengalaman 
FPA ARMM yang sangat tergantung kepada kantor presiden, 
menurut Mastura, yang kemudian macet disebabkan karena 
macetnya pencairan budget anggaran harus dihindari. Ketiga, 
adalah pengelolaan pemerintahan (governance) yang mandiri. 
Dalam kasus AFP, pemerintah pusat bisa ikut campur tangan 
dalam menentukan kepemimpinan dan bahkan staf sehingga 


4? Wawancara pribadi dengan Michael Mastura pada tanggal 05 Februari 2010. 
5 Wawancara pribadi dengan Michael Mastura pada tanggal 05 Februari 2010 dan 
Tumirez, The Land is Our Land, 83-84. 
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membuat ARMM tidak leluasa dan tidak mandiri, dan bahkan 
pada akhirnya menjadi patronase pemerintah pusat.” 

Kandungan yang ada di dalam draf MOA-AD, 
menurut Rudy B. Rodil, mantan anggota Tim Panel dari 
pihak pemerintah Filipina dalam negosiasi MNLF-GRP 
dan professor ahli Lumad, sangat adil mengingat sejarah 
peminggiran dan minoritisasi Bangsamoro. Menurutnya, 
nasib Muslim Mindanao atau Bangsamoro sejajar dengan 
Lumad atau indigenous people sebagai minoritas dan sejarah 
penderitaan dan keterbelakangan kini. Karena itu mereka 
layak mendapatkan apa yang mereka miliki sebagaimana UU 
tentang ancestral domain atas Lumad dan indigenous people. 
Menurut Rodil, “MOA-AD merupakan bagian dari tuntutan 
mereka yang layak”. Abhoud Lingga, salah seorang anggota 
penasehat senior MILF dan juga direktur the Institute for 
Bangsamoro Studies (IBS), menunjukkan bahwa hak self 
determintation bagi Bangsamoro masuk kualifikasi dalam 
berbagai ketentuan PBB meliputi common historical tradition, 
racial or ethnic identity, cultural homogeneity: linguistic unity: 
religious or ideological affinity: territorial connection, and 
common economic life.” Selanjutnya Lingga menegaskan bahwa 
bagi Bangsamoro self-determination adalah, “the essence of the 
Bangsamoro strugele for self-determination is the realization of 
their collective right to freely determine their political status vis- 
d-vis the Republic of the Philippines” 

5! Wawancara pribadi dengan Michael Mastura pada 05 Februari 2010 dan Tumirez, 
The Land is Our Land. 

2 Wawancara pribadi dengan Rudy B. Rodil pada tanggal 16 Februari 2010. 

3 Abhoud Syed M. Lingga, “Bangsamoro Self-Determination,” dalam Rainer 
Werning dan Peter Kreuzer, eds. Voices from Moro Land: Perspecitves from Stakeholders 
and Observers on the Conflict in the Southern Philippines (Petaling Jaya-Kuala Lumpur: 
SRIRD, 2007a), 29-37 dan 32. 


4 Abhoud Syed M. Lingga, “Understanding Right of Self-Determination,” 
Autonomy & Peace Review: A Ourterly Publication of the Institue for Automomy and 
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Dengan demikian, tuntutan Bangsamoro bagi mereka 
sendiri berbasis pada hukum internasional yang dilindungi 
oleh PBB.” Menurut Lingga, pengaitan antara IMLF dan 
Mindanao secara simplistik dengan terorisme yang berkonotasi 
Islam sesungguhnya bersifat post factum, dalam arti setelah 
lahirnya project counter-terrorism dari presiden US George W. 
Bush sebagai respon atas persitiwa 11/9 2001. Mungkin benar, 
sejumlah perorangan dan elemen masyarakat di Mindanao, 
seperti gerakan Abu Sayyaf yang sesungguhnya lebih kompleks 
dari sesederhana jaringan Al-Gaedah dan JI,”5 seperti juga 
di wilayah mayoritas Muslim lain, memiliki hubungan dan 
bahkan kader dari Jl (Jamaah Islamiyah), tetapi ia tidak bisa 
disebut sebagai bagian inheren dari gerakan kemerdekaan dan 
otonomi di Mindanao, baik MNLF, MILF maupun gerakan 
lainnya.” 

Pengaitan MILF dengan aksi terorisme internasional 
beberapa kali disanggah oleh Salamat Hashim sebelum 
meninggalnya. Tetapi pemaksaan Presiden Arroyo atas 
MILF untuk kembali ke meja perundingan dengan ancaman 
pengaitan dan kutukan atas terorisme internasional atau 
Jamaah Islamiyah (JI) memaksa Salamat mengumumkan 
kembali posisi MILF atas terrorisme dan JI. Salamat 
mengatakan bahwa terorisme adalah anathema terhadap Islam 
dan karena itu juga anathema bagi perjuangan Bangsamoro 
dan MILF. Salamat menegaskan: 


“There can be no more strong ground for MILF to 
condemn terrorism that is anathema to the teaching of 
Islam. (...) Conseguently we reject and deny any link with 


5 Wawancara pribadi dengan Abhoud Lingga pada tanggal 12 Februari 2010. 

38 Eduardo F. Ugarte, “The Phenomenon of Kidnapping in the Southern Philippines,” 
South East Asia Research 16, 3 (2008), 293-241. 

3 Lihat Joseph Chiyong Liow, “Muslim Resistace in Southern Thailand and 
Southern Philippines,” dan Laporan ICG, 14 Mei 2008. 
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terrorist organizations or activities in this part of the Asian 
Region, particularly in South Philippines, and elsewhere 
in the world.” 


Di atas semuanya, Timothy Williams, misalnya, 
menyimpulkan bahwa di luar masalah perdebatan hukum dan 
konstitusi dan mobilisasi massa yang merupakan penentangan 
atas rencana MOA-AD, adalah adanya masalah struktural 
di baliknya, yaitu usaha status guo bagi pelaku dan pemilik 
kekuasaan untuk terus mengontrol terhadap wilayah serta 
sumberdaya alam yang ada di dalamnya.” Presiden Arroyo 
sendiri, Williams curiga, tampaknya juga memiliki agendanya 
sendiri dalam mengusung perdamaian dengan MILF, dan 
segera surut langkah ketika melihat reaksi yang keras dari para 
penguasa di Selatan.8' Menurut Santos'', apa yang dilakukan 
oleh SC dalam memutuskan penolakan MOA-AD sebagai 
contrary to law and the Constitution” terhadap draf MOA- 
AD disebabkan karena SC hanya mendengar dari satu pihak 
yang menolak dan mobilisasi massa yang besar dari mereka, 
sembari mengabaikan usul-usul lain dari pihak yang netral 
semisal civil society.”? Alasan tidak adanya jaminan konstitusi 
untuk mendukung MOA-AD oleh SC, menurut Santos, 
tidak relevan. Dan, lanjut Santos, persyaratan pencantuman 
perubahan konstitusi tidak diperlukan jika hal itu tidak 
memungkinkan untuk tercapainya perdamaian, mengingat 
dalam setiap perundingan paska kekerasan dan perang 
diperlukan suatu pemikiran yang “out of the box” yang tidak 


3 Salamat Hashim, We Must Win the Strgulle! (Mindanao: Agency for Youth 
Affairs, 2004), 8-9. 

39 Timothy Williams, “The MoA-AD Debacle,” 137-141. 

S0 Timothy Williams, “The MoA-AD Debacle,” 137-141. 

S! Soleman M. Santos, Jr., “A Critical View of The Supreme Court,” 255-256. 

2 Soleman M. Santos, Jr., “A Critical View of The Supreme Court,” 256. 
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hanya mendasarkan pada struktur hukum nasional dan bahkan 
konstitusi demi tercapainya perdamaian. 

Santos, yang mengklaim mewakili suara hati ahli hukum 
dan praktisi hukum dan sekaligus sebagai seorang hakim, juga 
menunjukkan data cukup rinci bahwa MOA-AD telah cukup 
dikonsultasikan oleh Tim Panel pihak pemerintah sebelumnya 
kepada daerah-daerah yang melakukan protes. Namun, ia 
menegaskan, bahwa, Such local consultations, among any 
others, were conducted by the GRP Peace Panel because there are 
also in line with the comprehensive peace process (...). At the 
same time, the Panel had to respect the inherently confidential 
character and the confidentiality rules of the peace negotiations”. 
Jadi, kerahasiaan beberapa aspek dari MOA-AD itu adalah 
bagian dari karakter sebuah perjanjian damai, dan karena itu, 
menurut Santos, tidak ada yang dilanggar oleh Tim Panel. 

Hingga kini meskipun kedua belah pihak sepakat untuk 
melanjutkan pembicataan damai dan genjatan senjata namun 
belum ada perkembangan yang berarti sementara kekerasan 
terus mengintai. 


B. Patani 

Seperti juga terjadi di Filipina Selatan atau Mindanao, 
demikian juga Muslim Melayu di Thailand Selatan atau 
Patani. Meskipun sebagian mereka pada awalnya tidak 
nyaman bergabung dengan negara kesatuan Kerajaan Thailand 
(waktu itu kerajaan Siam), Muslim Melayu di tiga propinsi 
Thailand Selatan itu sempat memiliki harapan cukup optimis 
atas revolusi atau kudeta 1932. Mereka berharap perubahan 
itu akan membawa mereka lebih sejahtera dan mendapatkan 


63 Lihat Soleman M. Santos, Jr., “A Critical View of The Supreme Court,” 259-266 
dan Timothy Willimas, “The MoA-AD Debale,” 132-133. 
54 Soleman M. Santos, Jr., “A Critical View of The Supreme Court,” 275. 
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kemerdekaan sebagaimana bangsa lain yang telah merdeka 
dari penjajahan. Untuk itu mereka ikut berpartisipasi di 
dalam sistem politik yang dibangun oleh para pelaku kudeta/ 
revolusi pada penyelenggaraan Pemilu pertama setahun setelah 
revolusi. 

Para pelaku kudeta yang mempelopori terbentuknya 
partai politik dengan mendirikan Peoples Party dan kemudian 
menyelenggarakan Pemilu juga mengajak para pemimpin 
Islam di bagian selatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses 
politik tersebut di bawah sistem minarkhi konstitusional. 
Karena pada dasarnya, pemerintahan baru hasil kudeta itu 
memang butuh legitimasi kuat dari segala lapisan masyarakat 
dan seluruh wilayah kerajaan. Sebaliknya, para pemimpin 
Islam menyambut baik ajakan tersebut dan berpartisipasi 
aktif dalam Pemilu. Meskipun hasilnya cukup mengecewakan 
karena hanya satu wakil Islam yang berhasil menembus untuk 
menjadi wakil rakyat atau anggota parlemen di Bangkok 
dari empat provinsi yang mayoritas Muslim di Selatan, 
yaitu provinsi Satun. Sedangkan tiga provinsi lainnya, Yala, 
Narathiwat, dan Patani diwakili oleh Buddhis. 

Meski demikian, hal itu tidak menyebabkan terjadinya 
ketegangan. Komunitas Muslim di Selatan itu masih 
berpartisipasi aktif pada pemilu berikutnya tahun 1937. 
Hasilnya cukup memuaskan karena dari empat provinsi itu, 
tiga di antaranya berhasil mengutus wakil dari kalangan 
Muslim ke Bangkok kecuali Satun, jadi berbalikan dari hasil 
Pemilu sebelumnya. 


68 Surin Pitsuwan, Islam and the Malay Nationalism: A Case Study of the Malay- 
Muslims of Southern Thailand, Disertasi versi Microfilm, Harvard University, 1982 
(Tidak diterbitkan). 

68 Aphornsuvan Thanet, “Origin of Malay Muslim “Separatism” in Southern 
Thailand,” Asia Research Institute 32 (2004). 
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Menurut Aphornsuvan Thanet, pada waktu periode 
awal kemerdekaan hingga pemilu 1937 adalah masa-masa 
hubungan paling harmonis antara kaum Muslim di Selatan 
dengan pemerintah pusat. Perubahan terjadi ketika Perdana 
Menteri terpilih Kolonel Luang Phibul Songkhram hasil 
Pemilu 1937 menerapkan kebijakan nasionalisme chauvinisitik 
dengan memberlakukan kebijakan asimilasi secara paksa 
dengan melarang ciri-ciri budaya lokal setempat. Ke Selatan, 
Phibul melarang pakaian sarung, peci, dan penggunaan bahasa 
Melayu di publik seperti di sekolah dan tempat kerja serta di 
pesantren. Bahkan Phibul juga menutup pengadilan agama 
yang semula berdiri sendiri di luar pengadilan negeri, yang 
telah berlaku sangat lama di bawah Kerajaan Patani Raya.” 

Puncak dari kebijakan asimilasi fasistik itu adalah 
ketika Phibul melakukan penggantian nama dari Kerajaan 
Siam menjadi Kerajaan Thailand pada tahun 1939.58 Akibat 
dari perubahan nama itu adalah penyeragaman secara ekstrim 
terhadap budaya dan tradisi dan bahkan terhadap etnisitas. 
Pemerintah pusat tidak lagi mengakui pluralitas etnis. 
Penduduk yang semula terdiri dari etnis Siam dengan banyak 
sub-etnis lainnya, serta Muslim Melayu, Muslim Siam, dan 
sebagainya menjadi hanya satu etnis yang seragam, yaitu etnis 
Thai. Ketika itu juga dimunculkan julukan Thai Muslim.9 
Surin Pitsuwan menggambarkan pemerintahan Phibul 


S5! Aphornsuvan Thanet, “Origin of Malay Muslim “Separatism” in Southern 
Thailand,” 18-20. 

58 Menurut Chia-anan Samudavanjja, ahli politik dari Chulalongkorn University, 
Phibul hanya butuh rapat kabinet selama 10 menit untuk mengganti nama dari Kerajaan 
Siam menjadi Kerajaan Thailand yang kemudian menelan korban begitu besar dan 
mendalam. Tiga menit terakhir dari 10 menit itu belum mendapatkan dukungan bulat 
dalam rapat itu tetapi hal itu sudah diputuskan. Lihat Chia-anan Samudavanjja, “State- 
Identity Creation, Stat-Building and Civil Society,” dalam Craig J. Reynolds, National 
Identity and Its Defenders Thailand, 1939-1989, Victoria, Monash Paper on Southeast 
Asia No. 25, 1991 (59-85), 62. 

5? Aphornsuvan Thanet, “Origin of Malay Muslim “Separatism” in Southern 


Thailand,” 24-25. 
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sebagai: “... he turned to a leadership theory already practiced by 
the fascist regimes under Hitler and Mussolini: absolute obedience 
to the leader.” 

Menurut seorang penulis Melayu, Abdurrahman 
Dawud Patani, akibat dari kebijakan asimilasi paksa oleh 
Phibul adalah penghapusan etnis Melayu sampai ke akar- 
akarnya. Ia menunjukkan tiga aspek penghapusan tersebut: 


“Menghapus dan menukar kewarganegaraan Melayu 
kepada kewargaan bangsa Siam: 

Menghapuskan keturunan Melayu menjadi asli keturunan 
bangsa Siam, 

Menghapuskan kebudayaan Melayu menjadikan cara 
hidup orang-orang Siam.” 


Dari sini para pemimpin Muslim Melayu di Selatan 
mulai mengadakan perlawanan terhadap pemerintah pusat. 
Penentangan yang makin kuat dari para pemimpin Muslim 
di Selatan terhadap kebijakan ini mendorong Phibul kian 
represif dan bernafsu untuk mengontrol penuh provinsi- 
provinsi mayoritas Muslim di Selatan.” Berbagai kebijakan 
dan peristiwa kekerasan di antara rentang dua pemilu antara 
1937-1944 mulai muncul bibit-bibit ketegangan dan bahkan 
kekerasan. Pada rentang tahun-tahun tersebut dalam konteks 
dunia dan regional sedang terjadi perang Dunia II dan 
Jepang berkuasa di negara-negara sekitar Thailand atau Asia 
Tenggara. Terbuai oleh janji Jepang kepada Phibul bahwa 

70 Surin Pitsuwan, Islam and the Malay Nationalism, 86-88. 

1 Haji Abdurrahman Dawud, Sejarah Negara Pattani Darussalam (kota terbit: 
penerbit, t.t), 80-81. Ejaan dalam kutipan telah disesuikan dari tulisan aslinya Melayu 
Arab (Jawi) namun dengan kata-kata yang sedekat mungkin dalam ekspresi Melayu 
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jika Kerajaan Thailand mendukung Jepang maka Jepang akan 
membantu mengembalikan wilayah yang semula milik Patani 
dan kemudian direbut oleh kolonial Inggris yang kini menjadi 
wilayah Malaysia akan dikembalikan kepada Thailand. 
Wilayah-wilayah tersebut adalah Kelantan, Trengganu, 
Kedah, dan Parlis. Maka Phibul mendukung penuh program 
pemerintah Jepang tentang kesatuan Asia.” 

Akibatnya penentangan terhadap pemerintahan pusat 
meningkat dan mulai terjadi gerakan-gerakan ketidakpuasan 
di masyarakat Patani yang meluas meskipun masih bersifat 
sporadis. Masyarakat Muslim dan pemimpinnya di Selatan 
melakukan protes keras terutama terhadap kebijakan 
penghapusan pengadilan agama. Haji Sulong bin Abdul Kodir, 
misalnya, mengagas berdirinya organisasi pergerakan Islam 
dengan nama Patani Malay Movement (PMM) yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. Organisasi ini tidak secara langsung 
bertujuan dan menuntut merdeka atau memisahkan diri dari 
Kerajaan Thailand melainkan untuk memperkuat tuntutan- 
tuntutan mereka karena tidak ada harapan melalui saluran 
politik resmi.” Pada saat yang sama sedang terjadi persiapan 
Pemilu ketiga tahun 1944. Phibul melakukan pendekatan 
represif untuk mempengaruhi hasil pemilu ketiga dan ingin 
mengembalikan komposisi seperti pada pemilu 1933, dimana 
tiga wilayah mayoritas Muslim yaitu Narathiwat, Patani, dan 
Yala diwakili oleh Buddhis, dan hanya Satun diwakili oleh 
Muslim. Namun pada akhirnya Phibul sendiri harus terpental 
dari kedudukannya sebagai PM pada hasil akhir pemilu 


tersebut.” 


3 Aphornsuvan Thanet, “Origin of Malay Muslim “Separatism” in Southern 
Thailand.” 

4 Aphornsuvan Thanet, “Origin of Malay Muslim “Separatism” in Southern 
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Pemerintahan baru hasil pemilu ketiga tahun 1944 itu 
menunjuk tokoh yang lebih lunak Khuang Aphaiwong sebagai 
Perdana Menteri. Ia menggagas Islamic Patronage Act untuk 
mengembalikan akomodasi terhadap tradisi Islam di Selatan 
sebagai upaya mengurangi resistensi Muslim Melayu akibat 
dari pebijakan Phibul sebelumnya. Khuang juga mengagas 
berdirinya Office for Islamic Affairs atau kantor urusan Islam 
yang juga memiliki kantor pusat di Bangkok untuk melayani 
kebutuhan umat Islam di seluruh Thailand. Resistensi Islam 
pun berkurang. Implikasi dari kebijakan lunak Kuang itu di 
antaranya memperbolehkan hari libur sekolah hari Jumat dan 
menghidupkan kembali pengadilan agama, meskipun tidak 
berdiri sendiri sebagaimana sebelumnya melainkan menjadi 
bagian dari pengadilan umum seksi agama. 

Khuang juga menghapuskan larangan pakaian tradisi 
seperti peci dan sarung. Pemerintah juga mengembalikan 
posisi Chularajmontri, semacam Mufti Islam di Bangkok 
dan mendudukkannya sebagai penasehat raja dalam masalah- 
masalah Islam. Jabatan ini tidak diisi sejak meninggalnya 
Chularajmontri terakhir 1936, dan posisi itu selalu dijabat 
oleh seseorang hingga meninggal dunia.” Bagian dari proses 
patronase tersebut, para pemimpin di Selatan mengajukan 
formula hubungan antara pemerintah pusat dengan tiga 
provinsi di Selatan. Pada saat itulah muncul tokoh Haji 
Sulong, ulama yang kharismatis dan memiliki penguasaan 
Islam yang luas karena tamat dari Universitas Al-Azhar Mesir 
dan Saudi Arabia, yang kemudian menjadi President of the 
Islamic Religious Council untuk tiga wilayah Narathiwat, Yala, 
dan Patani.” 


7 Aphornsuvan Thanet, “Origin of Malay Muslim “Separatism” in Southern 
Thailand,” 28-29. 

7 Kini di samping ada seksi Islam di dalam pengadilan negeri juga didirikan 
Majelis Agama Islam yang lebih sebagai fasilitasi dalam pencatatan pernikahan, cerai, 
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Mereka menyusun petisi untuk disampaikan kepada 
Perdana Menteri dengan tujuh tuntutan: 


I. The appointment of a high commissioner to govern the 
Greater Patani Region with full authority to dismiss, 
suspend, or replace all government officials working in 
the area, the individual must be elected by the people in 
geneal election held for that specific purpose, 

2. Eighty percent of government servants in the four 
provinces to be Muslims: 

3. Malay and Siamese to be official languages: 

4. Malay shall be taught in primary schools: 

Muslim law shall be applied in the region with separate 

Islamic courts independent from the governments 


Ka 


judicial system, 

6. All revenues collected in the region shall only be expended 
Jor the welfare of the people in the region, 

Z. The Provincial Islamic Council shall be given full 
authority over Islamic legislation on all Muslim afjairs 
and Malay culture under the supreme authority of the 
high commissioner referred to in No. 1.” 


rujuk, dan pewarisan (ahwalus syahsiyah/NTCR) di semua wilayah. Lembaga ini 
sesungguhnya meskipun bekerja di bawah Undang-Undang negara namun dikelola lebih 
sebagai swasta semacam NGO. Pencatatannya itu sendiri menjadi dokumen negara dan 
diakui keabsahannya, jika terjadi sengketa maka akan dibawa ke Pengadilan Negeri seksi 
Islam. Menurut seorang pejabat Majelis Agama Islam di Provinsi Yala, dari budget rutin 
(anggaran rutin) 5 juta bath yang dibutuhkan lembaga itu setiap tahun, hanya ada bantuan 
dari pemerintah sebesar 200 ribu bath, dan penyediaan gedung yang sangat sederhana 
untuk ukuran Majelis Agama tingkat provinsi. Kebutuhan sisanya didapat dari donatur 
dan zakat, sodagoh dll. Kebijakan dalam bidang agama inilah yang dia katakan sebagai 
diskriminasi dan ketidakadilan pemerintah Thailand dalam memperlakukan Melayu 
Muslim (Muslim Melayu) di Selatan (Wawancara pribadi dengan seorang pejabat teras 
Majelis Agama Islam Provinsi Yala, 20 Agustus 2009). 

3 Teks tersebut diambil langsung dari disertasi Surin Pitsuwan, /slam and the 


Malay Nationalism, 152. 
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Dari tujuh tuntutan tersebut, tidak ada satu pun 
tuntutan untuk merdeka atau memisahkan diri, karena 
tampaknya mereka masih berharap akan ada negosiasi yang 
memungkinkan mereka mencapai kompromi dengan hak- 
hak tertentu yang bisa dicapai oleh Muslim di tiga provinsi 
tersebut. Dan pada saat itu pemerintah pusat membuka 
dialog dan pendekatan persuasif terhadap tuntutan umat 
Islam di Selatan. Tujuh tuntutan itu lebih mendekati sebagai 
daerah otonomi atau selfdetermination. Misalnya mereka 
menuntut pemilihan gubernur secara langsung mengingat 
selama ini gubernur ditunjuk langsung oleh Perdana Menteri 
dan lebih sering berasal dari Buddhis non-Melayu dan tidak 
mengerti bahasa Melayu. Mereka juga menuntut rekrutmen 
pegawai negeri 8090 dari Muslim Melayu atau pribumi di 
tiga provinsi tersebut karena selama ini pegawai negeri lebih 
banyak diambilkan dari daerah lain yang seringkali tidak 
bisa berbahasa Melayu dan memandang rendah terhadap 
penduduk Muslim Melayu. 

Mereka juga menuntut agar penggunaan pajak untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat lokal, karena selama ini 
hasil pajak dibawa ke pusat dan hanya sedikit dikembalikan 
ke daerah. Daerah selatan adalah daerah yang sangat subur 
dan makmur, sementara rakyatnya sangat miskin. Tuntutan 
lainnya adalah agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa 
resmi di sekolah dan tempat kerja berdampingan dengan 
bahasa Thai, serta dikembalikannya pengadilan agama yang 
mandiri dan bukan hanya bagian dari pengadilan umum seksi 
agama.” Namun, sebelum terjadi kesepakatan dalam negosiasi 
antara masyarakat dan perwakilan Selatan yang dipimpin 
oleh Haji Sulong dengan pemerintah pusat itu, maka buru- 


7 Aphornsuvan Thanet, “Origin of Melayu Muslim “Separatism” in Southern 


Thailand,” 24-25. 
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buru terjadi kudeta lagi pada 1947. Kudeta itu mengantarkan 
kembali Phibul Songkram sebagai Perdana Menteri. 
Phibul segera menerapkan pemerinrahan represif dengan 
mengefektifkan pemerintahan militer dan dihapuskannya 
partai-partai politik. Kapada komunitas Muslim di Selatan 
Phibul menerapkan kembali kebijakan nasionalisme fasistik 
yang lebih ekstrim dengan melakukan penyeragaman massal 
dan melarang secara resmi terhadap sarung, peci, libur hari 
Jumat. Phibul juga melarang penggunaan bahasa Melayu di 
publik seperti di sekolah, tempat kerja, dan pesantren. Phibul 
juga mewajibkan pesantren yang ciri khas bagi masyarakat 
Selatan untuk menyesuaikan dengan kebijakan penyeragaman 
pendidikan pemerintah pusat seperti sitem pendidikan dan 
kurikulum. Kebijakan Phibul tersebut juga menjadikan 
Chularajmontri atau Mufti Islam di Bangkok melarikan 
diri ke Kelantan karena ancaman. Hanya saja Phibul tidak 
menutup kembali pengadilan agama yang menjadi bagian 
dari pengadilan umum. Dengan penindasan dan kekerasan 
itu, tampaknya tidak ada pilihan lain bagi Muslim Melayu di 
ketiga provinsi itu kecuali melakukan perlawanan. 

Haji Sulong meneruskan mobilisasi massa untuk 
menuntut tujuh tuntutan tersebut. Akibatnya Haji Sulong dan 
kawan-kawannya ditangkap oleh polisi pada 16 Januari 1948 
dan dipenjarakan sampai 1952 tanpa proses pengadilan. Pada 
saat yang sama Phibul memberlakukan keadaan darurat. Maka 
perlawanan dari masyarakat Muslim di Selatan kian meluas 
dan terjadi konsolidasi yang kian kuat meski bersifat under- 
ground. Pada tahun 1948 sebagian pemimpin perlawanan 
yang terpaksa harus melarikan diri ke wilayah Malaya atau 
Malaysia sekarang juga mendirikan organisasi perlawanan 
dengan mendirikan organisasi League of Malays of Greater 
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Patani (Gabungan Melayu Patani Raya atau GAMPAR). Salah 
satu tuntutan GAMPAR adalah provinsi-provinsi mayoritas 
Muslim di perbatasan dengan Malaysia bergabung ke dalam 
Malaya Islamic State, termasuk kawasan yang kini menjadi 
Federasi Malaysia.“ Mereka bahkan sempat mengajukan 
petisi tersebut kepada PBB.8' Menanggapi tuntutan tersebut 
dan juga gejolak di dalam negeri, pemerintah pusat di bawah 
Phibul meresponnya semakin keras. Puncaknya adalah 
terjadinya peristiwa yang disebut “Duson Nyor” 26 April 
194882 mengiringi ditangkapnya Haji Sulong dan kawan- 
kawannya, yang menimbulkan korban kematian di kedua 
belah pihak. Lebih dari 100 rakyat sipil terbunuh dan 
beberapa polisi terluka. Peristiwa itu adalah pembantaian oleh 
polisi terhadap masyarakat Muslim yang sedang melaksanakan 
upacara keagamaan di Dusun Nyor yang dicurigai sebagai 
akan mengadakan pemberontakan. Peristiwa itu menjadi 
tonggak bagi perlawanan-perlawanan Muslim di Selatan 
berikutnya. Pemerintah pusat dengan berbagai cara melakukan 
penindasan serta menuduh dan memojokkannya sebagai 
“gerakan komunis” dan “bandit”. Para pemimpin Muslim 
oleh pemerintah disamakan dengan kalangan komunis dan 
jaringan obat terlarang yang memang memanfaatkan situasi 


perbatasan dengan Malaysia yang sangat rawan." 


£0 Lihat Aphornsuvan Thanet, “Origin of Malay Muslim “Separatism” in Southern 
Thailand,” 24-25 dan Jeff Upward, “Insurgency in Southern Thailand: The Cause of 
Conflict and the Perception of Threat,” November 2006, 8, http://www.ballarat.edu.au/ard/ 
bssh/school/ capstone/Jeff/”620upward.pdf (diakses melalui hardcopy dari perpustakaan 
Chulalongkorn University No. 72072). 

$! Carlyle A. Thayer, “Insurgency in Southern Thailand: Literature Review,” 2007, 
http://www.scribd.com/doc/17965033/Thayer-Insurgency-in-Southern-Thailand (diakses 
tanggal 08 Januari 2011). 

$2 Pemerintah pusat menyebut kekerasan itu sebagai “pemberontakan Duson Nyor,” 
sementara masyarakat Melayu Muslim di Selatan menyebutnya sebagai “kebangkitan 
Duson Nyor.” 

$ Jeff Upward, “Insurgency in Southern Thailand,” 83. 
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Pada saat yang sama pemerintah pusat melakukan 
rekrutmen pegawai negeri dan pegawai swasta dari daerah 
lain ke ketiga propinsi tersebut dengan alasan politis. Akibat 
lanjutnya, terjadi kesenjangan ekonomi politik dan lapangan 
kerja. Sebagian besar pegawai negeri, politisi, dan birokrat 
di Selatan tidak bisa berbahasa Melayu karena berasal dari 
daerah lain sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan rakyat 
di daerah itu secara baik.“ Pemerintah juga melakukan 
diskriminasi dalam kesempatan kenaikan pangkat dan 
posisi-posisi strategis di berbagai jenjang jabatan birokrasi, 
kepolisian, dan tentara terhadap Muslim Melayu.” Seorang 
informan menyebutkan bahwa tiga provinsi itu sesungguhnya 
tempat pembuangan bagi para pejabat yang buruk dan 
terlibat berbagai pelanggaran di tempat lain atau di pusat 
hingga kini. Di sisi lain daerah Selatan itu juga sebagai tempat 
untuk para perwira dan jenderal tentara untuk naik pangkat 
dengan berbagai cara, sebagaimana daerah konflik lainnya." 
Kesenjangan dan kemiskinan yang semakin besar membuat 
perlawanan juga semakin tinggi.” 

Tahun 1952 Haji Sulong dilepaskan dari penjara 
tanpa proses pengadilan dan dengan itu kembali memberikan 
semangat perlawanan karena pemerintah pusat juga tidak 
mengendorkan kontrol dan represi terhadap masyarakat di 
tiga provinsi tersebut. Wibawa Haji Sulong yang makin tinggi 

"8 Jeff Upward, “Insurgency in Southern Thailand”, 83. 

$$ Wawancara pribadi pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan seorang mantan 
Mayor Polisi, Tengku Arifin Bin Tengku Chik (55) yang selama 20 tahun bekerja sebagai 
polisi perbatasan Thailand-Malaysia. Ia merasa bahwa pemerintah Thailand tidak adil 
dan diskriminatif dalam memberikan kesempatan kepada orang-orang Thailand Selatan 
dengan Thai lainnya dalam karir dan kesempatan bekerja. Ia kemudian meninggalkan 
jabatan ini dan pensiun dini dengan mempelopori berdirinya yayasan YAKIST untukk 
mempromosikan bahsa Melayu dan hak-hak kultural bagi Muslim Melayu di tiga provinsi 
tersebut. Hasil wawancara ini dibenarkan oleh sejumlah informan lain. 

$8 Wawancara pribadi dengan Ahmad Somboong Bualuang, seorang aktivis per- 


damaian di Patani pada tanggal 28 Agustus 2009. 
$7 Daniel J. Pojar Jr., “Lessons Not Learned,” 32-36 
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dan banyaknya pengikut menimbulkan kekuatiran bagi 
pemerintah pusat. Maka pada 1954 Haji Sulong diculik orang 
tidak dikenal yang diduga polisi rahasia dan tidak ditemukan 
mayatnya hingga sekarang. Seorang informan menyatakan 
bahwa mayatnya dibuang ke sungai dengan helikopter dan 
belum ada yang menemukan hingga kini." 

Di bawah tekanan dan represi yang keras dan tanpa 
dialog membuat mereka tidak memiliki kesempatan untuk 
membangun organisasi yang kuat dan bahkan tidak ada 
negosiasi. Kekuasaan Phibul sendiri berlangsung hingga 
kudeta oleh Sarit Thanarat pada 1958 yang kemudian 
menjadi Perdana Menteri. Setahun sebelum terjadinya kudeta 
tersebut sesungguhnya Phibul Songkram merencanakan 
untuk menyelenggarakan Pemilu sehingga ia menghidupkan 
kembali partai-partai politik untuk mengambil simpati rakyat 
dalam persiapan menjelang pemilu yang ia matikan pada tahun 
1947. Tetapi sebelum pemilu dilaksanakan, Phibul keburu 
dikudeta oleh Sarit. Begitu naik menjadi Perdana Menteri, 
Sarit kembali membubarkan partai-partai yang baru setahun 
dihidupkan oleh Phibul, dan Sarit menerapkan nasionalisme 
sempit seperti yang dilakukan Phibul pada awal kekuasaannya. 
Sarit bahkan menyatakan Konstitusi tidak berlaku sembari 
memberlakukan Martial Law atau hukum darurat perang di 
bawah kekuasaan militer. Memang pada saat itu, sebagaimana 
di negara-negara tetangga yang lain, gerakan komunisme 
sedang tumbuh. Sarit tampaknya menyamaratakan antara 
gerakan Muslim Melayu, gerakan Komunis, dan pedagang 
obat-obat terlarang di perbatasan Malaysia Thailand yang kuat 


$$ Informasi ini didapat dari aktivis separatis yang kini tinggal di Malaysia yang 
keberatan disebut namanya (Wawancara dilakukan di Kuala Lumpur pada tanggal 24 


Desember 2009). 
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ketika itu, sehingga pemerintah Thailand menyebut mereka 
. « .» « 23 89 
semua perlawanan sebagai “komunis” dan “bandit”. 
Kepada daerah mayoritas Muslim di bagian Selatan, 
Sarit lebih keras dengan mengontrol pesantren dan madrasah. 
Mereka dipaksa untuk menyesuaikan dengan kurikulum 
pemerintah serta menghapuskan elemen-elemen yang 
dianggap penting bagi pesantren atau Muslim tradisional.” 
Maka Muslim Melayu di Selatan mulai sadar perlunya 
organisasi perlawanan, meskipun organisasi-organisasi itu 
selalu bersifat under-ground dan tidak pernah diakui maupun 
diajak bicara atau negosiasi oleh pemerintah pusat secara 
resmi. Pada 1959, misalnya, muncul organisasi separatis The 
National Front for Patani Freedom (BNP-Barisan Nasional 
Pembebasan Patani) atau disebut juga Patani National 
Liberation Front yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalal. 
Organisasi ini membentuk pasukan gerilya untuk melawan 
Tentara Nasional Thailand yang ditugaskan di Selatan. Pada 
1960 muncul pula organisasi lain Barisan Revolusi National 
(BRN-Barisan Revolusi National yang didirikan oleh Abdul 
Karim Hasan. Ia lebih menekankan pada segi agama tetapi 
lebih dekat dengan aspirasi komunis. Karena lebih dekat 
dengan rakyat, maka tampaknya lebih kuat pengaruhnya 
terhadap rakyat grass-roots. 
Pada tahun 1968 juga berdiri The Patani United 
Liberation Organization (PULO) yang paling terkenal di 
8? Julukan “Bandit” sudah digunakan sejak penjajahan Inggris untuk memberikan 
julukan penghinaan bagi orang Islam di daerah bekas Kerajaan Patani. Di masa 
penjajahan, julukan itu tumpang tindih dengan para penjual obat terlarang, pemabuk, dan 
penjudi beretnis China di wilayah itu. Sedangkan di tahun 1950-an —1970-an julukan itu 
tumpang tindih atau sengaja dibaurkan dengan Komunisme yang juga diarahkan pada 
Melayu Muslim terutama para pejuang separatis yang layak ditumpas dengan senjata oleh 
pemerintah Kerajaan Thailand (Lihat Ukrist Pathmanand, “Thaksin's Achilles” Hell: The 
Failure of Hawkish Approaches in the Thai South,” dalam Duncan McCargo, Rethinking 
Thailand 8 Southern Violence (Singapura: NUS, 2007), 69-88 dan Willard A. Hanna, 
1965, “Paninsular Thailand: The Thai Muslim Centers of Pattani and Yala”, Reports 


Service Bagian V, 1965, 1-2) 
“ Carlyle A. Thayer, “Insurgency in Southern Thailand.” 
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antara organisasi lain dan paling luas didukung oleh grass- 
root dan berumur lebih lama. PULO dipimpin Kabir Abdul 
Rahman, seorang yang menguasai ilmu agama tetapi juga 
seorang intelektual. Tetapi kemudian muncul organisasi lain 
yang mendeklarasikan sebagai New PULO pada tahun 1995 
yang didirikan oleh Aerong Mooreng dan Haji Abdul Rahman 
sebagai pecahan dari PULO. Meskipun tidak didukung secara 
meluas di masyarakat, tetapi anggota organisasi New PULO 
ini sangat militan dan salah satu ciri khasnya adalah lebih keras 
dan tidak segan menggunakan kekerasan dan pengeboman 
secara sporadis. Di tahun yang sama juga muncul organisasi 
Gerakan Mujahideen Islam Patani (GMIP) yang melakukan 
gerilya.” Pada 1987, ada usaha untuk menyatukan gerakan- 
gerakan yang terpecah-belah itu untuk bekerja sama yang 
kemudian muncul nama secara resmi pada 1991, yaitu The 
United Front for the Independence of Patani (Bersatu).” 

Namun, pemerintah pusat tidak pernah mengakui 
dan memberi kesempatan secara tebuka dan formal kepada 
gerakan-gerakan dan organisasi tersebut untuk melakukan 
pembicaraan dan negosiasi. Semua pembicaraan dan negosiasi 
dengan pemerintah pusat yang pernah dilakukan, menurut 
seorang informan ahli politik di Selatan, dilakukan secara 
informal dan bersifat rahasia.” 


Keterbukaan yang Berujung Kembalinya Militer 

Bagi sebagian besar penduduk Thailand Selatan, tahun 
2003-2004 adalah tahun yang penuh gejolak. Penindasan, 
diskriminasi, dan kekerasan memang terus berlangsung 


?! Lihat Daniel J. Pojar Jr., “Lessons Not Learned,” 45-55. Lihat juga Duncan 
McCargo, Tearing Apart The Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand 
(Singapura: NUS Press, 2009), 45-47. 

? Carlyle A. Thayer, “Insurgency in Southern Thailand”. 

? Wawancara pribadi dengan Ahmad Somboong Bualuang pada tanggal 06 


Agustus 2009. 
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di daerah itu, tetapi dua tahun itu adalah sebuah eskalasi 
kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 
daftar McDuncon,” ICG,” dan juga data yang diberikan 
oleh sebuah rekomendasi dari Komisi Rekonsiliasi Nasional 
(NRC-National Reconciliation Commission),” menunjukkan 
eskalasi tersebut. Selama tahun 2003 terjadi berbagai 
kekerasan yang menyolok di antaranya yang paling menonjol 
adalah penyerangan terhadap polisi patroli perbatasan dengan 
Malaysia 26 April dan 03 Juli 2003, lima polisi dan satu 
sipil mati dalam suatu penyerangan terhadap check point 
keamanan. 

Sementara tahun 2004 adalah puncak kekerasan. Tiga 
peristiwa yang terkenal adalah 04 Januari berupa penyerangan 
skala besar oleh kelompok insurgen di basis militer di Joh- 
Ai-Rong disertai pencurian senjata di gudang militer, 28 
April berupa penyerangan secara simultan di berbagai check 
point pengamanan yang berpuncak pada penembakan oleh 
polisi terhadap kaum insurgen yang berada di dalam masjid 
Kru-Ze. Masjid Kru-Ze adalah masjid yang bagi Muslim di 
Patani sebagai masjid bersejarah berkaitan dengan masuknya 
Islam di Kerajaan Patani. Penyerangan itu berakhir dengan 
kematian 105 kelompok insurgen di dalam masjid dan lima 
orang keamanan serta satu orang sipil. 


“4 Lihat Duncan McCargo, Tearing Apart The Land, viii-1. Berbagai analisis 
termasuk oleh McCargo menunjukkan keterlibatan kelompok militer sendiri dalam 
berbagai kekerasan tersebut disebabkan karena peralihan tanggungjawab keamanan 
daerah Selatan dari tangan militer yang sudah sangat lama mapan ke tangan polisi oleh 
pemerintahan di bawah PM Thaksin Shinawatra. Meski demikian, tampaknya kaum 
insurgen dan separatis memiliki rencana dan agendanya sendiri. 

?' Asia Briefing International Crisis Group, 2005, “Thailand: Emergeny Decree Is 
Not Solution,” 18 Mei 2005, 12-35. 

” Lihat Report of the National Reconciliation Commission (NRC), 2006, 
“Overcoming Violence Through the Power of Reconcilition”, 16 Mei, 9-10. Lihat juga 
laporan riset Chaiwat Satha-Anand, ed. 2009, Imagined Land? The State and the Southern 
Violence in Thailand, Bangkok: Research for Languages and Cultures of Asia and Africa 


(ILCAA). 
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Peristiwa itu kemudian disusul 25 Oktober dengan 
demonstrasi besar di kota distrik Tak Bae, provinsi Narathiwat 
yang menuntut agar teman mereka yang ditahan dibebaskan. 
Namun polisi menembak secara membabi-buta terhadap 
barisan demonstran di jalanan itu yang mengakibatkan tujuh 
demonstran tewas, disusul kemudian 78 orang demonstran 
mati mengenaskan di atas truk dalam perjalanan menuju 
tahanan. Respon pemerintah pusat juga tidak kalah kerasnya. 
Pada 12 Maret 2004, misalnya, dicatat sebagai salah satu 
hari gelap bagi warga Muslim-Melayu di Thailand Selatan 
mengiringi kekerasan di daerah itu yang bergelombang sejak 
awal 2003. Hari itu adalah hari hilangnya—karena diculik— 
Mr. Somchai Neelapaijit, seorang lawyer pembela korban- 
korban penculikan, penahanan dan mereka yang dituduh 
terlibat terorisme di Thailand Selatan secara gratis (pro bono). 
Meskipun ia tinggal dan berasal dari Bangkok dan bukan 
Muslim-Melayu melainkan Muslim-Thai, tetapi kegigihannya 
membela korban kriminalisasi aktivis politik dan tertuduh 
terorisme di Thailand Selatan banyak diakui.” 

Semua peristiwa itu membuat pemerintah pusat makin 
ketat mengawasi rakyat di Selatan dengan diterbitkannya 
Emergency Degree (ED) di mana aparat negara bisa menahan 
30 kali 24 jam siapa saja yang dicurigai tanpa bukti awal. 
Peraturan ini melengkapi Martial Law (ML) yang sudah 
berlaku sebelumnya yang masih berlaku di mana aparat 
bisa menahan mereka selama 7 x 24 jam tanpa bukti awal. 
Jadi keseluruhannya aparat bisa menangkap siapa saja yang 
dicurigai selama 37 hari tanpa bukti yang cukup.” Di 
samping itu, akibat dari berbagai kejadian ini, semua hukum 
—— 9 Lihat www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd thailand/hrd thailand neelapha- 


ijit.asp (akses tanggal 25 Agustus 2009). 
”8 Wawancara pribadi pada tanggal 14 Agustus 2009 dengan Dr. Srisombop 


Jitpiromsri. 
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dan aturan baru tersebut, kini kembali ke tangan militer 
yang sebelumnya telah pindah ke tangan polisi di bawah 
pemerintahan PM Thaksin Shinawatra. Tetapi hampir semua 
informan menuturkan kepada penulis bahwa semua peristiwa 
itu lebih banyak hikmahnya ketimbang madharat-nya. 
Yaitu, pemerintah pusat Thailand dan dunia internasional, 
khususnya kawasan Nusantara, menjadi membuka mata 
bahwa di Thailand Selatan masih terjadi penindasan dan 
diskriminasi.” 

Meskipun sebagian mereka tidak sepakat dengan cara 
kekerasan yang membabi buta oleh kelompok insurgen, tetapi 
mereka menghormati strategi kalompok insurgen dan separatis 
yang dengan gigih terus memperjuangkan aspirasi dengan cara 
mereka. Pada kenyataanya, sejak itu pemerintah pusat memang 
tampak lebih memberikan perhatian dalam hal anggaran dan 
hak kultural seperti kelonggaran untuk memberikan pelajaran 
bahasa Malayu dan tulisan Jawi di sekolah-sekolah khususnya 
di pondok atau pesantren, meskipun secara resmi belum 
ada payung hukum secara khusus untuk hal tersebut. Bagi 
sebagian mereka keadaan itu sudah cukup untuk membuat 
mereka berinisiatif lebih banyak untuk memperkuat diri. 

Keterbukaan ini memang bisa dilacak sejak desakan 
yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa anti militer pada 
awal 1990-an yang berhasil memaksakan perubahan drastis 
itu cukup membawa sedikit harapan bagi sebagian Muslim 
Melayu di Selatan. Pada pemilu pertama paska perubahan pada 
tahun 1991, terjadi perubahan konstitusi yang memberikan 
hak kepada minoritas untuk menggunakan bahasanya sendiri 
secara publik meskipun tidak resmi seperti di sekolah dan 


9 Menurut sebagian besar informan yang diwawancarai, sebelum peristiwa ter- 
sebut, hampir tidak ada perkembangan perlakuan pemerintah pusat terhadap Melayu 
Muslim di Selatan dan tidak ada pula perhatian dunia internasional dan bahkan regional 
seperti ASEAN kepada mereka, termasuk masyarakat Muslim di kawasan ini. 
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tempat kerja, dan lebih terbuka terhadap perbedaan sejak 
kebijakan asimilasi yang dipaksakan ke seluruh Thailand akhir 
1940-an.'” Pada pemilu setahun kemudian terdapat empat 
orang Muslim Melayu yang berhasil menjadi anggota parlemen 
dari partai pemenang pemilu, Partai Demokrat. Tetapi dalam 
waktu yang sama represi terhadap gerak-gerik tuntutan 
kemandirian dan kemerdekaan tetap berlangsung. '"' 

Pada saat yang sama sedang berlangsung perang di Timur 
Tengah antara Amerika dan pasukan koalisi dengan Saddam 
Hussein di Irak yang menganeksasi Kuwait. Gerakan-gerakan 
pendukung Saddam Hussein muncul di Selatan, dan itu 
menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk terus melakukan 
represi terhadap gerakan di Selatan yang dianggap sebagai 
separatis.!?? Sama seperti terjadi di Mindanao, paska tragedi 
9/11 2001 dan pengaruh dari strategi counter-terrorism dari 
Presiden AS George W. Bush juga berimbas ke Patani. Thaksin 
terlibat di dalam aliansi Bush tersebut dan berimbas pada 
persepsi dan penanganan terhadap insurgensi di Patani. Takshin 
berkali-kali menyebut kelompok insurgen sebagai bagian dari 
terorisme dan bandit. Semua itu mempengaruhi kebijakan 
pemerintah pusat terhadap selatan yang cenderung represif dan 
prejudice.' Meski tidak bisa dipungkiri kemungkinan adanya 
jaringan JI di Patani, tetapi terlalu naif untuk mengaitkan 
keseluruhan gerakan insurgensi dan separatisme di Patani 


sebagai bagian inheren dari terorisme.'” 


'00f ihathttp://indonesia.faithfreedom.org/forum/kronologi-jihad-di-thailand-t2563 
(akses tanggal 08 Januari 2011). 

11 Lihathttp://indonesia.faithfreedom.org/forum/kronologi-jihad-di-thailand-t2563 
(akses tanggal 08 Januari 2011). 

'02T ihathttp://indonesia.faithfreedom.org/forum/kronologi-jihad-di-thailand-t2563 
(akses tanggal 08 Januari 2011). 
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18 Lihat Laporan International Crisis Group (ICG), 2005, “Southern Thailand: 


Insurgency, Not Jihad,” 18 Mei 2005. 
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Namun tidak pelak lagi bahwa berbagai peristiwa 
kekerasan 2003-2004 yang mendapat perhatian secara 
regional dan internasional membuat pemerintah tidak bisa 
berlaku sebagaimana sebelumnya: represif. Jenderal Surayud 
Chulanont yang memimpin kudeta atas Thaksin 2006, 
misalnya, merupakan seorang Muslim yang berusaha untuk 
melakukan dialog relatif terbuka terhadap penduduk di Selatan 
meskipun kemudian dikritik sebagai mengingkari janji untuk 
merealisasikan rekomendasi-rekomendasi dari tim NRC yang 
dianggap sebagai langkah rekonsiliasi paling strategis dan 
komprehensif. Apalagi kemudian ia digantikan oleh perdana 
menteri sipil yang terus diganggu secara politik sehigga 
melupakan penyelesaian dan pembicaraan perkembangan di 
Selatan? 

Perubahan konstitusi juga terus terjadi setiap lima 
tahun di antaranya pada tahun 2002 dan 2007 yang cukup 
siginifikan, antara lain di samping secara eksplisit disebut 
tentang desentralisasi juga memungkinkan pemimpin sipil 
untuk tampil sebagai pemimpin nasional. Kesempatan bagi 
sipil untuk menjadi pemimpin telah memberi kesempatan 
kepada Thaksin Shinawatra menjadi PM, meskipun berakhir 
dengan tragis dan berujung pada kembalinya militer ke 
tampuk kekuasaan atau setidaknya menjadi backing dari 
penguasa yang ada sekarang. Sedangkan desentralisasi, 
meskipun tercantum secara eskplisit di dalam konstitusi 
2007 tetapi tidak berjalan mulus. Hingga kini desentralisasi 
dengan pemilihan langsung gubernur baru dilaksanakan 
di dua propinsi, yaitu di Bangkok dan Pattaya yang masih 
dekat dengan ibukota negara. Sedangkan di propinsi lain 


105 Wawacara pribadi pada tanggal 28 September 2009 dengan Professor Anand 
Chaiwat Satha-Anand, peneliti senior tentang perdamaian di Thailand Selatan, Thammasat 


University Bangkok. 
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gubernur masih ditunjuk oleh PM. Karena itu, perubahan- 
perubahan tersebut tampaknya tidak banyak memberikan 
implikasi yang cukup esensial terhadap status dan kedudukan 
Thailand Selatan atau Muslim-Melayu sesuai harapan mereka. 
Pembentukan NRC (National Reconciliation Commission) 
oleh PM Thaksin Shinawatra paska rangkaian kerusuhan 
tragedi April 2004 yang melibatkan para intelektual, NGO, 
dan agamawan meskipun produk dan rekomendasinya dinilai 
sangat komprehensif namun tidak ada tindak lanjut cukup 
serius. Janji-janji manis PM Surayud dianggap tidak lebih dari 
untuk menghindari tekanan internasional dan PBB, dan tidak 
ada niat baik untuk melaksanakannya. 

Menurut Profesor Chaiwat Satha-Anand --ahli konflik 
dan perdamaian tentang Thailand Selatan yang kini memimpin 
sebuah lembaga pusat informasi perdamaian dan konflik di 
Thammassat University, Bangkok--bahwa paska kudeta 2006, 
setengah periode pemerintahan Perdana Menteri Chulanont 
telah melakukan hal yang menjanjikan tetapi kemudian 
disibukkan oleh masalah internal pemerintahan sendiri. Pada 
saat itu terjadi tarik-menarik antar berbagai kubu di dalam 
pemerintahnnya sehingga melemahkan posisi pemerintah 
dan melupakan penyelesaian berbagai masalah di tiga provinsi 
tersebut. 

Muslim Melayu Thailand Selatan kini hanya bisa 
memanfaatkan sedikit keterbukaan yang ada meskipun masih 
di bawah pengawasan militer yang secara nasional dominan. 
Meski demikian dengan proses perubahan tersebut, kini 
setidaknya ada sejumlah pilihan strategi tidak sebagaimana 
sebelumnya. Ketika itu mereka hanya punya dua pilihan, 


106 Wawancara Chaiwat Satha-Anand 28/09/09. Lihat juga tulisannya “Untying the 
Gordian Knot: The Difficulties in Solving Southern Violence,” dalam John Funston (ed), 
2009, Divided Over Thaksin, Singapore: ISEAS, 96-109. 
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yaitu terlibat dalam partai politik dan birokrasi yang berarti 
bergabung dengan pemerintah atau sebaliknya memilih 
separatismedaninsurgensi. Makapaska2004 muncul fenomena 
yang menonjol yaitu tumbuhnya kelompok-kelompok sipil 
atau sering disebut Civil Society Organization (CSO) atau 
LSM yang marak dalam berbagai bidang kehidupan. Inisiatif 
penguatan bahasa Melayu dan hak kultural juga muncul di 
lembaga-lembaga resmi seperti lembaga pemerintah dan 
sekolah yang menunjukkan persambungannya dengan aspirasi 
pokok mereka, yaitu hak kultural, seperti di media massa dan 
LSM. Meskipun hal itu masih jauh jika diukur dari cita-cita 
ideal yang mereka angan-angankan. 

Di samping itu sebagai bagian dari desentralisasi hasil 
amandemen konstitusi 2007 kini dibentuk suatu posisi pejabat 
provinsi di bawah gubernur yang disebut Chief Executive of the 
Provincial Administration Organisation. Posisi ini sesungguhnya 
adalah penguasa yangriil karena ia dipilih langsung oleh rakyat. 
Namun karena ketertutupan pemerintah pusat maka mereka 
hanya diberikan tanggung jawab terhadap pembangunan 
dan anggaran tingkat provinsi, sedangkan yang bertanggung 
jawab di bidang politik dan kemanan masih dipegang oleh 
gubernur yang ditunjuk oleh perdana menteri.'” Menurut 


Syed Abdulnasir Al-Jufree,'" Chief Executive of the Provincial 


17 Bulletin The King Prajadhipok's Institute (KPI), “Dialogue on Implementing 
the Local Government Provisions of the New Constitution in Thailand,” 2007, 22-28. 

108 Menurutnya jabatan ini adalah sejenis pejabat nomor dua setelah Gubernur 
tetapi dia dipilih oleh rakyat pronvinsi sedangkan Gubernur ditunjuk oleh pemerintah 
pusat. Jabatan ini bertanggung jawab terhadap anggaran daerah dan pembangunan, 
sedangkan Gubernur bertanggung jawab terhadap keamanan khususnya. Jufree 
mengatakan kini sudah ada kelonggaran bagi pemerintah daerah di bawahnya untuk 
menyusun budget (anggaran) untuk kebutuhan lokal, khususnya pembangunan agama, 
termasuk memperbanyak mata pelajaran agama dan bahasa Melayu di sekolah. Ia sedang 
mempersiapkan guru-guru bahasa Melayu di sekolah-sekolah dengan cara menyusun 
kurikulum dan training calon guru yang nantinya akan diterjunkan di sekolah-sekolah 
baik milik pemerintah maupun swasta (Wawancara pribadi pada tanggal 02 September 


2009 di kantornya). 
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Administration Organisation Propinsi Patani, dia sekarang 
memusatkan perhatian pada pembangunan sumber daya 
manusia. Pemerintahannya mengalokasikan dana cukup besar 
untuk training-training guru-guru madrasah dan pondok, 
terutama pelajaran umum, seperti matematika, ilmu alam, 
dan bahasa Inggris. 


okokok 


Pada awalnya ada usaha dari minoritas Muslim di 
kedua wilayah tersebut untuk beradaptasi dengan tuntutan 
realitas. Meskipun minoritas Muslim di kedua kawasan 
tersebut semula tidak menginginkan menjadi bagian dari 
kedua negara nasional Filipina dan Thailand tersebut, tetapi 
keduanya telah mencoba realistis dan mengikuti proses politik 
yang berlangsung sembari berharap dengan sistem tersebut 
mereka akan memperoleh kemerdekaan dan kemakmuran 
sebagimana didambakan oleh banyak warga negara di dalam 
suatu negara yang merdeka. Namun ideologi nasionalisme 
yang cenderung fasistik dan majoritarian membuat munculnya 
kebijakan-kebijakan yang bersifat represif atau penyeragaman 
dan otoritarian, sehingga memunculkan reaksi minoritas dari 
tuntutan merdeka hingga otonomi dan ancestral domain. 

Sesungguhnya, secara nasional tidak hanya minoritas 
Muslim di kedua negara tersebut yang menjadi korban dari 
karakter kekuasaan di masa itu, melainkan juga minoritas lain 
seperti indigenous people. Tetapi perkembangan internasional 
dan kesadaran politik dalam negeri telah memberikan 
keuntungan bagi indigenous people yang memperoleh perhatian 
lebih besar dari berbagai konvensi internasional di bawah PBB, 
misalnya di bawah judul ancestral domain. Sehingga mereka 
misalnya bisa mengklaim tanah warisan (ulayat) sebagai 
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hak mengelola secara penuh dan independen. Sedangkan 


1'0 secara internasional tampaknya masih 


minoritas nasiona 
dalam perdebatan, apakah mereka memiliki hak sebagaimana 
indigenous people tentang hak kepemilikan tanah ulayat atau 
tidak. 

Sesungguhnya baik gerakan separatis dan insurgensi 
maupun pemerintah pusat di kedua wilayah dan negara 
tersebut telah mengalami transformasi. Dari sudut gerakan 
separatis maka mereka telah berubah dari tuntutan merdeka 
ke tuntutan otonomi dan ancestral domain. Demikian juga, 
pemerintah pusat di kedua negara tersebut telah mengalami 
transformasi dari pendekatan represif dan penyeragaman 
politik dan budaya kepada strategi yang lebih terbuka dan 
memberikan anggaran lebih besar ketimbang sebelumnya 
serta mendesentralisasi politik secara terbatas. Namun, tetap 
saja kenyataan itu masih sangat terbatas dan bisa dikatakan 
masih jauh dari aspirasi esensial tuntutan mereka, misalnya 
penguasaan sumber daya alam dengan pembagian penghasilan 
dan pajak 75:25 dan pemilihan gubernur langsung oleh rakyat 
setempat secara mandiri atau self-government belum terpenuhi. 
ARMM di Mindanao, misalnya, sesungguhnya masih dan 
sekarang cenderung lebih besar terkooptasi oleh pemerintah 
pusat dan sangat sedikit terjadi transformasi atau pengalihan 


kekuasaan ke daerah/ARMM secara mandiri. | | 


109 Kymlicka (2008), misalnya, dalam konteks perkembangan hukum internasional 
atas minoritas, dalam berbagai konvensi dan pembicaraan internasional di bawah PBB 
membedakan antara indigenous people yang secara jelas dan eksplisit memperoleh hak 
yang khusus di bawah konsep ancestral domain dengan, apa yang ia sebut, minoritas 
nasional, yaitu minoritas yang bukan dalam kategori indigenous people. Boleh jadi kasus 
negosiasi MILF-GRP yang menggunakan konsep ancestral domain dalam MoA-AD 
merupakan terobosan baru, kombinasi antara indegenous people dan minoritas nasional. 
Ini suatu perkembangan yang menarik tetapi topik tersebut di luar cakupan bahasan tesis 
ini. Untuk lebih komprehensif mengerti tentang diskusi indigenous people dan minoritas 
nasional ini lihat lebih lanjut Will Kymlicka, "The Internationalization of Minority 
Rights,” /.CON Journal, Vol. 6:1 (Vol 6 No.1?), January 2008, 1-32. 

M0 Kymlicka, "The Internationalization of Minority Rights.” 


BAB IV 
GERAKAN CIVIL SOCIETY 
UNTUK PERDAMAIAN 


Di samping munculnya berbagai kekerasan akibat jalan 
buntu dialog formal melalui negosiasi politik sebagaimana 
diuraikan di atas, di dalam masyarakat di Mindanao dan 
Patani juga muncul kelompok-kelompok baru yang secara 
organisasional berjarak dengan kelompok-kelompok separatis. 
Mereka diwakili oleh kelompok-kelompok civil society seperti 
Lembaga Swadaya Masyartakat (LSM), kelompok-kelompok 
budaya serta kelompok-kelompok keagamaan dan aksi-aksi 
yang bersifat individual. 

Secara nasional munculnya kelompok-kelompok 
tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika tuntutan 
keterbukaan dan demokratisasi di dalam negeri kedua negara 
tersebut sehingga memunculkan kelompok-kelompok kritis. 
Di sisi lain hal tersebut juga dipengaruhi oleh munculnya 
trend civil society yang bersifat global, termasuk berbagai 
bentuk bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang, 
secara langsung maupun tidak langsung, ikut memperkuat 
kelompok-kelompok lokal tersebut. 

Kelompok-kelompok baru tersebut meskipun tidak anti 
dan dalam batas tertentu tetap menjalin komunikasi dengan 
para separatis tetapi mereka mencari jalan sendiri dalam upaya 
mencari solusi tuntutan hak-hak komunitas Muslim di kedua 
wilayah itu. Perbedaannya, jika kelompok-kelompok separatis 
menggunakan garis politik dan jika perlu dengan senjata dan 
kekerasan maka kelompok baru ini cenderung menggunakan 
perebutan public sphere, penguatan masyarakat sipil dan 
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penguasaan terhadap jalur-jalur modern seperti mass media, 
pendidikan politik dan penguatan ekonomi untuk bebagai 
sasaran yang spesifik, seperti peningkata ekonomi keluarga, 
perempuan, pengusaha kecil dan menengah. 
Kelompok-kelompok baru tersebut juga bisa dibedakan 
dari kelompok akomodasionis dengan pemerintah atau mereka 
yang menggunakan jalur politik umum yang ditawarkan oleh 
pemerintah pusat seperti melalui partai politik nasional, 
birokrasi dan lembaga-lembaga yang secara langsung dibentuk 
oleh pemerintah pusat. Kelompok-kelompok baru tersebut 
tampaknya mengambil posisi dengan apa yang oleh Antonio 


1 


Gramsci disebut sebagai “war of position”! Kelompok- 
kelompok ini dengan sengaja mengambil jarak dan bahkan 
berhadap-hadapan jika tidak ditemukan titik temu, namun 
tidak juga alergi untuk kejasama dalam hal-hal yang bersifat 
strategis, baik dengan pemerintah pusat maupun dengan 
kelompok-kelompok tradisional separatis dan kelompok 
akomodasionis. Mereka lebih mementingkan substansi 
aspirasi yang diembannya ketimbang bentuk dan strategi 
perjuangannya. 

Dengan strategi itu, kelompok-kelompok tersebut 
juga tampak membiarkan dan memfasilitasi munculnya 
pluralitas dalam komunitas Muslim sendiri secara wajar. Di 
masa lalu, kelompok-kelompok separatis itu hampir-hampir 
ditempatkan sebagai representasi tunggal dalam perlawanan. 


! Antonio Gramsci, “State and Civil Society,” dalam Arachana Shama and Akhil 
Gupta, eds. The Antropology of the State: A Reader (Victoria: Blackwell Publishing, 2006), 
75-76. Lihat juga Robert W. Cox, “Gramsci, Hegemony and International Relations: An 
Essay on Method,” dalam James Martin, ed. Gramsci, Antonio, Critical Assessments of 
Leading Political Philosopher, Edited by (New York: Routledge, 2002), 360-361. 

2 Leif Manger, ed. Muslim Diversity, Local Islam in Global Contexts (Surrey 
Great Britain: Curzon Press, 1999), 1-28. Lihat juga Zulfikar Hirji, “Debating Islam from 
Within: Muslim Constructions of the Internal Other,” dalam Zulfikar Hirji, ed. Diversity 
and Pluralism in Islam: Historical and Contemporary Discourses among Muslims (New 
York, I.B. Tauris & Co. Ltd., 2010), 1-29. 
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Sebaliknya mereka yang masuk dalam sistem politik yang 
disediakan oleh pemerintah ditempatkan sebagai representasi 
tunggal dari mereka yang berkolaborasi dengan pemerintah. 
Ketika terjadi perpecahan di kalangan separatis maka akan 
terjadi dualisme representasi masyarakat Muslim. 

Kelompok-kelompok baru tersebut cenderung 
mengabaikan perbedaan kelompok politik dan bahkan suku 
serta latar belakang pemahaman keagamaan jika terjadi 
perbedaan. Dalam suara-suara yang bersifat publik misalnya 
mereka tampak bersatu meskipun memiliki latar belakang 
organisasi dan pemahaman keagamaan yang berbeda. 
Dengan demikian, munculnya kelompok-kelompok baru 
juga memunculkan pluralitas yang asli dari masing-masing 
masyarakat di kedua wilayah tersebut yang selama ini tertutupi 
karena penyeragaman internal di antara mereka. 


A. Patani 
Basis Sosial Kultural Muslim Patani 

Komunitas Muslim di Thailand secara umum bisa 
dikatakan bersifat plural dari segi asal-usul? namun sebagian 
sangat besar—untuk tidak dikatakan hampir keseluruhan— 
Muslim yang tinggal di tiga provinsi yang berbatasan dengan 
Malaysia, yaitu provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat, yang 
hingga kini masih terjadi konflik berkepanjangan bisa 
dikatakan merupakan suku yang tunggal, yaitu suku Melayu 
atau Muslim Melayu.“ 


3 Mereka misalnya terdiri dari Muslim Siam atau Thai yang asli etnis Siam atau 
Thai, Muslim Cham yang berasal dari Kamboja dan Vietnam, Muslim Chinese, dan 
Muslim Arab yang berasal dari Iran dan Timur Tengah pada umumnya. Lihat Omar 
Farouk, “The Muslims of Thailand: A Survey,” dalam Andrew D.W. Forbes, ed., The 
Muslim of Thailand: Historical and Cultural Studies, South East Asian Review Studies 
1 (1988), 8-17. 

4 Tidak semua etnis Melayu berseberangan dengan pemerintah pusat karena 
mayoritas sangat besar Muslim Melayu di Provinsi Satun yang berbatasan dengan 
provinsi Narathiwat tidak menjadi bagian dari separatisme sebagaimana terjadi pada tiga 
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Sebagai bekas Kesultanan Muslim yang besar dan 
berwibawa komunitas Muslim di tiga wilayah ini memiliki 
kepercayaan diri yang besar. Rekrutmen kepemimpinan untuk 
perlawanan terhadap kerajaan Thailand atau pemerintah 
pusat di awal-awal kemerdekaan masih berasal dari keluarga 
dekat keraton, yang tinggal di wilayah Patani maupun tinggal 
di Malaysia wilayah dekat perbatasan karena terusir. Namun 
belakangan karena kekejaman penguasa Kerajaan Siam 
(kini Kerajaan Thailand) atau pemerintah pusat dan juga 
campur tangan penjajahan Eropa di masa lalu maka mereka 
kehilangan kepemimpinan politik yang kuat yang berasal dari 
elit keraton. 

Di samping dari elit keraton, kepemimpin masyarakat 
di Patani juga berasal dari kalangan pondok atau pesantren. 
Mereka sesunggunnya merupakan kemimpinan kutural atau 
informal namun karena tiadanya stok kepemimpinan berasal 
dari keraton maka mereka terpaksa harus tampil. Mereka 
dipaksa tapil juga disebabkan karena berbagai kebijakan 
politik pemerintah pusat bersentuhan langsung dengan 
mereka seperti kebijakan pendidikan pesantren, larangan 
penggunaan bahasa Melayu secara formal dan larangan 
tradisi kultural lainnya yang notabene merupakan tradisi 
Melayu yang juga diklaim sebagai tradisi Islam itu sendiri. 
Pada periode barikutnya kepemimpinan perlawanan dan 
juga kepemimpinan kolaboratif dengan pemerintah pusat 
banyak berasal dari kalangan tradisi atau pemimpin kultural 
seperti pemimpin pondok. Pada saat yang sama muncul pula 
pemimpin terdidik namun memiliki penguasaan agama yang 
kuat, sehingga memberikan pengaruh kepada masyarakat 
yang cukup luas. 


provinsi lainnya tersebut. 
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Di antara mereka adalah Haji Sulang hingga tahun 
1950an dan Tuan Guru Dr. Ismail Lutfi Pathani kini. Tuan 
Guru Ismail Lutfi di samping memiliki latar belakang 
pesantren atau pondok juga sekitar 15 tahun belajar di Saudi 
Arabia. Sebelumnya terjadi proses pelemahan kepemimpinan 
Kraton atau Kesulatanan Patani oleh Kerajaan Siam dengan 
berbagai cara, mulai dari pengusiran hingga penangkapan. 
Namun strategi yang mungkin yang paling sistematis adalah 
dengan cara memecah daerah Patani menjadi bagian-bagian 
wilayah kecil meskipun wilayah-wiayah tersebut disebut 
provinsi dimana kepala provinsi atau Gubernurnya ditunjuk 
oleh pemerintah pusat atau perdana menteri. Setidaknya 
wilayah tersebut dibagi menjadi tujuh provinsi dengan empat 
diantaranya mayoritas Muslim.” 

Meskipun terjadi dinamika politik berkaitan dengan 
penguasaan atau okupasi pada tahun-tahun ini, perubahan 
Kerajaan Thailand menjadi Monarki Konstitusional 1932 
membawa Muslim Melayu di wilayah ini berharap besar 
untuk menjadi bagian integral dari perubahan ini. Mereka 
berharap dapat ikut menikmati kemakmuran bersamaan 
dengan negara-negara merdeka lainnya. Hingga terlaksananya 
Pemilu ketiga pada 1948, belum terlihat tanda-tanda resistensi 
yang kuat di ketiga provinsi tersebut untuk memisahkan diri 
atau merdeka dan bahkan menuntut otonomi sekali pun. 
Tuntutan seperti itu baru muncul paska terjadinya penindasan 
dan penyeragaman atas dasar kebijakan pemerintah pusat atau 
modernisasi yang disertai penangkapan terhadap dan bahkan 
penculikan seperti yang menimpa Haji Sulong 1948 oleh PM 
Phibul yang chauvinistik. 


3 Nik Anur Nik Mahmoud, Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954 (Bangi: 
Penerbit Universitas Kebangsaan Malaysia, 2000), Edisi huruf Arab Jawi, 23-30. 
6 Uraian tentang peran Haji Sulong lihat Bab III Tesis ini. 
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Sejak peristiwa itu terus terjadi gejolak dan gerakan 
perlawanan baik yang menuntut merdeka maupun sekedar 
otonomi.” Namun, berbeda dengan pemerintah Filipina 
yang cenderung bersikap dialogis meskipun terjadi berbagai 
kekerasan, pemerintah pusat Thailand hampir tidak pernah 
memberi ruang dialog dan negosiasi terhadap gerakan 
yang dianggap separatis, termasuk mereka yang menuntut 
otonomi melainkan dengan sentralistik dan represif." Karena 
itu, meskipun tumbuh berbagai gerakan rakyat yang ingin 
memisahkan diri, tetapi pemerintah pusat selalu bersikap 
keras dan menumpasnya. Akibatnya, gerakan ini tidak pernah 
melahirkan pemimpin dan organisasi yang cukup kuat. 
Tercatat berbagai organisasi perlawanan dalam rentang sejarah 
kerajaan Thailand sejak 1948 dengan silih berganti, namun 
gerakan ini tidak pernah tumbuh menjadi gerakan besar dan 
melahirkan pemimpin yang berpengaruh. Meski demikian, 
tampak bahwa sejak meningkatnya kekerasan tahun 2003- 
2004, ada perubahan signifikan dalam gerakan yang lebih 
bersifat publik dan terbuka yang kian menguat, meskipun 
tidak menghilangkan sama sekali kelompok-kelompok sepa- 
ratis yang bervariasi. 

Sejak itu muncul fenomena gerakan yang menonjol 
yaitu tumbuhnya kelompok-kelompoksipil atau sering disebut 
Organisasi Civil Society (OCS) atau LSM yang marak dalam 
berbagai bidang kehidupan. Berikut ini sejumlah fenomena 
penting dalam gerakan tersebut: 


7 International Crisis Group (ICG), “Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad,” 28 
May 2005, 6-16. 

$ International Crisis Group (ICG), “Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad,” 28 
May 2005, 6-16. 
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MAC-Muslim: Penegakan HAM dan Hukum 

Tanggal 12 Maret 2004 tampaknya dicatat sebagai 
salah satu hari gelap bagi warga Muslim-Malay di Thailand 
Selatan. Ini mengiringi kekerasan di daerah itu yang 
bergelombang sejak awal 2003. Hari itu adalah hari diculiknya 
Mr. Somchai Neelapaijit, seorang /awyer pembela suka rela 
atau probono bagi korban-korban penculikan, penahanan, dan 
mereka yang dituduh terlibat terorisme di Thailand Selatan. 
Meskipun ia tinggal dan berasal dari Bangkok dan bukan 
Muslim-Melayu melainkan Muslim-Thai, kegigihannya 
membela korban kriminalisasi aktivis politik dan tertuduh 
terorisme di Thailand Selatan banyak diakui. Somchai 
Neelapaijit hanyalah salah satu dari aktivis Muslim atau 
pembela para aktivis di Thailand Selatan yang diculik dan 
tidak diketahui di mana mayat dan kuburannya hingga kini. 
Lima orang Polisi yang dituduh menculik dan membunuhnya 
memang diadili, tetapi hanya seorang Mayor yang dijatuhi 
hukuman tiga tahun penjara. Bukan atas tuduhan penculikan 
dan penghilangan nyawa orang lain, melainkan tuduhan 
kriminal biasa. Sedangkan empat polisi lainnya dilepas karena 
dianggap kurang bukti.” Sejak peristiwa 1958 yang menimpa 
Haji Sulong hingga tahun 2004 yang menimpa Mr. Somchai 
Neelapaijit, Kerajaan Thailand belum berhenti menggunakan 
cara-cara penculikan dan penghilangan nyawa para pejuang 
dan pendukung atau pembela hak dan kebebasan berekspresi 
rakyat Thailand Selatan. Somchai, di samping seorang pembela 
korban kriminalisasi politik para pejuang di Thailand Selatan, 
juga dikenal sebagai seorang Presiden Muslim Lawyers Club 
(MLC) yang berpusat di Bangkok dan menjadi Wakil Presiden 


? Lihat http://www.humanrightsfirst.org/defenders/hrd thailand/hrd thai- 
land neelaphaijit.asp (diakses 25/08/09). 
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Komite Hak-hak Asasi Manusia Thailand (the Human Rights 
Committee). 

Ketika itu tidak banyak orang yang berani mengikuti 
langkahnya untuk membela para korban kriminalisasi politik, 
terutama di Thailand Selatan, karena besarnya resiko politik 
yang akan ditanggung. Namun ia dengan tekun melakukannya 
di samping membina sejumlah calon ahli hukum berasal dari 
Thailand Selatan yang sedang belajar di Bangkok. Mereka itulah 
yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya MAC (Muslim 
Attorney Center)-Muslim, organisasi yang bekerja membantu 
para korban politik dan keluarganya dalam bidang hukum 
dan advokasi secara cuma-cuma. Jika Muslim Lawyers Club 
(MLC) hanya berada di Bangkok dan keanggotaan di Selatan 
dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka dipicu oleh 
penculikan dan penghilangan nyawa Mr. Somchai Neelapajjit, 
kini MAC-Muslim justeru berada di tengah-tengah ibu kota 
ketiga provinsi, yaitu Patani, Yala dan Narathiwat plus di 
Songkhla, kota terbesar di sekitarnya.'' Mereka bukan hanya 
mendampingi para korban di pengadilan tetapi juga advokasi 
politik dan melakukan pendidikan hukum untuk rakyat agar 
mereka mengerti tentang prosedur dan pihak-pihak yang 
harus dihubungi ketika terjadi sesuatu pada mereka." 

Setiap cabang MAC-Muslim di kota-kota tersebut 
tujuh sampai sepuluh /awyer aktif dan bekerja secara full- 
time. Kantor cabang juga melibatkan 20-30 orang volunteer 
yang bekerja tidak hanya di pengadilan tetapi juga melakukan 
pendampingan, investigasi, advokasi langsung, dan pendidikan 
hukum kepada para korban dan keluarganya atau seringkali 


1 Perlu dicatat bahwa luas provinsi di Thailand Selatan seluas kabupaten di Jawa, 
Indonesia. 
M Lihat profil MAC-Muslim dalam http.: www.macmuslim.com/. (diakses pada 


26/08/2009). 
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disebut jalur litigasi dan non-litigasi. Semua itu dilakukan tanpa 
memungut biaya dari para korban. Setiap hari kantor-kantor itu 
dipenuhi oleh pelapor rakyat dari pelosok desa dengan berbagai 
kasus, kehilangan keluarga, mati tertembak, penangkapan, 
penahanan, dan penculikan, hingga kini (September 2009). 
Bahkan menurut Anukul Arweaputeh, Direktur MAC-Muslim 
Patani, mereka merasa kewalahan karena kurang tenaga tetapi 
karena terbatasnya volunteer dan dana.'? Lembaga ini bekerja 
di bawah komitmen penegakan HAM untuk hak-hak hidup, 
bebas dari penyiksaan, penghilangan nyawa, bebas dari rasa 
takut, dan hak kebebasan berekspresi. Lembaga ini tetap 
berpusat di Bangkok, tetapi secara operasional praktis berada 
di empat wilayah tersebut. Di samping itu, lembaga ini juga 
merupakan semacam koalisi longgar antara MAC-Muslim 
sebagai lembaga dengan sejumlah ahli hukum di universitas 
dan aktivis LSM pada umumnya, termasuk LSM perempuan, 
bukan hanya di Selatan melainkan juga di Bangkok. Namun 
tidak mudah untuk melibatkan banyak lawyer. MAC-Muslim 
juga menerbitkan laporan tahunan tentang keadaan politik 
Thailand Selatan melalui www.macmuslim.com, di samping 
memuat berbagai kasus yang terjadi. 


Gerakan Perempuan: Berawal dari Korban 

Di samping MAC-Muslim, kelompok perempuan 
merupakan salah satu gerakan yang memiliki peran terpenting 
saat ini. Menurut Soraiya Jamjuree, dosen Fakultas Pendidikan 


2? Beberapa volunteer terdiri dari perempuan berasal dari Fakultas Syariah (atau 
bagian Hukum Islam Islamic College The Prince of Songkhla University) di tiga kota 
tersebut. “Saya ingin belajar “Syari'ah Siam” juga,” kata Muallimah mahasiswi tingkat 
akhir Syari'ah yang menjadi volunteer di MAC-Muslim Patani. Dia megatakan tidak 
takut akibat dari keterlibatannya di MAC-Muslim meskipun pasti akan sulit mencari 
pekerjaan di pemerintah. Kebanyakan mahasiswa, menurut dia, enggan bekerja di 
pemerintah karena diskriminatif. 

8 http://www.macmuslim.com/index.php?option-com content&view-artic 
le&id-11&Itemid-10&lang-en (6 Oktober 2009). 
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The Prince of Songkhla University Pattani Campus yang juga 
seorang aktivis perempuan, pada era sebelum kekerasan 2003- 
2004," perempuan di Thailand Selatan cukup mapan. Dalam 
arti mereka bekerja sesuai dengan kebiasaan mengerjakan 
pekerjaan di rumah pada umumnya atau sampingan seperti 
bekerja menjahit dan pergi ke sawah atau bekerja di kantor 
bagi mereka yang memiliki pekerjaan tetap. Tetapi kini mereka 
dipaksa oleh situasi untuk lebih banyak keluar rumah karena 
banyak ibu kehilangan suami dan anak lelaki, baik mati ikut 
dalam kekerasan, karena penembakan maupun ditangkap 
karena tuduhan keterlibatan dalam gerakan insurgensi dan 
separatisme sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan." Para 
perempuan single parent tersebut membangun jaringan di 
antara para korban dan saling membantu satu dengan yang 
lain dengan didampingi oleh aktivis LSM dan para peneliti 
kampus. Mereka mencarikan bantuan untuk sekolah anak- 
anak, mencari biaya gratis untuk sekolah mereka, membela 
mereka dalam pengadilan dengan bekerja sama dengan 
para lawyer yang bersedia membantu tanpa biaya karena 
kebanyakan miskin serta mencarikan pekerjaan para janda 
korban konflik meskipun sangat terbatas dan tidak menentu.'S 
Banyak perempuan harus menanggung keluarga sendirian 
karena ditinggal suaminya, sementara sebelumnya tidak 
pernah bekerja. 

Hingga kini kompensasi dari pemerintah untuk ke- 
luarga dan korban yang ditinggalkan karena kekerasan sangat 
terbatas. Yena, begitu panggilan perempuan bernama asli 
Zaenab, dan Zubaidah adalah contoh dua aktivis perempuan 


yang keluarganya menjadi korban. Yena kehilangan 48 
4 Yang dimaksudkan era kekerasan adalah era 2003-2004. 


$ Wawancara dengan Soraiya Jamjuree pada tanggal 26 Agustus 2009. 
'6 Wawancara dengan Zaenab, atau disapa Yena, 48 tahun, pada tanggal 24 Agustus 


2009. 
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orang keluarga dalam kekerasan Tak Bae, termasuk anaknya. 
Semula ia adalah penjahit dan suaminya seorang tukang ojek 
dengan delapan orang anak. Kini Yena yang tamatan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) itu menjadi koordinator korban 
di tiga provinsi. Meskipun usianya sudah cukup tua sebagai 
aktivis, 48 tahun, namun tugas ini ia jalani. Ia melayani para 
keluarga korban, mulai dari mencarikan lawyer, mencarikan 
sekolah anak-anak terlantar, membantu datang ke kantor- 
kantor pemerintah sesuai dengan kebutuhan sampai menemani 
mereka di pengadilan ketika ada seseorang dituduh terlibat 
dalam gerakan separatsime.” Kini Yena seperti kehilangan 
rasa takut dan rasa lelah. Frekuensi perjalanan perempuan 
yang kelihatan lebih tua dari aslinya itu begitu tinggi: 
setiap hari ia berkeliling tiga propinsi untuk mengkoordinir 
berbagai masalah yang muncul dan juga kasus-kasus baru 
serta mendampingi para korban. Bawaan buku catatannya 
yang cukup tebal dan kertas-kertas berkop surat kepada 
berbagai instansi menandakan bahwa dirinya memiliki banyak 
urusan dengan instansi di tiga propinsi. Kasus-kasus tuduhan 
keterlibatan orang dalam separatisme yang berurusan dengan 
polisi demikian banyak—mereka memang rata-rata ditahan 
hanya satu bulan atau lebih tujuh hari sesuai dengan hukum 
Martial Law dan Emergency Decree tetapi urusan polisi dan 
pengadilan berikutnya bisa memakan waktu dua sampai 
empat tahun. Waktu ini bertambah panjang jika kemudian 
diputus penjara. 

Yena dan kawan-kawan juga didukung oleh para 
aktivis NGO dan dosen atau peneliti di perguruan tinggi 
seperti Soraiya dan Alisah Hasamoah, seorang dosen 
Humanities and Social Sciences Faculty The Prince of Songkhla 


7 Wawancara dengan Zaenab 
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University Pattani Campus yang juga aktivis perempuan. 
Prioritas bagi perempuan utuk diperjuangkan untuk saat 
ini, menurut Soriaya, adalah agar bantuan dari pemerintah 
berupa kompensasi atau apapun namanya jika ada, tidak 
mendiskriminasi korban, termasuk keluarga dari mereka 
yang dituduh insurgen dan separatis. Selama ini korban kasus 
insurgen dan separatisme tidak memperoleh santunan apapun 
karena dianggap penentang pemerintah atau negara. 

Gerakan perempuan ini juga bekerja sama dengan 
perempuan Buddha seperti seorang aktivis LSM yang cukup 
senior Chomron Poo Doolae Daek atau sering dipanggil 
Kunj.'8 Semula perempuan berusia 54 tahun itu adalah pegiat 
gerakan perdamaian dan hak asasi manusia melalui dialog 
antar-pemimpin agama di Thailand Utara. Tetapi ketika terjadi 
kekerasan di Selatan pada April 2004, ia segera bergerak cepat 
untuk membantu para korban di Selatan. Ia segera membangun 
jaringan kerjasama dengan Yena dan kawan-kawannya juga 
dengan Soraiya dan jaringannya. Mula-mula yang ia lakukan 
adalah trauma healing untuk istri dan anak korban atau orang 
tua yang anaknya menjadi korban. Kemudian ia bergerak 
mencarikan beasiswa sekolah untuk anak-anak mereka dan 
kemudian mencarikan pekerjaan untuk istri dan anak korban. 
Ia juga membangun network dengan para pekerja sosial 
untuk para korban ini, termasuk dengan kelompok Yena dan 
Soraiya. Kunj, panggilan akrabnya, pada awalnya mengalami 
kesulitan untuk mencari dukungan para pemimpin agama 
di Selatan karena di samping karena perempuan juga karena 
ia beragama Buddha. Namun setelah tahu program yang ia 
jalankan bersama korban yang semuanya Muslim justeru 
berbalik menjadi dukungan. Penunjukannya sebagai anggota 


'$ Wawancara dengan Kunj pada tanggal 13 Agustus 2009. 
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NRC (National Reconciliation Commission) menguntungkan 
posisi Kunj untuk membangun dukungan dari para pemimpin 
agama dan imam serta para intelektual karena NRC terdiri dari 
banyak kalangan agamawan, intelektual, dan aktivis LSM. 

Soraiya mengatakan, sekarang masalahnya adalah makin 
banyak perempuan cenderung bekerja di luar rumah karena 
dipaksa oleh keadaan karena ditinggalkan suami atau anak 
laki-laki baik meninggal karena kekerasan, ditahan atau pun 
urusan polisi yang memakan waktu bertahun-tahun. Namun 
masalahnya adalah lapangan kerja untuk perempuan sangat 
terbatas, baik di birokrasi maupun di swasta, apalagi di militer 
dan polisi. Soraiya bersama jaringannya melakukan negosiasi 
kepada pemerintah pusat melalui berbagai departemen agar 
mereka lebih membuka pekerjaan untuk perempuan, dan 
menurutnya, usul ini sebenarnya disambut baik tetapi ini 
membutuhkan proses bertahun-tahun. 

Seluruh kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh 
kalangan LSM, kalangan grass-roor dan kalangan kampus 
berujung pada sebuah pendataan komprehensif yang di- 
handle oleh sebuah lembaga riset di bawah Fakultas Teknologi 
Prince of Songkhla University Patani Campus, yaitu Deep 
South Coordinator Center (DSCC). Menurut Koordinator 
DSCC, Dr. Metta Kuning, lembaga ini di samping terlibat 
di dalam pemberdayaan dengan kelompok-kelompok lain, 
secara khusus melakukan pendataan korban, janda, dan anak- 
anak tentang status dan nasib serta mengikuti pemantauan 
korban melalui rumah sakit dan LSM-LSM. Sampai kini, 
misalnya, lembaga ini memiliki jaringan 47 rumah sakit yang 
secara rutin memberikan data korban, janda, dan anak. Di 
tangannya kini setidaknya ada daftar 1063 anak dan 400 janda. 
Dari data inilah, setelah dilakukan pengecekan kemudian 
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didistribusikan ke LSM-LSM dan juga kepada pemerintah 
untuk bisa ditangani dan diberdayakan." 


Bahasa dan Budaya Melayu 

Bahasa Melayu dan tulisan Jawi (Arab Melayu) dan 
pendidikan agama adalah tiga serangkai dari identitas Melayu 
Muslim yang paling menjadi perhatian mereka. Karena itu 
gerakan dalam bidang ini lebih besar. Sebenarnya bahasa 
Melayu, tulisan Jawi dan pelajaran agama tidak pernah 
mati karena diperhatikan terus oleh masyarakat, terutama 
melalui TEDEKA atau sekolah diniyah di mesjid-mesjid atau 
musholla, pondok pesantren, pendidikan agama (diniyah) di 
masjid-masjid dan keluarga. Meskipun ada larangan di era PM 
Phibul, pesantren dan masjid tidak bisa meninggalkan semua 
ini dengan risiko politik yang akan mereka hadapi. Aturan 
larangan menggunakan selain bahasa Thai di ruang kerja, 
tempat publik, dan sekolah dan penggunaan nama memang 
hanya berjalan sampai tahun 1960-an. Namun baru akhir-akhir 
ini sekolah pemerintah memberikan pelajaran bahasa Melayu 
untuk satu jam per minggu termasuk pelajaran agama. Tetapi, 
perjuangan agar bahasa Melayu menjadi alat komunikasi 
resmi di tempat kerja dan di sekolah belum diluluskan oleh 
pemerintah hingga kini. Sedangkan sejarah Patani tampaknya 
belum diajarkan di sekolah milik pemerintah. Para pemimpin 
pesantren, baik yang tradisional maupun yang modern, 
dengan kurikulum kombinasi pelajaran agama dan umum, 
selalu menyisakan waktu dan dana secara mandiri untuk 
mengajarkan bahasa Melayu, tulisan Jawi, dan pendidikan 
agama. Sampai kelas tiga SMP atau MTS, di sekolah-sekolah 
itu dari dulu hingga kini masih memberikan pelajaran- 


Wawancara pada 03 September 2009. 
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pelajaran tersebut, di samping diajarkan dalam keluarga. 
Pesantren yang berkolaborasi dengan pemerintah pun 
dalam arti politik maupun kurikulum, tetap menyisihkan 
pendidikan itu untuk mereka. Setelah situasi cukup longgar 
di tahun 1980-an mulai timbul lagi pelajaran itu di sekolah- 
sekolah, terutama sekolah agama, pelajaran bahasa Melayu dan 
agama, yang diselenggarakan hingga kelas empat Sekolah Dasar 
(SD). Kemudian di jenjang pendidikan selanjutnya digunakan 
bahasa Arab untuk agama dan tulisan latin dan Arab (Jawi) 
untuk pelajaran bahasa Melayu. Sedangkan seluruh pelajaran 
resmi, termasuk pelajaran agama Islam, memakai bahasa Thai. 
Namun sejumlah pesantren menyisihkan dana khusus untuk 
memanggil guru bahasa Melayu dan memberikan pelajaran 
ekstra bagi para pelajar. Pesantren Darut Sat di distrik Sae Buri, 
kira-kira perjalanan 1,5 jam dengan mobil dari kota Patani, 
misalnya. Pesantren ini memiliki santri/murid berjumlah 
4.500 orang dan sudah menerapkan sistem modern sejak tahun 
1960-an. Sejak awal pondok ini menyisihkan dana dan waktu 
untuk memanggil guru bahasa Melayu dan pelajaran agama 
dengan huruf Jawi. Kini sejak dua tahun terakhir pesantren 
ini gratis karena seluruhnya ditanggung pemerintah di mana 
setiap siswa mendapatkan subsidi 10,000 bath per tahun. 
Namun tidak ada alokasi dari pemerintah untuk pelajaran 
bahasa Melayu dan pelajaran agama dan sejarah lokal dalam 
bahasa Melayu sehingga mereka menyisihkan dana itu untuk 
bahasa Melayu dan juga pelajaran agama dalam bahasa Melayu 
dan tulisan Jawi. “Semua mata pelajaran resmi termasuk 
agama dalam bahasa Thai,” ujar pengurus teras pesantren ini. 
Tetapi menurutnya, kini memang sudah cukup longgar untuk 
memberikan pelajaran bahasa Melayu dan Jawi, tetapi sejarah 
Kerajaan Patani masih belum diajarkan. Seorang penulis yang 
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rajin dari pesantren ini mengatakan bahwa untuk menyimpan 
atau memiliki buku sejarah Patani pun tidak berani, karena ia 
pernah ditangkap di tahun 2004 gara-gara dituduh terlibat 
dalam kekerasan selama sebulan. Ketika ia ditangkap, seluruh 
buku dan referensi yang dimilikinya dikuburkan dan sudah 
membusuk sekarang ini. 

Setelah peristiwa ini, ia tidak berani lagi memiliki buku- 
buku sejarah tentang sejarah Patani. Rencananya, menurut 
pengurus Daru Sat, mereka akan menyusun kurikulum 
pelajaran agama Islam dalam bahasa Melayu, tulisan latin 
(mereka menyebut tulisan rumi atau roma) maupun Jawi 
(Arab Melayu) tersendiri, di samping pelajaran agama dengan 
bahasa dan tulisan Thai dengan menyisihkan dana yang 
diberikan oleh pemerintah. Hal yang sama dilakukan oleh 
pesantren dengan model yang sama, Sekolah Sasnupatan 
(Ma'had at-Tarbiyah) yang berjarak sekitar 10 kilometer dari 
kota Patani. Pesantren yang sudah dijalankan tiga generasi ini, 
sebagaimana Pesantren Darus Sat, menerapkan hal yang sama 
untuk muridnya yang berjumlah sekitar 2500 orang. 

Di samping itu ada Yayasan Kebudayaan Islam Selatan 
Thai (YAKIST). Yayasan ini dipelopori oleh seorang mantan 
Mayor Polisi, Tengku Arifin Bin Tengku Chik (55) yang 
selama 20 tahun bekerja sebagai polisi perbatasan Thailand- 
Malaysia. Ia merasa bahwa pemerintah Thailand tidak adil 
dan diskriminatif dalam memberikan kesempatan kepada 
orang-orang Thailand Selatan dengan Thai lainnya dalam karir 
dan kesempatan bekerja sehingga kemudian meninggalkan 
jabatannya itu dan pensiun dini dengan mempelopori 
berdirinya yayasan YAKIST tersebut. Yayasan ini mendirikan 
kursus bahasa Melayu secara gratis bagi masyarakat terutama 
anak-anak muda di tiga propinsi dan juga membuka kursus 
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bahasa Inggris dan bahasa Arab namun dengan membayar 
sejumlah iuran. Di samping itu, YAKIST juga mendirikan 
jaringan radio komunitas di tiga provinsi dengan bahasa 
Melayu untuk berbagai ilmu pengetahuan. “Tujuannya agar 
bahasa Melayu menjadi alat komunikasi dalam berbagai 
bidang ilmu pengetahuan bukan hanya agama Islam,” ujar 
Arifin. Di samping itu, juga ada bimbingan bahasa Melayu 
dengan perbandingan dengan bahasa Malaysia dan Indonesia, 
sehingga kosakata bahasa Melayu Thailand Selatan dapat 
mengikuti perkembangan bahasa di Nusantara. Secara reguler, 
YAKIST juga membuat program bersama dengan radio 
komersial untuk siaran bahasa Melayu dengan berbagai topik 
secara interaktif sehingga pendengar bisa langsung bertanya 
dan berkomunikasi dengan narasumber. “Program acaranya 
satu jam per minggu tetapi di berbagai radio komersial di tiga 
propinsi,” lanjut Arifin. YAKIST juga mengadakan pameran 
kebudayaan Melayu secara berkala tahunan di tiga provinsi. 


Media Massa dan Penguatan Data 

Media adalah salah satu hal penting dalam memberikan 
informasi dan menyampaikan aspirasi. Namun justeru karena 
efektivitas media itulah maka seringkali suatu pemerintahan 
bersikap tidak demokratis karena takut terhadap peran media 
dan inilah yang terjadi pada pemerintah Thailand atas media 
lokal tiga wilayah Selatan. Hingga kini belum ada media cetak 
lokal berbahasa Malay atau Melayu baik yang bertuliskan 
Roma (di Indonesia lebih dikenal sebutan tulisan Latin) 
maupun Jawi (Arab Melayu). Begitu juga televisi dan baru 


2 Seorang pemimpin pesantren cukup besar menceritakan bahwa pernah seorang 
investor dari Malaysia hendak mendirikan media cetak dalam bahasa Melayu. Sudah 
sempat cetak 10 ribu eksemplar tetapi tidak mendapatkan izin dari pemerintah sehingga 
batal diedarkan (Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2009). 
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belakangan radio dalam bahasa Melayu mulai marak, itu pun 
berbentuk radio komunitas dan bukan radio komersial atau 
radio pemerintah. Tahun 2004 tampaknya telah mengubah 
segalanya bagi masyarakat Thailand Selatan di mana tahun 
ini ditandai dengan terbentuknya jaringan jurnalis Thailand 
Selatan. Jaringan ini menghimpun para jurnalis yang berasal 
dan tinggal di tiga wilayah tersebut yang dimaksudkan 
untuk memperkuat posisi dan pemberitaan tentang Thailand 
Selatan yang selama ini cenderung tertutup disebabkan oleh 
represi pemerintah pusat. Di samping mereka menghimpun 
diri untuk memperkuat posisi, mereka juga secara tersendiri 
menerbitkan media online. Media ini mungkin semacam 
kantor berita yang bersifat informal dengan menyajikan berita 
yang lebih terbuka dan mendalam. 

Sebagian besar para jurnalis tersebut bekerja di media 
umum atau komersial tetapi mereka membentuk jaringan 
tersendiri yang disebut voice peace melalui www.voicepeace. 
org. Berita-berita yang tidak bisa dimuat di harian, radio atau 
televisi mainstream akan dimuat di jaringan ini. Jaringan ini 
tidak hanya memuat berita-berita straight news namun juga 
menyajikan feature dan tulisan-tulisan human interest lainnya. 
Ia terutama diterbitkan dalam bahasa Melayu, tetapi artikel- 
artikel tertentu dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris 
dan bahasa Thai. Menurut pemimpin redaksi voicepeace. 
org, Tuan Daniya Hj. Mansor'', jaringan ini dimaksudkan 
untuk mendorong keterbukaan informasi di Thailand 
Selatan atau menjadikannya sebagai media alternatif yang 
selama ini dimonopoli pemilik modal dan pemerintah. “Para 
pemilik modal biasanya takut dengan pemerintah untuk 
memberitakan hal-hal yang selama ini tabu bagi pemerintah. 
Meskipun secara hukum hampir tidak ada pembatasan 


2! Wawancara pada tanggal 06 September 2009. 
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pemberitaan tetapi pemilik modal biasanya selalu melakukan 
self-censorship,” ujar Daniya. Namun, artikel-artikel dalam 
voicepeace.org juga sering diambil oleh media-media 
profesional baik dalam maupun luar negeri dan bahkan oleh 
media pemerintah untuk diterbitkan di media mereka. “Kami 
memang mendorong agar berita kami (voicepeace.ore) dimuat 
di berbagai media,” ungkapnya. Media ini juga mengungkap 
berbagai cerita kehidupan keluarga korban kekerasan dan 
keluarga dari mereka yang tertembak sampai yang tertangkap 
dan juga proses penembakan dan penangkapan tersebut yang 
hampir tidak mungkin diberitakan media massa umum dan 
profesional. 

Voicepeace.org ternyata tidak sendirian dalam 
menyajikan media alternatif melainkan didukung oleh sebuah 
think-tank yang juga merupakan jaringan para jurnalis, yaitu 
Deep South Watch (DSW). DSW ini memang berpusat di 
Faculty of Humanities and Social Sciences Prince of Songkhla 
University Patani Campus, tetapi ia merangkum para jurnalis 
dan para peneliti sosial politik di tiga wilayah dan bahkan 
beberapa jurnalis dari Songkhla ikut bergabung pula. Jika 
voicepeace.org menekankan pada penerbitan dan feature dan 
tulisan human interest lainnya, maka DSW lebih menyajikan 
data-data hasil riset terutama data kuantitatif, baik tentang 
media, apa yang dimuat media maupun data-data riset 
akademik yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan 
data bagi media. Dengan demikian, DSW seperti tempat para 
jurnalis meningkatkan kapasitas mereka dalam hal data dan 
olah data serta memberikan analisis lebih mendalam tentang 
data yang ditemukan yang tidak memungkinkan disajikan 
dalam media mereka. Mereka juga merilis berbagai data 
melalui website mereka, www.deepsouthwatch.org. Lembaga 
ini diinisiasi dan dipimpin oleh dua orangsenior, jurnalis senior 
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Ayub Pathan? dan mantan Dekan Faculty of Humanities 
and Social Sciences Prince of Songkhla University Patani 
Campus yang kini memimpin sebuah lembaga riset Center 
Jor South Conflict and Diversity (DSCD) fakultas tersebut, Dr. 
Srisombop Jitpiromsri.8 Dengan diawaki oleh para jurnalis 
muda di lapangan, hasil-hasil tulisan dalam voicepeace.org 
dan laporan dalam deepsouthwatch dipakai untuk melakukan 
penyadaran masyarakat bawah dan khususnya para keluarga 
korban melalui workshop, training, dan forum-forum lainnya. 
Dengan cara ini, diharapkan informasi yang didapat oleh para 
jurnalis tidak hanya dari hasil liputan dan investigasi melainkan 
juga dari masyarakat dan khususnya keluarga korban itu 
sendiri. Menurut Daniya, tidak jarang para keluarga korban 
itu sendiri menulis untuk www.voicepeace.org. 


Agama dan Pondok (Pesantren) 

McCargo“ memberikan kategori Islam di Thailand 
Selatan, seperti di tempat lain, terbagi menjadi dua, yaitu aliran 
tradisional yang masih menerima elemen-elemen sinkretis, 
dan kedua adalah aliran modern yang telah dibersihkan dari 
unsur-unsur tersebut. Lebih lanjut McCargo juga menjelaskan 
bahwa mereka yang modern lebih bisa menerima program 
pemerintah dan karena itu lebih maju sedangkan yang 
tradisional cenderung menolak program pemerintah sehingga 
relatif lebih tertinggal, baik dari segi kurikulum pendidikan 
maupun pembangunan dan kesejahteraan. Temuan penulis 
berbeda dengan McCargo dalam kategorisasi ini. Kelompok 
yang disebut tradisional adalah mereka yang masih memelihara 
tradisi dalam Islam domestik dan kearifan lokal maka mereka 


2 Konfirmasi pada tanggal 17 Agustus 2009. 

2 Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2009. 

24 Duncan McCargo, Tearing Apart The Land: Islam and Legitimacy in Southern 
Thailand (Singapore, NUS, 2008), 20-28. 
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memang terbagi dua, yaitu mereka yang menerima program 
pemerintah dan mereka yang selektif atau bahkan menolak 
sama sekali program pemerintah. Karena itu yang disebut 
terakhir itu memang benar cenderung tertinggal dari segi 
pembangunan dan pengembangan. Mayoritas sangat besar 
masyarakat Melayu Muslim di Selatan adalah mereka yang oleh 
McCargo disebut tradisional tersebut. Jadi mereka yang disebut 
tradisional memang terbagi dua, yaitu mereka yang bersedia 
menerima program pemerintah dengan kurikulum umum 
(akademik) untuk sekolah, dengan menerapkan kurikulum 
ganda, yaitu agama dan umum. Sedangkan sebagian yang 
lain mereka bersikap selektif atau menolak sama sekali. Bagi 
mereka yang menerima seluruh kurikulum dari pemerintah 
semuanya dalam bahasa Thai termasuk mata pelajaran agama, 
dan mata pelajaran agama hanya dua jam seminggu. Namun 
biasanya mereka menambah sendiri kurikulum agama dengan 
bahasa Melayu dan tulisan Jawi di siang hari. 

Model pesantren semacam ini masuk dari jam 08.00 
pagi sampai jam 15.30 sore. Sementara pagi hari dipakai 
untuk pelajaran umum, maka siang harinya untuk pelajaran 
agama. Menurut perkiraan sejumlah informan dari kalangan 
pesantren sendiri, pesantren yang masih bertahan dalam 
sistem lama hanya mengajarkan agama pelajaran agama 7096 
dan umum 30Y6. Di luar jenis pesantren ini adalah pesantren 
yang memiliki pemahaman agama tradisional tetapi memiliki 
sistem modern dengan kurikulum ganda. Tiga pesantren 
tradisional cukup besar, yaitu Darus Sat di Distrik Saeburi, 
Provinsi Patani? dengan murid skitar 4500 orang putra dan 
putri, Sekolah Sasnupatam atau Ma'had at-Tarbiyah” dengan 


2 Wawancara dengan tiga tokoh teras pengurus pesantren, Mahmud Saleh, 


Abdussama Duhai dan Nimuhammad Waba pada 09 dan 16 Agustus 2009. 
2 Wawancara dengan pengasuh Ma'had at-Tarbiyah, Drs. Hj. Ahmadkamae 


Waemusor pada 27 Agustus 2009. 
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murid sekitar 2500 orang putra putri di Distrik Muang, Kota 
Patani, dan Darussalam School” dengan santri sekitar 5500 
orang putra putri di Kota Narathiwat sepenuhnya mengikuti 
kurikulum pemerintah dalam pendidikan umum di pagi 
atau sore hari. Sementara itu, di pagi atau sore lainnya diberi 
pendidikan khusus agama atau kajian al-Ouran dan kitab 
agama atau Jawi (istilah untuk kitab kuning) dengan bahasa 
Melayu dengan tulisan Roma dan Jawi. 

Dengan mengikuti seluruh kurikulum pemerintah, 
maka mereka mendapatkan subsidi 10,000 bath per murid 
per tahun sebagai sekolah swasta. Subsidi ini paralel dengan 
program pemerintah pusat tentang sekolah gratis namun 
sekolah milik pemerintah mendapatkan subsidi jauh lebih 
besar. Dengan demikian, pesantren-pesantren ini memberikan 
pendidikan gratis bagi santri-santrinya. Bahkan dengan 
tambahan penarikan dana kecil dari para santri, pondok Darus 
Sat, misalnya, menyediakan bis antar jemput. Kini pondok 
Darus Sat sedikitnya memiliki 35 bis besar yang digunakan 
untuk antar jemput santri. Semua subsidi dari pemerintah 
itu memang untuk semua mata pelajaran termasuk agama 
Islam tetapi dalam bahasa Thai, sedangkan untuk bahasa Arab 
dan Melayu dengan tulisan Roma maupun Jawi disisihkan 
sejumlah dana dari subsidi ini untuk menyewa sejumlah 
sguru. Meskipun kini ada kelonggaran dalam pengajaran 
bahasa Melayu dan tulisan Jawi dari pemerintah pusat tetapi 
hingga kini belum ada budget khusus dan belum terbentuk 
kurikulum sehingga pesantren-pesantren tersebut harus 
menyusun kurikulum sendiri.8 Menurut guru bahasa Melayu 


2 Wawancara dengan salah seorang pengasuh Darussalam School yang juga 
seorang Senator, Muhammadrusdi Boto, di gedung Senat Bangkok pada 26 Agustus 
2009. 

2 Menurut Chief Executive of the Pattani Provincial Adnministration Organization, 
Consulting of the Vice Prime Minister, Syed Abdulnasir Al-Jufree, ini adalah sejenis 
pejabat nomor dua setelah Gubernur tetapi dia dipilih oleh rakyat pronvinsi sedangkan 
Gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jabatan ini bertanggungjawab terhadap budget 
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Darus Sat yang juga dosen bahasa Melayu Prince of Songkhla 
University Pattani Campus, Djusmalinar?, tidak mudah 
mengajarkan bahasa Melayu kepada mereka karena bahasa 
itu masih digunakan dengan bahasa keseharian dan belum 
ada standar baku sehingga harus mencari-cari standar baku 


terlebih dahulu. 


Kelompok Pengajian Tuan Guru Dr. Ismail Lutfi Pathani 
Dr. Ismail Lutfi Chapakia adalah nama aslinya, tetapi di 
dalam berbagai buku terbitannya termasuk disertasinya tertulis 
nama Dr. Ismail Lutfi Pathani. Pria yang kini berusia sekitar 
60 tahun ini adalah tipe autodidak dan penulis berbakat. 
Keturunan ketiga dari pendiri pondok atau pesantren 
Madrasah Ar-Rahmaniyah, Desa Beraul, kira-kira 10 km dari 
kota Patani ini sejak usia 16 tahun sudah menulis buku. Kelas 
tiga MTs di pesantrennya, ia tidak mau lagi menjadi murid 
tetapi menuntut kepada pengurus pondok agar mengajar atau 
menjadi guru karena pada usia itu dia telah menyelesaikan 
tulisan beberapa buku kecil tentang sejarah Nabi Muhammad 
SAW dan sejarah Khulafa Al-Rasyidun-—buku ini masih 
dicetak ulang hingga kini. Referensi ia baca di samping dari 
orangtuanya juga dari guru dan para sarjana yang pulang dari 
belajar di luar negeri. “Setiap kali ada orang pulang belajar saya 
datangi dan meminjam buku mereka,” ujarnya. Menghabiskan 
waktu hingga hampir 15 tahun belajar di Saudi itu dari S1 
sampai PhD, rupanya itulah yang mengubah seluruh hidup 
dia kemudian.“ 
Setelah pulang ke Patani di sekitar tahun 1986, 


daerah dan pembangunan, sedangkan Gubernur bertanggungjawab terhadap keamanan 
khususnya. 

? Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2009. 

8 Wawancara pada tanggal 01 dan 03 September 2009. 
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pertama-tama yang ia lakukan adalah pembersihan apa yang 
dikategorikan sebagai bid ah. Namun tidak sebagaimana yang 
pernah dilakukan oleh aliran Wahabi di Saudi dan di tempat 
lain yang cenderung menggunakan kekerasan, Ismail Lutfi 
melakukannya dengan penuh persuasif dan persaudaraan. 
Menurut salah seorang muridnya yang sangat dekat, H. 
Basyir Dullah Adam,” Ismail Lutfi dan juga murid-muridnya, 
termasuk dirinya, sempat dikucilkan dari masyarakat karena 
pengajian-pengajiannya yang anti tradisi yang dituduhnya 
sebagai bid ah. Namun berkat pendekatannya yang persuasif 
dan lemah lembut akhirnya masyarakat sepakat untuk 
menerima meskipun memiliki prinsip berbeda. “Kalau ada 
orang yang berbeda dan menyerang dia, biasanya didatangi 
oleh Ustadz sebagai tanda silaturrahim dan persahabatan,” ujar 
Basyir. Kini bekerjasama dengan sejumlah ulama tradisional, 
kelompok Ismail Lutfi mengendalikan sebuah lembaga 
keuangan Islam yang disebut Takaful Islam yang cukup besar 
ditandai dari kantor-kantornya yang megah di tiga propinsi 
tersebut. 

Kelompok pimpinan yang oleh murid-muridnya 
dipanggil Syech Ismail Lutfi ini oleh kaum tradisional yang 
menerima kurikulum modern maupun yang bertahan 
dengan kurikulum tradisional sering dijuluki sebagai aliran 
Wahabi, karena kecederungannya yang puritan dan anti 
tradisi dan bidah dalam praktik keagamaan. Aliran ini di 
samping memiliki pesantren dengan kurikulum kombinasi 
juga mendirikan sebuah perguruan tinggi cukup besar, yaitu 
Universitas Islam Yala, satu-satunya universitas Islam swasta 
di Thailand hingga saat ini dengan Dr. Islamil Lutfi Pathani 
sebagai rektornya. Di samping itu ia juga mengelola jamaah 


3 Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2009. 
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ribuan orang yang berpusat di masjid-masjid dan pengajian- 
pengajian berkelompok. Ia sendiri mengajar tafsir al-Guran 
setiap Sabtu di pesantrennya di Patani dan Minggu di bekas 
gedung Univeritas Islam Yala lama di Yala sebelum akhirnya 
pindah ke gedung baru sekarang dengan pendengar ribuan 
orang di samping melalui siaran langsung dari radio. Radio 
yang dimaksud adalah tiga radio milik jamaah yang bisa 
meliput lima propinsi, yaitu Satun, Narathiwat, Yala, Patani, 
dan Songkhla. Islamil Lutfi juga menulis buku, kebanyakan 
buku-buku kecil kurang dari 100 halaman namun tidak 
kurang dari 50 buku yang tersebar kepada ribuan jamaahnya. 
Buku itu bertema sekitar ibadah dan kemasyarakatan, baik 
merupakan transkrip dari berbagai ceramah dan pengajian 
maupun ditulis sendiri secara khusus. 


Gerakan Perdamaian: Ahmad Somboon Bualuang 
Sesungguhnya hampir semua tokoh dan kelompok 
yang diurai di atas menekankan pada usaha perdamaian 
dengan fokus dan aktivitas spesifik masing-masing. Namun, 
Ahmad Somboon Bualuang secara khusus menekankan 
perjuangannya pada penciptaan perdamaian dan mediasi 
antar-kelompok. Upaya ini terutama dilakukan antara para 
separatis dan insurgen dengan pemerintah, baik pemerintah 
daerah maupun pemerintah pusat. Tidak mudah mengambil 
posisi seperti Ahmad Somboon ini dalam situasi ketegangan 
dan bahkan sebagian mengatakan dalam situasi perang seperti 
di Thailand Selatan saat ini. Namun, diambilnya posisi 
itu demi terwujudnya komunikasi dan pemahaman satu 
sama lain. “Mereka (antara insurgen dan separatis dengan 
pemerintah, pen.) saat ini hampir tidak memungkinkan untuk 
berkomunikasi secara langsung, baik karena saling takut atau 
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karena representasi dan lainnya,” katanya. Untuk ambil peran 
seperti ini, ia bahkan mengaku telah “kehilangan” dua kali 
sopir yang merangkap pengawal tidak resmi karena ditembak 
oleh orang tidak dikenal sehingga sekarang ia memilih tidak 
memakai sopir dan pengawal melainkan menyetir sendiri 
kemana pun ia pergi. 

Kekhasan dari pria berusia 58 tahun iniadalah memiliki 
hubungan yang dekat dengan sejumlah aktor dalam gerakan 
insurgensi dan separatis, meskipun ia sendiri tidak setuju 
dengan cara-cara kekerasan yang akhir-akhir ini dilakukan 
secara serampangan dan membabi buta. Misalnya, bom yang 
dipasang di jalan-jalan dan di pasar atau di tempat-tempat 
publik pada umumnya. Pensiunan dosen Fakultas Pendidikan 
Prince Songkhla University Pattani Campus ini Jama terlibat 
di dalam NGO untuk penguatan masyarakat sipil dengan 
pendekatan damai sejak sebelum reformasi yang berujung 
pada amandemen Konstitusi Thailand 1997 yang merupakan 
bagian dari realisasi demokratisasi dan desentralisasi. Berkat 
kegigihannya itulah maka ia diangkat menjadi salah satu 
anggota NRC (National Reconciliation Commission) yang 
dibentuk pemerintah di bawah PM Thaksin Shinawatra 
untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan besar di tahun 
2004. Di NRC Ahmad Somboon mewakili LSM bersama- 
sama dengan para tokoh agama dan intelektual dan politisi. 
Berkat posisinya yang unik itu pula, ia sering dilibatkan dalam 
berbagai pertemuan oleh kalangan insurgen dan separatis, 
terutama di luar negeri, khususnya di Eropa. Ia dianggap 
mewakili suara independen yang juga bisa berkomunikasi dan 
dipercaya oleh pemerintah pusat. Demikian sebaliknya, oleh 
kalangan pemerintah, ia juga dianggap mengetahui aspirasi 
para aktor insurgen dan separatis karena kedekatannya dan 
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kemampuannya berkomunikasi serta dipercaya oleh mereka 
untuk mengikuti berbagai pertemuan mereka. Ahmad 
Somboon kini juga satu-satunya ahli yang diangkat sebagai 
konsultan oleh Thailand Research Council (TRC) untuk 
memberikan kritik dan penilai terhadap proposal-proposal 
riset dari berbagai universitas di Thailand yang mengangkat 
tentang Thailand Selatan. Semua proposal yang masuk ke 
TRC dengan topik dan tema tentang Thailand Selatan tidak 
lepas dari tangannya. 

Meski demikian, Ahmad Somboon tetap kritis 
terhadap pemerintah. Menurutnya, kini pemerintah belum 
cukup banyak berbuat untuk mengangkat Muslim-Melayu 
dari ketertinggalan di berbagai bidang disebabkan karena 
represi di masa lalu dan juga disebabkan karena ketidakpedulan 
pemerintah terhadap perbedaan budaya dan bahasa. Dalam 
hal ini, pemerintah pusat melakukan standar dengan bahasa 
Thai atau bahasa Siam sementara masyarakat Muslim-Melayu 
sejak awal tidak bisa menggunakannya. Di tahun 1950-an 
bahasa dan budaya Muslim-Melayu bahkan dilarang untuk 
digunakan bersamaan dengan diterapkannya chauvinisme 
Thailand. Namun meskipun hal itu sudah dicabut sejak 
tahun 1960-an tetapi tidak ada kebijakan pengimbang untuk 
mengangkat mereka. Seharusnya, katanya, ada semacam 
affirmative action untuk mengangkat Muslim-Melayu agar 
sama kemampuannya dengan masyarakat Thai atau Siam. 
“Selama masih ada kesenjangan, kemiskinan, dan ketidakadilan 
sulit untuk menghadirkan perdamaian,” lanjutnya. Jika tidak 
ada kebijakan khusus, lanjutnya, rekrutmen pegawai negeri 
maupun swasta, pasti akan jatuh ke tangan mereka yang 
memenuhi standar. Namun, lanjutnya, itu tidak berarti 
Muslim-Malay harus diistimewakan melainkan harus 
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diberdayakan agar sama kemampuannya dengan masyarakat 
lain. 

Namun tidak semua orang memandang positif terhadap 
peran yang dimainkan oleh Somboon. Beberapa ulama seperti 
Ismail Yakub, seorang pemimpin pesantren dan pegiat budaya 
dan bahasa Melayu melalui PUSTA (The Southern Border 
Provincesof Thailand) memberikan kritik sehubungan dengan 
instrumen Somboon yang lebih dekat dengan LSM ketimbang 
organisasi ulama dan pesantren. Somboon dianggap lebih 
menekankan pada representasi kalangan separatis ketimbang 
kalangan ulama dan pesantren. 


B. Mindanao 
Basis Sosio-Kultural Muslim Mindanao 
Ketika Islam datang ke Mindanao, ia tidak 

memperkenalkan struktur sosial kultural dan politik baru, 
melainkan cenderung menyesuaikan dengan struktur sosial 
yang ada di daerah tersebut, yaitu sistem datu-ship (ke- 
datu-an). Sistem ini mengandaikan bahwa masyarakat 
Mindanao terbagi menjadi tiga lapis sosial, yaitu kelompok 
elit atau pemimpin yang disebut “datu,” kelompok awam atau 
massa sebagai pengikut para datu, dan budak.? Sedangkan 
para datu juga memiliki kesetiaan afiliasi politik terhadap 
kepemimpinan di atasnya yang juga tidak bersifat tunggal, 
yaitu kalangan kesultanan. Ini bisa dilihat dari lahirnya 
Kesultanan Maugindanao yang berpusat di bagian tengah 
Pulau Mindanao pada pertengahan abad ke-19. 

Sebelumnya wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan 
Sulu yang berpusat di Kota Jolo Pulau Sulu yangtelah terbentuk 
pada pertengahan abad ke-16. Perbedaan antara datu dan 


. 2 Peter G. Gowing, “The Muslim of the Philippines,” dalam Herausgegeren von H. 
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Munculnya Gerakan Alternatif Untuk Perdamaian 


kesultanan adalah dalam cakupan penguasaan wilayah: datu 
lebih sempit dari atau di bawah kesultanan?. Di samping itu, 
Bangsamoro juga dicirikan oleh adanya Rido, yaitu ketegangan 
dan konflik yang terus menerus terjadi dan sewaktu-waktu 
pecah kekerasan dan perang antar-kelompok datu atau 
klan.“ Karena itu, hingga masa penjajahan Amerika yang 
dimulai 1898, menurut Fedespiel,” Islam bukanlah identitas 
yang menonjol bagi penduduk di Mindanao melainkan 
masing-masing kelompok, yang sebagian besar menguasai 
wilayah geografis tertentu, diikat oleh sebuah komunitas di 
bawah kontrol datu-ship meskipun term-term Islam tidak 
pelak dipakai dalam berbagai perlawanan terhadap penjajah 
tersebut.” Secara sosial dan politik mereka lebih diikat oleh 
identitas etnis seperti Tausug, Maugindanao, Maranao, Iranun 
dan sebagainya yang masing-masing dikontrol oleh pemimpin 
lokal yang bersifat kultural atau sistem datu tersebut.” 

Baik pada masa penjajahan Spanyol maupun Amerika, 
melalui sistem datu inilah mereka melakukan perlawanan 
terhadap penjahan." Meskipun Muslim Mindanao tercatat 
melakukan perlawanan terhadap penjajahan sepanjang masa 
itu,” hal itu sesungguhnya tidak bersifat menyeluruh di 
mana masing-masing datu memiliki sikap sendiri, baik yang 
konfrontatif maupun yang akomodatif terhadap kehadiran 


3 Peter G. Gowing, “The Muslim of the Philippines,” 97. 

4 Walfred Magno Torres III, ed. Rido: Clan Feuding and Conflict Management in 
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Spanyol dan Amerika.“ Namun dari keseluruhan masa itu 
terdapat masa di mana perdamaian atau tingkat kekerasan dan 
resistensi relatif rendah di antara rentang penjajahan Amerika 
selama sekitar setengah abad, yaitu masa ditariknya pasukan 
tentara dan diserahkannya kekuasaan pada sipil pada tahun 
1913." 

Melalui kebijakan tersebut, Amerika melakukan 
perubahan pendekatan dengan memberi toleransi dan konsesi 
terhadap sistem datu yang berlaku pada Muslim Mindanao. 
Kebijakan ini berbeda dengan kebijakan sebelumnya, di 
mana penghapusan perbudakan dan pelarangan poligami 
serta kehadiran angkatan bersenjata AS dianggap menganggu 
struktur sosial yang mapan dan posisi datu yang terhormat 
secara sosial di Mindanao sehingga menimbulkan resistensi 
yang tinggi. Kebijakan tersebut juga mengakomodasi kuktur 
Islam yang sudah berlaku di Mindanao seperti pengadilan 
agama dan pendidikan madrasah. Meski demikian, pada 
masa pemerintahan tersebut tidak semua datu berada 
dalam satu barisan atau berkolaborasi dengan penjajahan 
Amerika, melainkan sebagian datu yang lain terus melakukan 
perlawanan.? Dengan kata lain, diversitas Muslim Mindanao 
pada saat itu lebih ditunjukkan oleh ikatan etnisitas dan ikatan 
kepemimpinan datu dalam suatu sistem yang feodal, termasuk 
dalam sosial politik dan sikapnya terhadap penjajahan. 

Toleransi terhadap sistem feodal yang mapan dengan 
menjaga posisi elit-elit tradisional para datu maupun 
kesultanan oleh penjajah Amerika memang telah menurunkan 


“0 Thomas M. McKenna, Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed 
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tingkat resistensi dan perlawanan yang tinggi dari masyarakat 
Muslim. Namun, akibatnya disatu pihak ia menyebabkan tidak 
terjadinya transformasi dan proses egalitarianisme di dalam 
masyarakat Muslim sendiri. Di lain pihak, dengan toleransi 
terhadap Amerika maka menyebabkan toleransi terhadap 
imigran disertai dengan pengalihan kepemilikan tanah dan 
kekuasaan oleh kalangan migran yang Katolik, menimbulkan 
potensi konflik dan kesenjangan bahkan diskriminasi terhadap 
penduduk lokal yang notabene Muslim tersebut. 


Perubahan Struktur Sosial dan Implikasinya 
Kebijakan politik etis oleh pemerintah pusat terhadap 
Muslim Mindanao paska kemerdekaan yang dimaksudkan 
untuk membangun integrasi minoritas Muslim dalam negara 
nasional telah memfasilitasi terjadinya perubahan struktur 
sosial politik di Mindanao. Pada waktu yang sama berbagai 
pemerintahan Muslim di Timur Tengah seperti Mesir dan 
Saudi Arabia juga memberikan beasiswa kepada anak-anak 
muda Muslim Mindanao untuk menempuh pendidikan di 
masing-masing negara tersebut. Namun kebijakan migrasi 
besar-besaran oleh pemerintah pusat melanjutkan program 
pemerintah Amerika terus terjadi dan bahkan lebih massal 
berakibat pada berlanjutnya pengalihan kepemilikan tanah 
dan pos-pos kekuasaan di Mindanao oleh para migran yang 
notabene pengikut agama Katolik.“ 
Munculnya kelas terpelajar dan terdidik Muslim 

Mindanao sebagai buah dari politik etis ini menjadi barisan 

8 Moshe Yegar, Between Integration and Secession: The Muslim Communities of 
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para elit baru yang lahir sebagai pemimpin yang terdidik dan 
modern. Mereka umumnya mengandalkan kemampuan dan 
ilmupengetahuan daripadawarisan kepemimpinan daristruktur 
sosial lama yang feodal atau datu.” Nur Misuari, pelopor dan 
pemimpin MNLF, adalah anak dari keluarga miskin berasal 
dari suku Tausug di Jolo yang mendapatkan beasiswa dari 
program politik etis pemerintah tersebut yang di kemudian hari 
menjadi profesor studi Islam di University of the Philippines. 
Sedangkan Salamat Hasyim adalah kelahiran Cotabato dari 
suku Maguindanao yang kemudian menjadi pendiri dan 
pemimpin MILF yang juga anak keluarga biasa yang mendapat 
beasiswa dari pemerintah Mesir untuk melanjutkan kuliah 
di Universitas Al-Azhar, Kairo. Perlawanan atas kesenjangan 
dan diskriminasi serta berlanjutnya pengalihan kepemilikan 
tanah serta pergeseran penguasaan politik di Mindanao tidak 
cukup lagi melalui sistem datu yang berlaku.“ Para pemimpin 
baru tersebut bergabung dalam suatu kesadaran perjuangan 
bersamaan dengan naiknya nasionalisme dan perlawanan 
terhadap dominasi Barat dan penjajahan di hampir seluruh 
dunia dan khususnya di Asia Tenggara sejak berakhirnya 
Perang Dunia II. Baik Nur Misuari maupun Salamat Hasyim, 
keduanya menjadi aktivis dan pemimpin gerakan mahasiswa 
di kampusnya masing-masing untuk melakukan perlawanan 
terhadap penjajahan dan pemerintahan yang dianggap tidak 
adil. Kasus Jubidah Massacre dan Ilaga memecut mereka 
untuk bersatu dan membangkitkan Muslim Mindanao dalam 
perlawanan terhadap pemerintah pusat dengan melihat 
kenyataan ketidakadilan yang berlangsung di daerah asalnya, 
yaitu Mindanao. 


$ Patricio N. Abinales, Making Mindanao: Cotabato and Davao in the Formation 
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Pada saat yang sama, pemerintahan Ferdinand Marcos 
baru memulai kekuasannya dengan memenangi pemilihan 
umum. Untuk memperkukuh kekuasaannya, Marcos 
melakukan kebijakan penguatan pemerintah pusat disertai 
dengan pelemahan terhadap para datu di Mindanao. Hal 
itu dilakukan dengan cara memotong pengaruh mereka dan 
mempersempit peluang untuk menempati pos-pos politik 


47 Karena itu momentum 


baik di daerah maupun di pusat. 
perlawanan para pemimpin baru, yang dipimpin oleh Nur 
Misuari dan Salamat Hasyim, mendapat sokongan dari 
sebagian datu yang tersingkir oleh kebijakan Marcos. Dengan 
demikian, sejak saat itu telah tumbuh suatu struktur baru 
masyarakat Muslim Mindanao, dari sistem yang semata-mata 
datu yang feodal kepada kepemimpinan terpelajar dan egaliter. 
Martial Law yang dikeluarkan oleh Presiden Ferdinand Marcos 
1972 untuk mencegah reaksi Muslim Mindanao akibat 
terbongkarnya Jubidah Massacre justru memicu tumbuhnya 
persatuan di antara mereka dan menumbuhkan identitas baru 
sebagai Bangsamoro. 

Kepemimpinan baru tersebut menemukan momentumnya 
pada MNLF dan kepemimpinan Misuari. Kebanggaan 
sebagai Bangsamoro muncul bersamaan dengan penggunaan 
Islam sebagai identitas dan simbol perlawanan politik dan 
sekaligus melawan cap keterbelakangan dan barbar atau 
uncivilized dalam tradisi dan politik Filipina. MNLE misalnya, 
mampu membangun pasukan bersenjata Bangsamoro Armed 
Force (BAF) sampai berjumlah 20.000 hingga 30.000 orang 
dan mampu memobilisasi bukan hanya laki-laki tetapi juga 


perempuan. MIM (Mindanao Independent Movement) juga 
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ikut bergabung dan mendukung MNLF MIM sendiri digagas 
oleh seorang datru dan bekas Gubernur Cotabato, Datu 
Utdung Matalam, yang telah lebih dulu lahir di Cotabato. 
Ketika menjadi gubernur, Datu Utdung Matalam cenderung 
akomodatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat 
namun disingkirkan oleh orang-orang Marcos dan kemudian 
melakukan gerakan perlawanan dan menyatakan hendak 
mendirikan Republik Filipina meskipun dengan pengaruh 
yang sangat lokal. 

Namun, agenda MNLF dan Nur Misuari yang 
mencanangkan transformasi ke dalam Bangsamoro berupa 
kritisisme terhadap feodalisme dan kepemimpinan tradisional 
serta penghapusan sistem datu yang dianggap mengganggu 
transformasi sehingga gerakan MNLF dan Misuari itu pada 
akhirnya mendapat reaksi balik dari kalangan datu.”" Karena 
itu, ketika terjadi negosiasi antara MNLF dengan GRP 
pada masa Marcos pada awal 1970-an yang berujung pada 
penandatanganan Memorandum of Peace Agreement (PA) 
di Tripoli pada tahun 1976, tampaknya Nur Misuari tidak 
menyadari bahwa Presiden Ferdinand Marcos telah melakukan 
pendekatan terhadap sejumlah datu tertentu dengan berbagai 
konsesi kekuasaan riil untuk mereka.'' Marcos, misalnya, 
melakukan perubahan pembagian region baru dengan 
membagi Mindanao menjadi dua daerah otonom, region IX 
(Central Mindanao) dan region XII (Sulu).” Pembagian region 
tersebut di samping mengacaukan kesepakatan PA atas wilayah 
otonomi yang disepakati atas 13 provinsi dari 24 di Mindanao 
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dan 9 kota dalam PA tersebut juga berimplikasi pada perluasan 
tempat bagi konsesi terhadap para datu tersebut. 

Di sisi lain, tercapainya PA tersebut juga ditandai 
dengan munculnya kelompok yang tidak puas di dalam 
MNIF sendiri yang dipimpin oleh Salamat Hasyim, Deputy 
Chairman dari Nur Misuari, yang kemudian mendirikan 
organisasi tandingan MILF yang belakangan dideklarasikan 
secara resmi pada 1983. Dengan demikian, klaim representasi 
Bangsamoro yang hanya terpusat pada satu kelompok MNLF, 
dengan tidak mengabaikan faktor kebijakan divide et impera 
dari Marcos dan keterlibatan Malaysia dalam mendorong 
berdirinya MILF karena mencurigai ide Nur Misuari yang 
mengklaim Sabah sebagai bagian dari Kesultanan Sulu, telah 
berbuntut terbelahnya Muslim Mindanao. Mereka terbelah 
setidaknya ke dalam tiga kelompok kepentingan, yaitu para 
datu, MNLF dan MILE Bangkitnya rivalitas kepemimpinan 
tersebut, dengan berbagai alasan, tidak hanya merupakan 
tantangan bagi pelaksanaan PA yang berasal dari dalam, 
tetapi juga memperkuat posisi pemerintah pusat atas gerakan 


pembebasan di Mindanao, baik oleh MNLF maupun MILF. 


Politik Bangsamoro yang Rentan Pecah 

Struktur sosial baru dalam gerakan Muslim Mindanao 
sejak awalnya sangat rentan pecah. Salamat Hashim, misalnya, 
berhasil membawa pindah sebagian besar pengikut MNLF 
ke MILF di tahun 1980-an, organisasi yang didirikannya 
setelah keluar dari MNLF terutama bagi mereka yang tidak 
terangkum ke dalam program integrasi Angkatan Bersenjata 
Filipina (AFP) dan Kepolisian sebagai konsekuensi dari 
pelaksanaan perjanjian PA 1976 di masa Marcos. Di lain 
pihak Marcos memperkenalkan pembagian region baru 
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tersebut yang mengacaukan klaim wilayah MNLF di dalam 
PA. Berdasarkan pada pembagian region yang baru itu pulalah 
Marcos melaksanakan plebisit pada tahun 1978 yang diklaim 
sebagai implementasi hasil PA, meskipun ditentang baik 
oleh MNLF maupun Salamat Hasyim yang ketika itu telah 
berpisah dengan MNLPF, karena dianggap tidak sesuai dengan 
perjanjian PA. Karenanya, baik MNLF pimpinan Nur Misuari 
maupun kelompok Salamat Hasyim memboikot plebisit 
tersebut. Sedangkan Marcos tampaknya memanfaatkan 
kepemimpinan sejumlah datu yang bisa diajak berkolaborasi 
untuk pelaksanaan tersebut tanpa keterlibatan MNLF dan 
kelompok Salamat Hasyim.” Tidak heran, sejak saat itu, 
keterbelahan Muslim di Mindanao secara politik ke dalam 
tiga kelompok MNLF MILE dan datu yang berkolaborasi 
dengan pemerintah pusat menjadi kian nyata. 

Di sisi lain, sebagai akibat dari kolaborasi sebagian 
datu dan perpecahan dengan Salamat, maka Nur Misuari 
dengan MNLF-nya seperti terjepit di antara pemerintahan 
Marcos dan datu di satu sisi dan MILF di sisi yang lain. 
Situasi ini membuat Misuari kembali kepada solidaritas 
awal yang dianggap masih setia mendukungnya, yaitu 
solidaritas primordial di mana dia berasal, yakni etnis Tausug 
yang merupakan mayoritas di Sulu, Basilan, dan sebagian 
Zamboanga.”' Dengan demikian dari sisi entitas etnis, maka 
sejak saat itu, Bangsamoro atau Muslim Moro telah terbelah 
antara etnis Tausug yang merupakan basis MNLF pimpinan 
Misuari dan etnis Maguindanao yang merupakan mayoritas di 
pula Mindanao, yang tidak lain merupakan basis dari MILF 
pimpinan Salamat Hasyim. Salamat Hasyim berasal dari 
suku Magindanao dan berbasis di Cotabato yang merupakan 
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basis pendukung MILF Keterbelahan dua pemimpin dengan 
ikatan basis sosialnya masing-masing yang berbeda atas dasar 
kesukuan ini mengingatkan pada struktur sosial tradisional 
semula yang feodal. Proses itu merupakan babak baru dari 
proses re-elitisasi baik terhadap MNLF maupun MILF yang 
masing-masing mengacu pada dan menghidupkan kembali 
warisan Kesultanan Sulu dan Maguindanao di masa lalu. 

Sementara itu, Presiden Corazon Aguino yang terpilih 
menggantikan Ferdinand Marcos melalui People Power 1986 
segera mengumumkan keinginannya untuk kembali membuka 
pembicaraan dengan MNLE. Di sisi lain sejak 1983, Salamat 
Hasyim telah mengumumkan berdirinya MILF dan berhasil 
memboyong sebagian besar pengikut MNLF terutama dari 
suku Maguindanao ke dalam MILF dan mendirikan pasukan 
bersenjata tersendiri Bangsamoro Islamic Armed Force (BIAF) 
namun Aguino tampaknya mengabaikan eksistensi MILF. 
Terbentuknya ARMM di bawah Presiden Aguino yang 
merupakan hasil perjanjian FPA antara GRP (Government of 
Republic of the Philippines)-MNLF justru kian menguatkan 
intervensi pemerintah pusat yang berkolaborasi dengan 
sebagian datu yang telah kembali menancapkan kekuasaannya 
atas dukungan pemerintah pusat sejak presiden Marcos hingga 
batalnya negosiasi MOA-AD di masa Presiden Arroyo. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa 
berbagai pembicaraan dan negosiasi antara GRP dan 
perwakilan Bangsamoro atau Muslim Mindanao yang tidak 
mengikutkan setidaknya tiga atau empat pihak, yaitu MILF, 
MNILEF datu, termasuk di dalamnya ARMM, secara setara 
sesungguhnya bisa dikatakan bersifat parsial atau bahkan 
cenderung me-mecah belah. 


Menapaki Rute Lain: Gerakan Civil Society dan Dialog 
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Antar-Agama 

Di sisi yang lain, terdapat berbagai usaha dilakukan 
oleh para aktivis civil society yang non-partisan dari pemimpin 
agama, Ulama dan Bishop, maupun kalangan LSM pada 
umumnya. Hal itu dilakukan tidak hanya pada akhir-akhir 
ini, melainkan sejak era Presiden Marcos. Namun belakangan 
ini tampaknya menunjukkan semakin kuatnya pengaruh civil 
society, meskipun mereka belum berhasil memaksa secara kuat 
pemerintah pusat maupun kelompok-kelompok di Mindanao 
untuk bersatu menyelesaikan konflik dan kekerasan secara 
komprehensif. Steven Rood mencatat meski peran civilsociety 
jelas makin meningkat tetapi ada fakta ketidakseimbangan 
antara gerakan yang dilakukan kalangan Katolik dan Islam di 
mana Islam cenderung under-represented atau tidak sebanding 
dengan kekuatan CS kalangan Katolik. Meski demikian, 
fenomena gerakan sosial yang ingin menghindari keterlibatan 
di dalam politik yang bersifat langsung, sebagaimana MNLF 
dan MILF dengan segala varianya, mengalami peningkatan dan 
mereka beralih pada penguatan masyarakat dan mengambil 
posisi netral termasuk terhadap pemerintah. 


NUCP: Mendorong Kembali ke Penguatan Ummat 

NUCP (National Ulama Council of the Philippines) 
sesungguhnya gerakan yang bersifat nasional, namun ia 
merupakan respons langsung maupun tidak langsung 
terhadap berlarut-larutnya kekerasan politik dan perpecahan 
umat Islam di Mindanao sehingga melupakan masalah Islam 
di daerah lain di Filipina. Organisasi yang baru dirintis oleh 
kalangan ulama ini hendak mengambil posisi netral dari 
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pertengkaran politik termasuk terhadap pemerintah pusat dan 
berusaha untuk konsentrasi pada penguatan ummat.” Pada 
tanggal 24-27 Januari 2010 NUCP mengadakan konferensi 
di Davao City untuk pertama kalinya secara nasional yang 
dihadiri sedikitnya 500 ulama, terdiri dari 300 Ulama dan 200 
Aleemah (perempuan), 7096 berasal dari kawasan Mindanao. 
Dalam konferensi itu mereka juga melibatkan pada aktivis 
perdamaian, pemuka Islam dari semua asal-usul, MILF, 
MNLF, dan bahkan dari kalangan Lumad atau indigenous 
people, aktivis LSM, serta LSM internasional yang memiliki 
concern terhadap perdamaian di Mindanao. Amina Rasul,” 
direktur dan pendiri PCID (Philippine Council for Islam and 
Democracy) yang berada di balik berdirinya NUCP sekaligus 
sebagai fasilitator konferensi, mengatakan bahwa meskipun 
NUCP baru pertama kalinya mengadakan pertemuan nasional 
setelah secara legal memperoleh pengesahan dari pemerintah 
Filipina namun itu dilakukan melalui proses sedikitnya empat 
tahun sebelumnya. 

Dimulai dari proyek pemberdayaan ulama di seluruh 
daerah Filipina secara bertahap mulai dari tingkat bawah, 
maka akhirnya para ulama alumni workshop itu sepakat untuk 
membentuk organisasi yang netral secara politik dan non- 
partisan yang bertujuan untuk permberdayaan masyarakat 
sipil khususnya masyarakat Islam di Filipina serta melibatkan 
semua unsur dan faksi di dalam masyarkat Muslim Filipina.” 
Mula-mula PCID berusaha mengumpulkan ulama dari 
banyak kelompok dan latar belakang yang berbeda-beda 
untuk pemberdayaan masyarakat sipil. Mereka melakukan 


pelatihan tentang Islam dan demokrasi dan pluralisme dengan 
5 Wawancara dengan Dr. H. Hamid Barra, Ketua Umum NUCP terpilih pada 09 
Februari 2010. 


3 Wawancara pada tanggal 26 Januari 2010. 
3 Wawancara pada tanggal 26 Januari 2010. 
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latar belakang pluralitas masyarakat Filipina serta tantangan- 
tantangan perdamaian. Kegiatan ini dilakukan di hampir semua 
provinsi di Filipina. Barulah kemudian alumni terpilihnya 
diundang untuk mengikuti kegiatan yang hampir sama pada 
tingkat regional yang melingkupi beberapa provinsi. Dari 
sanalah kemudian digagas oleh mereka dibentuknya NUCP. 
NUCP, menurut Presiden terpilihnya, Dr. H. Hamid Barra,” 
lebih berkonsentrasi pada fasilitasi ulama-ulama di tingkat 
bawah untuk pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan 
pendidikan secara profesional. Mereka hendak mengambil 
jarak yang sama terhadap kelompok-kelompok politik yang 
sudah terbentuk di dalam masyarakat. Namun, bagi Rasul, 
“Para ulama itu sebenarnya sudah melakukan secara sendiri- 
sendiri tetapi NUCP ingin mengordinasikan mereka sehingga 
menjadi kekuatan bersama”. Dalam konferensi ini antara 
lain dibicarakan tentang strategi keterlibatan Ulama dan 
masyarakat dalam usaha perdamaian, pencegahan konflik, 
dan terlaksananya pemilu yang damai pada Mei 2010. 
Menurut Amina Rasul maupun Barra, keterlibatan 
Ulama dalam perdamaian dalam posisi netral sangat penting, 
mengingat sepanjang pengalaman selama ini para ulama lebih 
banyak terlibat langsung di dalam gerakan politik dengan segala 
faksinya sehingga ulama rentan terlibat di dalam pertentangan 
baik di dalam kelompok-kelompok Islam sendiri maupun 
dengan pemerintah pusat. Suara Ulama dalam posisi netral 
tetapi tidak berkurang pekanya terhadap ketidakadilan dan 
diskriminasi, menurut Rasul, sangat penting. Namun untuk 
itu, lanjutnya, Ulama harus memiliki akar dan dukungan yang 
kuat dari ummatnya. Di dalam rekomendasi hasil konferensi 
ini disebutkan strategi untuk memperkuat lembaga-lembaga 


?? Wawancara pada tanggal 09 Februari 2010. 
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pendidikan yang selama ini menjadi domain dan dikelola oleh 
para ulama. Kurikulum perdamaian juga direkomendasikan 
untuk menjadi program NUCP dalam mendorong penguatan 
lembaga-lembaga pendidikan tersebut. 


Aleemah: Ulama Perempuan untuk Penguatan Kewiraswastaan 

Salah satu yang tampak lain dari Konferensi Ulama di 
NUCP adalah keterlibatan ulama perempuan (Aleemah) yang 
jumlahnya lebih dari separo ulama laki-laki, 200 dari 500 
peserta konferensi adalah perempuan. Sebagaimana peserta 
Ulama, peserta Aleemah juga terdiri dari berbagai aktivis 
sosial dan guru di berbagai daerah, 7090 di antaranya berasal 
dari Mindanao. Mereka di samping melakukan sidang-sidang 
tersendiri menyangkut tema partisipasi perempuan dalam 
sosial politik untuk pertemuan hari pertama juga bergabung 
dengan ulama laki-laki untuk membahas masalah-masalah 
umumnya. Konferensi Aleemah ini, menurut Amina Rasul, 
melibatkan semua unsur dan aliran di dalam masyarakat mulai 
yang sangat tertutup atau fundamentalis atau konservatif 
hingga yang liberal. Karena, menurutnya, perempuan di 
dalam Islam, di luar tantangan partisipasi perempuan dalam 
perdamaian dan partisipasi dalam sosial politik, perempuan 
di Mindanao atau Filipina atau dunia pada umumnya 
masih menghadapi tantangan stereotype perempuan Muslim. 
Karenanya, Konferensi Aleemah ini sengaja melibatkan semua 
aliran dalam masyarakat Muslim di Filipina, termasuk mereka 
yang masih menggunakan penutup muka hampir penuh 
kecuali mata (cadar). 

Seorangutusan dari provinsi Lanao, NyaiSapia, misalnya, 
memberikan presentasi dalam bahasa Tagalog kemudian 
diterjemahkannya sendiri dalam bahasa Arab. Sebelum 
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menyampaikan uraiannya ia terlebih dahulu meminta maaf, 
karena memakai burdah hanya mata yang terlihat meskipun 
baju atas dan bawahnya memakai batik adat Mindanao. “Saya 
minta maaf,” katanya memulai, "saya memakai pakaian begini 
karena ini adat di daerah kami. Kami ke sini juga membawa 
adat kami.” 

Menurut Amina Rasul, penggagas NUCP yang juga 
patron konferensi itu, memang NUCP yang dirintisnya sejak 
tiga tahun lalu itu di samping melibatkan perempuan, juga 
hendak mendorong para Aleemah untuk berperan lebih luas 
dalam penguatan masyarakat dan perdamaian. “Karena itu 
kami harus bersatu tanpa memandang aliran dan paham kita,” 
ujarnya. Aleemah, katanya, memiliki agenda dan pekerjaannya 
sendiri di luar Ulama, namun mereka akan membicarakan 
bersama dan mengonsultasikannya. Salah satu tantangan 
bagi Aleemah, kata Amina, adalah stereorype penampilan 
Muslim baik secara internasional maupun nasional: bahwa 
perempuan yang memakai burdah selalu cenderung dianggap 
fundamentalis dan sebaliknya, yang tidak memakai jilbab 
dianggap sekuler dalam konotasi negatif. “Burdah tidak selalu 
menunjukkan pandangan fundamentalis. Begitu juga yang 
tidak berjilbab tidak selalu tidak Islami,” ujarnya. Karena 
itu, katanya, mereka harus bersatu dan menunjukkan bahwa 
pakaian tidak mempengaruhi pergaulan dan cita-cita bersama 
Aleemah. 

Di samping itu, lanjut Amina Rasul, perempuan di 
Mindanao juga sudah banyak bekerja untuk menciptakan 
perdamaian dengan berbagai cara. Irene Tillah, wakil dari 
Sulu yang juga Presiden Muslim Professional Business- 
Women Association Sulu, bahkan sejak tahun 1989 
melakukan usaha perdamaian itu melalui pendekatan 
keluarga dan kewiraswastaan. Menurut Tillah, salah satu 
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akar kekerasan dan konflik di Mindanao khususnya Sulu 
adalah keterbelakangan pendidikan dan ekonomi. Karenanya, 
ia bersama kelompoknya melakukan pemberantasan buta 
huruf dan training entrepreneurship. Kelompok ini, yang juga 
memiliki cabang-cabang di hampir semua kota di Mindanao, 
melakukan berbagai kegiatan penguatan perempuan di 
dalam keluarga untuk meningkatkan partisipasi mereka di 
dalam sosial politik. Dengan begitu, kata Tillah, mereka akan 
mampu mempengaruhi usaha-usaha perdamaian di dalam 
masyarakat. 

”Para alumni dari training itu kemudian disalurkan ke 
lembaga-lembaga advokasi perdamaian, di samping didorong 
untuk melakukan bisnis mengatasi kemiskinan dan buta 
huruf,” ujarnya. Kegiatan yang sama, katanya, dilakukan di 
daerah-daerah lain di Mindanao. Menurutnya, setiap tahun 
setidaknya dilakukan pelatihan sebanyak dua kali dengan 
melibatkan 40-50 orang peserta. Beberapa alumni itu 
kemudian dipertemukan dengan alumni-alumni di kota lain 
untuk membangun sinergi. Melalui NUCP Aleemah, Tillah 
membangun program penguatan terhadap organisasi dan 
aktivis organisasi itu di daerah-daerah khususnya di kawasan 
Mindanao. 

Memang tidak semua gerakan di Mindanao sepaham 
dengan baik gerakan NUCP maupun Aleemah. Beberapa 
tokoh yang ditemui di dalam MNLF seperti Nur Misuari 
dan Sema Muslim Sema, keduanya pemimpin tertinggi 
MNILF maupun MILF seperti Michel Masturo dan Abhoud 
Lingga, keduanya penasehat khusus pemimpin tertinggi 
MILF menganggap NUCP dan Aleemah sebagai bagian dari 
usaha pemerintah untuk mengoptasi gerakan mereka. Meski 
demikian, para ulama anggota baik MNLF maupun MILF 
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tetap berpartisipasi di dalamnya. 


Radio Suara Mindanao: Mediasi lewat Dialog 

Radio “Suara Mindanao” (Radio SM) adalah salah 
satu fenomena menarik dalam gerakan membangun aspirasi 
masyarakat Mindanao. Di tengah-tengah jalan buntu negosiasi 
antara MILF dan pemerintah pusat tentang tuntutan hak-hak 
Bangsamoro yang dilakukan dengan cara gerakan bawah tanah 
dan negosiasi yang terbatas di antara elit kedua belah pihak, 
radio ini mendialogkan seluruh isu yang tersembunyi bagi 
awam itu ke tengah-tengah publik dan menjadi perdebatan 
terbuka. Radio SM juga berperan aktif dalam mendorong 
partisipasi masyarakat dan mendiskusikan berbagai problem 
dan perkembangan yang terjadi di Mindanao secara 
terbuka. Radio yang berpusat di Cotabato City ini, menurut 
Abdurraheem B. Sinarimbo, Kepala Program Radio Suara 
Mindanao, sesungguhnya hanya merupakan program rutin 
setiap hari sekitar empat jam yang ditayangkan dalam sebuah 
radio swasta sehingga bukan merupakan radio yang berdiri 
sendiri. Namun karena tema-tema yang menarik dan aktual 
dan juga keberaniannya untuk mengangkat masalah-masalah 
politik yang sensitif seperti mengkritisi berbagai kebijakan 
pemerintah pusat atas Mindanao secara terbuka dan membuka 
suara masyarakat Mindanao yang keras sekalipun terhadap 
pemerintah, maka ia mengundang partisipasi dan antusiasme 
masyarakat untuk menjadi pendengar setia. 

Karenanya, Radio SM seperti memiliki merk dagang 
sendiri sebagai radio yang berani bersuara terbuka dan keras 
terhadap pemerintah pusat dan mereka yang mendukung 
kebijakan pemerintah pusat dibanding dengan radio-radio 
lain dan bahkan dibandingkan dengan media massa pada 
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umumnya. Raheem sendiri memiliki hubungan sangat dekat 
dengan para pemimpin MNLF dan MILF dan semua faksinya. 
Melalui Raheem inilah antara lain penulis bertemu dengan 
para pemimpin MILF dan MNLF dengan berbagai faksinya. 

Di samping itu Radio SM, kata Raheem, juga 
hendak berusaha menjembatani dialog antar-faksi di dalam 
MNILF dan MILF dan antara gerakan-gerakan ini dengan 
pemerintah pusat. Raheem menyatakan bahwa radionya selalu 
memandang dari sudut netral, meskipun para narasumber 
dan tanggapan masyarakat yang berbicara di radionya itu 
lebih sering mengajukan aspirasi tentang pandangan orang- 
orang Bangsamoro. Meski demikian, radio ini juga sering 
memberi tempat kepada pejabat pemerintah, lokal maupun 
pusat, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat 
di Mindanao dan mendapatkan masukan dan kritik dari 
penanggap dan pendengar. 

Namun tidak berarti semua orang mendukung Radio 
yang menganggap diri sebagai corong Muslim Mindanao ini. 
Kalangan mereka yang dekat dengan pemerintah pusat dan 
pejabat daerah memiliki kritik terhadap radio yang terkadang 
terlalu keras melebihi suara resmi baik MILF maupun MNLF 
terhadap pemerintah pusat. Misalnya terkadang mereka 
masih mengungkap keinginan agar Muslim Mindanao 
memisahkan diri dari Filipina untuk merdeka. Muslim Sema, 
Walikota Cotabato yang notabene adalah Ketua MNLF yang 
berselisih dengan Nur Misuari, misalnya menyatakan hal itu. 
Demikian juga Hamid Barra Ketua Umum NUCP yang juga 
Kepala Bagian Pendidikan ARMM yang diidentifikasi sebagai 
berafiliasi kepada pemerintah pusat. Namun perlu diingat 
bahwa sebagian besar pengurus Radio Suara Mindanao adalah 


“0 Interview pada tanggal 07 Februari 2010. 
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aktivis MILF sehingga tidak heran kalau bersuara cukup keras. 
Meski demikian, sebagai media, mereka tidak menutup suara- 
suara dari mereka yang berseberangan. 


Ulama-Bhisop Conference (UBO): Membangun Perdamaian 
Antar Agama 

Di samping gerakan sosial dan politik di kalangan 
umat Islam, juga berkembang gerakan yang bersifat antar 
agama. Ulama-Bhisop Conference (UBC) adalah gerakan 
antar-agama yang dirintis bersama-sama oleh pemimpin 
Katolik dan Muslim serta melibatkan pula pemimpin 
Protestan dan agama-agama lain. Berbagai kegiatan yang 
dilakukan adalah melakukan pertemuan-pertemuan antar- 
pemimpin agama yang ada di Mindanao secara rutin untuk 
membahas berbagai usaha perdamaian antara pemimpin 
Muslim dan pemimpin Katolik dan Protestan di Mindanao, 
baik yang mengambil tempat di kota-kota di Mindanao 
sendiri maupun di Manila. Pada Agustus 2008, misalnya, 
di tengah-tengah meningkatnya reaksi dan kekerasan 
terhadap penundaan penandatanganan MOA-AD dan 
mobilisasi massa yang luas dan kekerasan, pemerintah Arroyo 
meminta kepada UBC untuk memperluas inisiatif civil 
society dalam usaha menciptakan perdamaian sehubungan 
makin meningkatnya kekerasan akibat dari pembatalan pe- 
nandatangan MOA-AD tersebut."' 

Dengan demikian, UBC tidak hanya berusaha untuk 
melakukan pendekatan terhadap para pemeluk agama 
dan mendekatkan para pemimpin agama melainkan juga 
membangun kepercayaan kepada pemerintah tentang 
pentingnya perdamaian dan melibarkan para pemimpin agama 


S1 Lihat www.cbcnews.com, 18 Agustus 2008. 
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dalam usaha tersebut. UBC juga melakukan pertemuan 
tahunan untuk berbagi pengalaman perdamaian dan evaluasi 
serta meningkatkan usaha dalam langkah berikutnya. Pada 
joint statement UBC hasil pertemuan tahunan 26 November 
2 Desember, 2009 dinyatakan bahwa usaha yang bersifat 
pribadi maupun kolektif atas keinginan untuk damai akan 
dan harus berpengaruh terhadap sikap dan pikiran individu 
dan kolektif pula. Gerakan ini tampaknya memang lebih 
low profile karena pertemuan-pertemuan itu lebih terbatas 
tetapi implikasi cukup jauh. Karena dari pertemuan ini para 
pemimpin agama diharapkan akan menyampaikan kepada 
masyarakat awam dalam setiap pertemuan dan pengajian 
keagamaan, termasuk khotbah Jumat bagi Muslim dan 
khotbah Minggu bagi Kristen. 

Namun tentu saja tidak semua usaha UBC berjalan 
mulus. Kalangan MNLF dan MILF serta para tokoh yang 
cenderung kritis terhadap pemerintah pusat dan kepentingan 
geraja katolik dan Protestan, menganggap bahwa UBC adalah 
bagian dari desain pemerintah pusat untuk melemahkan 
perjuangan MNLF maupun MILF Hampir semua pemimpin 
MILF maupun MNLF memberikan kritikyangsamameskipun 
mereka tidak mengabaikan peran UBC untuk berperan dalam 
usaha perdamaian. Namun baik kritik MILF maupun MILF 
tidak sampai melakukan pembaikotan terhadap kegiatan- 
kegiatan UBC. Dengan kata lain, pertemuan-pertemuan 
UBC selalu diikuti oleh ulama dari berbagai kalangan. 
Gerakan Perdamaian para Pemimpin Agama Katolik 

Gerakan perdamaian juga dilakukan oleh para tokoh 


Katolik secara pribadi maupun melalui Gereja. Gerakan ini 


52 Wawancara dengan Bishop Mercado pada tanggal 02 Februari 2010. 
88 Joint Statement BUC, December 2009 dan wawancara dengan Bishop Mercado 
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meskipun diinisiasi oleh kalangan pemimpin Katolik dan 
biasanya melibatkan Gereja di mana pemimpin itu berada, 
tetapi selalu tidak lepas dan keikutsertaan pemimpin dan 
umat Islam. Bishop Mercado di samping terlibat di dalam 
UBC, juga melalui lembaganya Institute for Autonomy and 
Development yang merupakan bagian dari gereja Katolik dan 
lembaga pendidikan the Notre Dame University di Cotabato 
City, secara rutin menerbitkan berbagai dokumen dan analisis 
serta wawancara dengan berbagai pihak yang berhubungan 
dengan kegiatan peace talk mencari usaha perdamaian dan 
pencegahan konflik, terutama melalui jurnal tiga bulanan 
yang sangat lengkap dan up to date.“ Melalui lembaga 
pendidikan Notre Dame, Marcedo juga memasukkan mata 
pelajaran Islam dan perdamaian yang berlangsung bukan 
hanya dalam kelas tetapi juga dalam praktek dan pelatihan- 
pelatihan untuk pelajar. Sehingga, orang tua murid Muslim 
yang semula enggan untuk mengirimkan anaknya ke sekolah 
Katolik kini mulai berubah persepsi: bahwa sekolah katolik 
pun memberikan mata pelajaran Islam dan membangun 
hubungan baik dengan orang Islam. 

Demikian halnya Silsilah Dialogue Movement (SDM) 
di Zamboanga City yang didirikan dan dikelola oleh Fr. 
Sebastiano D'Ambra, PIME. Silsilah melakukan aksi-aksi 
sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan perspektif 
perdamaian. Silsilah dalam gerakannya juga mengambil dari 
inspirasi agama-agama mengenai manusia dan kasih sayang. 
Kata Silsilah sendiri diambil dari bahasa Arab di dalam dunia 
sufi. Dengan sengaja, misalnya, Silsilah merekrut campuran 
Muslim dan Katolik sebagai staf maupun fasilitator dan 
aktivisnya dalam pemberdayaan masyarakat di lapangan. 
Bahkan, Silsilah mendirikan sekolah madrasah untuk anak- 


S# Wawancara dengan Bishop Mercado pada tanggal 02 Februari 2010. 
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anak Muslim yang kesulitan biaya untuk sekolah di sekolah 
negeri dan swasta. Bishop asal Italia yang pernah diculik di 
Zamboanga itu percaya bahwa perdamaian akan tercipta 
melalui gerakan pemberdayaan masyarakat kecil dan dialog 
kebudayaan dan masyarakat.” Hal yang sama juga dilakukan 
oleh Fr. Alberth Salijo dengan mendirikan pusat studi konflik 
untuk perdamaian Mindanao di bawah Gereja dan Ateneo de 
University di Davao City. 


Salam Peace Movement 

Cukup lama bekerja sama dengan Silsilah, “Salam Peace 
Movement” di Zamboanga City melakukan pemberdayaan 
masyarakat akar rumput untuk perdamaian di kalangan 
komunitas Muslim. Salam bersinergi dengan Silsilah dalam 
cukup banyak hal, di antaranya dalam pemberdayaan 
pendidikan masyarakat miskin di pulau-pulau terpencil di 
sekitar Zamboanga dan Pulau Basilan. Beberapa daerah ini 
banyak dihuni oleh masyarakat yang beragama Islam dan 
sangat miskin karena kehidupan mereka umumnya sebagai 
nelayan tradisional. Dari penghasilan menjadi nelayan ini, 
menurut Direktur Salam Movement, Dr. Alih S. Aiyub, 
hanya cukup untuk makan pas-pasan sedangkan fasilitas 
pemerintah seperti gedung pendidikan dan kesehatan belum 
sampai ke pulau-pulau tersebut. Maka, Salam bekerjasama 
dengan Silsilah menugaskan fasilitator untuk memberikan 
pendidikan, baik pendidikan formal maupun ketrampilan, 
selain kehidupan rutin mereka sebagai anak-anak nelayan. 
Salam juga secara khusus membangun generasi muda dan 
seusia anak untuk perdamaian mengingat pengalaman sehari- 
hari melihat kekerasan yang terus-menerus yang dimulai dari 


65 Wawancara pada tanggal 22 Maret 2010. 
58 Wawancara pada tanggal 27 Januari 2010. 
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membangun kelompok-kelompok di masjid dan mushalla 
(tempat ibadah Muslim untuk komunitas kecil) serta madrasah 
Salam Peace Movement membangun jaringan di berbagai desa 
di Zamboanga City. 

Dr. Aiyub juga aktif dalam membangun jaringan 
dengan kelompok-kelompok sipil NGO dan para pemimpin 
agama untuk perdamaian.” Sejak 2004 Salam Peace Movement 
mendirikan madrasah yang kini telah memiliki beberapa 
cabang di desa-desa yang memasukkan Islam dan perdamaian 
sebagai salah satu mata pelajaran di Madrasah-madrasah 
tersebut. Akan halnya kelompok sipil yang berorientasi 
kepada perdamaian seperti Silsilah Movement dan Salam 
Moevement oleh para aktivis politik seperti MNLF dan MILF 
dianggap sebagai disetir oleh kepentingan gereja, khususnya 
geraja Katolik sehingga tidak cukup menolong kepentingan 
umat Islam, khususnya masalah tanah. Keduanya dikritik 
sebagai hanya terfokus kepada dialog agama yang notabene 
menguntungkan kalangan katolik tetapi tidak memecahkan 
masalah sebenarnya, yaitu masalah tanah orang Islam yang 
diambil alih oleh para transmigran yang hampir seluruhnya 
beragama Katolik. Keduanya juga dikritik sebagai mengabaikan 
masalah politik tentang hak-hak kepemilikan dan mengelola 
sumberdaya alam oleh kalangan mayoritas Muslim di wilayah 
Mindanao. 


Jalan buntu politik yang dialami oleh Muslim di Patani 
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dan Mindanao telah memunculkan kelompok-kelompok baru 
yang kreatif untuk mencari jalan keluar terjadinya perdamaian. 
Meskipun tidak mudah, bukan hanya dalam menghadapi 
pemerintah pusat dengan segala kepentingan mayoritas tetapi 
juga menghadapi perbedaan-perbedaan di dalam komunitas 
Muslim itu sendiri dan juga antara kalangan Muslim dengan 
Katolik dan Protestan. Mereka tampaknya lebih hendak 
membawa diskusi dan perjuangan ke arah substansi ketimbang 
simbolik seperti slogan merdeka atau bahkan otonomi. 
Kepada publik mereka mencoba mengangkat tema-tema yang 
bersentuhan langsung dengan substansi aspirasi masyarakat 
seperti hak pengelolaan tanah dan hak berorganisasi dan 
untuk mendapatkan informasi dan menyatakan pendapat. 
Kepada masyarakat, mereka melakukan penguatan kesadaran 
dan pengetahuan politik, kesadaran, kecintaan dan usaha 
pelestarian budaya sendiri, serta penguatan ekonomi dari 
berbagai sudut, mulai dari ibu rumah tangga hingga penguasa 
kecil dan menengah. Semua itu dilakukan tanpa memerlukan 
suatu organisasi besar dengan mobilisasi massa seperti terjadi 
pada kelompok separatis. 

Mereka juga mencoba mendayagunakan berbagai 
bantuan dari luar negeri, bukan hanya bantuan finansial 
melainkan terutama adalah arus informasi dan hak-hak asasi 
manusia yang memberikan perlidungan kepada mereka untuk 
bersuara, menulis dan bahkan menerbitkan media. Tidak 
kalah penting adalah pemanfaatan terhadap sumber-sumber 
kultural seperti tradisi keagamaan, bukan hanya Islam dan 
Melayu tetapi juga agama lain yang memungkinkan untuk 
mengundang simpati dan bahkan kerjasama banyak pihak.| J 
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BAB V 
KESIMPULAN 


Di tengah-tengah banyak kendala dan bahkan 
kemacetan dialog antara minoritas Muslim di Mindanao dan 
Patani dengan pemerintah pusat di negara masing-masing 
untuk di satu pihak dicapainya jalan damai dan di lain pihak 
diperolehnya hak-hak bagi minoritas, muncul kelompok- 
kelompok baru yang lahir dari proses penguatan civil society. 
Kelompok ini lahir bersamaan dengan era demokratisasi dan 
globalisasi. Demokratisasimemberikan kesempatan masyarakat 
lebih luas untuk mengorganisir diri dan merumuskan aspirasi 
secara mandiri. Mandiri bukan hanya dari pengaruh aktor- 
aktor pemerintah pusat, birokrasi dan partai politik melainkan 
juga mandiri dari hegemoni para pemimpin lokal yang selama 
ini memonopoli aspirasi Muslim melalui gerakan separatsime, 
misalnya. 

Sebagian besar gerakan civil society tersebut mengambil 
strategi non-partisan atas kelompok-kelompok separatis 
yang sudah ada. Mereka lebih menekankan pada penyadaran 
masyarakat melalui penguatan ekonomi dan artikulasi politik 
atau public sphere ketimbang mobilisasi masyarakat untuk 
membentuk pasukan dan bersenjata. Mereka memanfaatkan 
keterbukaan untuk mengungkapkan agenda dan misinya 
kepada publik baik melalui media massa maupun melalui 
pengembangan masyarakat secara langsung. Meski demikian 
tidak berarti mereka selalu lebih akomodatif dan reformis 
dari gerakan separatis. Dalam hal-hal atau aspirasi yang 
substansial seperti penguasaan tanah atau sumberdaya alam 
pada umumnya dan hak politik, mereka tidak berkompromi 
dengan pemerintah pusat. 
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Karena itu, kedua gerakan ini yaitu separatis dan civil 
society cenderung memiliki irisan yang kuat di dalam aspirasi 
yang bersifat substansial. Tetapi mereka berbeda dalam 
strategi mencapainya. Kelompok-kelompok civil soceity lebih 
menekankan pada penguatan public sphere dan penguatan 
ekonomi secara langsung. Meski demikian, harus diakui bahwa 
gerakan civil society yang cenderung non-partisan belum bisa 
menggantikan gerakan separatis dalam negosisasi-negosiasi 
dengan pemerintah pusat. Sejauh ini pemerintah pusat masih 
menekankan perhatiannya pada gerakan separatis meskipun 
tidak mengabaikan gerakan civil society tersebut. 

Peran civilsociety tampaknya menjadi bagian dari gerakan 
meningkatnya tuntutan penghormatan terhadap minoritas 
di berbagai negara seiring dengan laju demokratisasi dan 
globalisasi yang melanda berbagai negara di dunia. Fenomena 
itu tampaknya memberikan pengaruh terhadap perubahan- 
perubahan baik terhadap hubungan antara minoritas dengan 
pemerintah pusat dan mayoritas maupun di antara kelompok- 
kelompok Islam sendiri sebagai minoritas di kedua negara 
tersebut. Perubahan itu adalah kian meningkatnya kesadaran 
akan hak-hak minoritas serta variasi bentuk aspirasi dan 
gerakan. 

Model gerakan separatis di satu sisi dan di sisi lain model 
akomodatif melalui jalur yang dibangun oleh pemerintah 
pusat dan mayoritas tidak lagi menjadi pilihan hitam putih 
yang selama ini berujung pada polarisasi gerakan. Pilihan garis 
tengah berupa gerakan sosial dan keagamaan yang cenderung 
menempatkan diri non-partisan terhadap kelompok-kelompok 
politik yang cenderung terpolarisasi di dalam komunitas 
Muslim sendiri dan juga terhadap usaha okupasi pemerintah 
pusat, tampak kian menguat. 
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Kelompok civil society ini cenderung membawa 
perdebatan-perdebatan yang selama ini hanya berkisar di 
lingkaran elit ke dalam ranah masyarakat luas atau public sphere 
dalam bentuk rumusan-rumusan hak yang lebih kongkrit bagi 
masyarakat grass-roots, seperti peningkatan ekonomi keluarga, 
peran perempuan, kesempatan pendidikan hingga kebebasan 
untuk berpendapat dan berorganisasi dan bebas dari rasa 
takut dan kesewenang-wenangan. Tumbuhnya gerakan sosial 
yang mencoba mengambil posisi netral secara politik namun 
tetap mengangkat aspirasi substantif tuntutan keadilan dan 
kesamaan menampakkan harapan baru bagi tercapainya suatu 
solusi yang lebih substansial dan damai. Namun, baik bagi 
gerakan politik di dalam komunitas minoritas Muslim sendiri 
maupun di dalam pemerintahan pusat, tampaknya model 
gerakan ini belum memperoleh perhatian seksama. Dengan 
kata lain, gerakan sosial ini belum dipertimbangkan sebagai 
representasi Muslim di kedua daerah itu untuk diajak bicara 
secara langsung dalam berbagai negosiasi perdamaian antara 
pemerintah pusat atau mayoritas dengan Muslim minoritas 
di Mindanao. 

Di sisi lain lagi, seluruh perkembangan di dalam 
masyarakat minoritas Muslim di kedua negara tersebut, 
tampaknya belum diimbangi oleh sistem politik yang kian 
terbuka di dalam pemerintah pusat, atas hak-hak minoritas 
yang terimplementasikan di dalam kebijakan politik nasional: 
semisal desentralisasi pengelolaan sumber daya alam dan 
pemerintahan sendiri bagi minoritas yang menjadi mayoritas 
di suatu wilayah atau provinsi tertentu. Baik pemerintah 
Filipina maupun Thailand masih bersikukuh pada suatu 
bentuk pemerintahan yang sentralistik dalam pengelolaan 
sumber daya alam dan pengelolaan pemerintahan. 
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Bentuk-bentuk desentralisasi yang diberikan kepada 
wilayah yang mayoritas Muslim seperti ARMM di Mindanao 
dan pemilihan langsung bagi Chief Executive, sebuah jabatan 
di bawah posisi Gubernur di tiga wilayah Thailand Selatan, 
belum memberikan implikasi bagi desentralisasi yang 
bersifat substantif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan 
pemerintahan tersebut. Dua bentuk tersebut seperti hanya 
meletakkan agen kepercayaan pusat di daerah, namun 
kebijakan-kebijakan strategis masih berada di tangah pusat. 

Situasi ini cukup mengkhawatirkan, karena jika 
kesadaran dan pemahaman rakyat yang terus meningkat 
diikuti kemandirian ekonomi politik secara relatif terus 
meningkat, serta mampu mengekspresikan melalui terbukanya 
public sphere, sementara pemerintah pusat dan mayoritas tidak 
mengalami perkembangan berarti maka berpotensi terjadinya 
akumulasi kekecewaan. Selanjutnya, ini akan menghadapkan 
pemerintah pada pilihan untuk bersikap represif dan kembali 
ke otoritarianisme untuk mempertahankan posisi politik 
dan sentralisasi tersebut. Sikap dan kebijakan seperti itu 
bukan tidak mungkin akan memancing kembali terjadinya 
kekerasan. 

Dengan kata lain, risetini menemukan bahwa hubungan 
minoritas Muslim di Thailand dan Filipina telah mengalami 
perkembangan yang signifikan dalam keterbukaan, baik 
oleh pemerintah pusat Filipina maupun Thailand. Tetapi 
keterbukaan itu belum cukup untuk mengakomodasi aspirasi 
substansial masyarakat minoritas Muslim di Mindanao dan 
Patani atau tiga provinsi di Thailand paling selatan. Aspirasi 
seperti ini sesungguhnya merupakan bagian trend dunia sebagai 
bagian dari menguatnya posisi minoritas di dalam suatu negara 
nasional dalam era demokratisasi dan globalisasi. Karena itu, 


Penutup 


diperlukan suatu perubahan kebijakan yang bersifat substantif 
pula bagi negara nasional dan bahkan jika hal itu menuntut 
adanya perubahan Konsitusi, untuk memberikan tempat bagi 
aspirasi yang bersifat substantif minoritas Muslim di kedua 


wilayah tersebut. | J 
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The WA ED Institute 


Seeding Plural and Peaceful Islam 


uku imi mengurai peran 
organisasi-organisasi civil 
society Muslim dalam proses 
pencandujalan daardisyilayah minoritas 
Muslim di Asiadfengcara, Muslim Patang 
Thailand Selatan “dam, Bangsamoro di 
Filipina Selatan. Buku ini menunjukkan 


bahwa berbagar organisasi civil society di 
keduawilayah Muslim itu memiliki peran penting dan 
cenderung mengambil jarak atau bersikap imparsial 
dari Kelompok-kelompok politik yang terpolarisasi 
antara kelompok yang menempuh jalan separatisme 
dam Kelompok yang mengutamakan integrasi. Namun 
demiktangsdreanisasi- organisasi itu tetap membawa 
aspirasi yang “bersilat substantif, seperti aspirasi 
pengelolaan sendiri sumberdaya alam dan usaha 
membangun pemerintahan sendiri (se/f-government). 
Penguatam peran civil society muslim dalam resolusi 
Konflikatu berjalan seiring dengan proses globalisasi 
yang menunjukkan fenomena yang paradoks. Yakni, 
disatu pihak makin kuatnya pengaruh global atas 
masalah lokal. Namun dilain pihak menguatnya 
Kembali identitas lokal, baik berupa mobilisasi 
identitas etnis atau agama dan simbol tradisi lokal 
lainnya. Dalam konteks inilah Islam menjadi salah 
satu ikatan identitas yang kembali menguat. 


Puslitbang Lekfar dan Khazanah Keagamaan 
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 
Center for Islam and SoutheastAsiam Studies-The WAHID,Institute (CISEAS-WI) 
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